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ABSTRACT

The -arrangement of HKI (Hak Kekayaan [ntelektual/ The Intellectual Copy Fight) has been
developed rapidly since the beginning of 20~analysrslexplanator‘ydecade Indonesia has been a
member of Establishing the World Trade Organization and it causes the country fo deal with
TRIPs Agreement, which is one of world trading parts. Besmies that there has also been
pressure from the first world countries fowards (ndonesia. }

| .
Nowadays, Indonesia owns Act No 6 year 1982 on Copy Right 'shifted info Act No 7 year 1987

and shifted into Act no 12 year 1997 and the last has been shiﬂéd into Act No 19 year 2002. To
be defined as Copy Right is that any exclusive right for the creators or the recipients to
acknowledge or reproduce their creations or fo give perrmssmn on those activities without
ignoring limitations of applied regulations.

There are some problems persist such as, how is the Copy R1ght law rules in giving protection
toward Juwana bronze crafters, how is the law protection of law officers and how is the law
convention of the crafters toward Act of Copy Right.

Law rules of Copy Right in ensuring the law protection foward J‘uwana bronze crafters is that it
is in the case of any law penalty occurs. The penalty refers to anyone in-obeys against the Copy
Right laws, to anyone brakes other Copy Right. The indonesia Copy Right law sets some
serious penalty toward one of the intellectual rights. The exec‘uhon procedures are stated in
Chapter XIil verse 72 and 73. The law settlement stated in Copy Right Act has become Vex
specialist’ toward the applied commerce law; faw protection done by law officers included
civilian state officer, police, prosecutor and judge, and the Customs officer.

The Copy Right law protection toward the bronze crafter in Juwana given by Inspectors of
civilian state employees and police officer is not satisfying. it is due to the fimited authority and
the existence of the inspectors is Copy Right issue is not focused as a single profession. I
means that in doing their job, they still take positions as structural staffs more over the number
is limited, The prosecution board is merely as prosecutor toward the Copy Right crimes. It is not
specifically stated in the regulations of Copy Right. The law is more affected by it is from abroad
that is clearly insufficient to our law systems.

The law protection done by the prosecutors is merely to do the prosecution job in the crimes.
Local taw and culture massively influence the application of the Copy Right law toward the
bronze crafiers. The culture is deeply affected by rural Javanesg area of Juwana regency. The
local gathering community culture such as sambatan (helping each other without any financial
tendency), jagong (staying awake a night iong in a neighbor that has such event} are examples
of values to be the basic of Juwana crafters culture. It is then conventlonally stated that to help
each other is more important than to keep technique of cramng by Copy Right law. Their
response toward Copy Right remains negative. It is shown. by their low comprehension on the
Copy Right importance and Act.
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ABSTRAKSI

Pengaturan HKI {Hak Kekayaan Infelektual), teleh mengalami perkembangan cukup pesat sejak awal
dekade-20-Analisis / Keterangan:, dengan ikut sertanya Indonesia menjadi anggota dalam Agreement
Establishing the World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) terdapat
juga TRIPs Agreement yang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan perdagangan .dunia, di
samping juga adanya tekanan negara dari negara-negara mau terhadap bangsa Indonesia,

Saat ini Indonesia telah memifiki Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 dan diubah dengan UU no. 12 tahun 1997 dan yang
terakhir diubeh dengan UU no. 19 tahun 2002. Yang disebut dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk
itu dengan tidek mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang beriaku,

Ada beberapa pemmasalahan, yaitu bagaimanakah aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan
periindungan hukum terhadap Pengrajin Kuningan Juwana, bagaimanakah perlindungan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bagaimanakah budaya hukum Pengrajin Kuningan Juwana
terhadap produk Undang-undang Hak Cipta .

Aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan Aturan Hukum Hak Cipta dalam memberikan perindungan
hukurn terhadap Pengrajin Kuningan Juwana yaitu adanya sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Cipta juga
diberiakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melangger Hak Cipta pihak lain,
Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah
salu bidang kekayaan inefekiual ini. Ketenfuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana atas pelanggaran Hak
Cipta diatur datam Bab Xill Pasal 72 sampai dengan Pasal 73. Pengaturan hukum acara yang tercantum
dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) menjadi ‘fex spesialis’ terhadap Hukum Acara
Perdata yang beraku, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum, unsur Aparat
Penegak Hukum di bidang Hak Cipta meliputi penyidik pegawai negeri Sipil, Polri, Jaksa dan Hakim seria
Petugas Bea Cukai.

Perindungan hukum kepada Pengrajin Kuningan Juwana di bidang Hak Cipta yang diberikan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipii dan penyidik Poli sangat kurang memuaskan, dikarenakan kewenangan
sangat terbatas, dan keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipll di bidang Hak Cipta belum ferfokus sebagai
profesi funggal, arinya dalam menjalankan tugasnya masih dirangkap sebagai staf atau jabatan strukiural,
juga jumlahnya sangat terbatas, Peran Kejaksaan semata mata melakukan dakwaan dan penuntutan bagi
pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta, dan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta,
Hukum Hak Cipta lebih diwarnai dan dipengaruhi serta berasal dari hukum manca negara, yang fidak sesuai
dengan sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan hukum yang diiakukan oleh Jaksa semaia mata meleksanakan tugas dakwaan dan
penuntutan dalam perkara pidana, Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di masyarakat Pengrajin
Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat atau nilanila budaya sefempat.
Kehidupan masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa pedesaan, yaitu di
Kecamatan Juwana. Adanya budaya gotong royong, sambatan (membantu fetangga dengan suka rela),
Jjagong (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang mendasan perilaku Pengrajin Kuningan Juwana terhadap rukun
bertetangga merupakan ha yang lebih penting daripada mempertahankan / memonopoli suatu hak cipta.
Respon Pengrajin Kuningan Juwana adalah negatif, hal ini ditunjukkan rendahnya pemahaman pengrajin
terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta tersebut.
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BAB |

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengaturan HK! (Hak Kekayaan intelektual), telah mengalami

perkembangan cukup pesat sejak awal dekade 20-an. Dinamika kita

~sekarang ini tentunya dalam pengesahan Organisasi Perdagangan

Dunia (WTQO) dimana juga terdapat TRIPs Agreement yang merupakan
satu bagian dalam pelaksanaan perdagangan dunia melalui WTO
tersebut, disamping juga tekanan negara dari negara-negara maiju
terhadap Indonesia.

Dalam perkembangan HKI bidang Hak Cipta, sebenarmya
sudah mendapat perhatian cukup dengan perangkat peraturan
perundang-undangan, prosedur administratif dan pengelolaan oleh
negara, tetapi karena tuntutan perkembangan internasional serta
masalah penegakan hukum, disamping kepentingan manfaat ekonomis
dair perlindungan hak cipta. Pembaharuan hukum hak cipta menjadi
demikian penting dalam kerangka menciptakan iklim persaingan usaha
yang sehat serfa peranan negara secara keseluruhan terhadap potensi
nasional khususnya kekayaan seni budaya yang perlu dilindungi oieh
Undang-undang.

Patut kiranya kita bersyukur dengan kehadiran Undang-undang

Hak Cipta UU No. 19 tahun 2002, walaupun bukan sebagai undang-
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undang dengan konsepsi baru tetapi pengaturan baru datam undang-
undang tersebut memberikan kita untuk belajar menghadaptasi serta
menerapkannya dalam aktivitas kehidupan yang penuh kebebasan
kreatifitas.

Aspek ekspor kerajinan kuningan Juwana tentu saja harus
mendapatkan perlidungan yang memadai dari Undang-Undang Hak
Cipta iUUHC), sehingga perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat
pengrajin kecil terhadap pendaftaran hak cipta dari ciptaan mereka,
oleh karena pembajakan karya cipta akhir-akhir ini cenderung sudah
pada taraf yang mengkawatirkan, bahkan terjadi perampokan karya
cipta para pengrajin kecil oleh para pengusaha besar.

Mengenal hak cipta sebelumnya telah diatur jauh sebelum
kemerdekaan Negara Indonesia yaitu diatur dalam Auterswet 1912
(Stb. 1912 No. 600). Konsep hukum hak cipta telah beberapa kali
dierapkan di Indonesia dalam peraturan hukum positif di Indonesia
yaitu tahun 1958, 1966 dan 1971. Pada rancangan Undang-undang
hak cipta 1966 dalam pertimbangannya disebutkan alasan-alasan yang
dipakai unftuk melakukan perubahan terhadap Auterswet 1912 antara
lain :

a. Bahwa telah timbul suara-suara dalam masyarakat yang
mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan
antara pencipta dengan orang-orang yang menggunakan

ciptaan itu :




b. Tidak adanya suatu badan atau organisasi  yang
memperjuangkan hak-hak pencipta, dan

C. Peraturan yang berlaku tentang hak cipta kurang dikenal

orang’

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaturan dan
pelaksanaan perlindungan terhadap hak cipta tidak terlepas dari
tekanan dan kebutuhan dari para negara maju untuk melindungi hak
ciptaan mereka di luar negara mereka, walaupun disamping itu terselip
sedikit kepentingan nasional untuk melakukan regulasi konsep hukum
hak cipta ke dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu untuk
melindungi hak cipta khususnya pengrajin kerajinan rakyat dan
kepastian hukum terhadap ciptaan-ciptaan dalam negeri yang
jumlahnya tak sebanding bila dibandingkan dengan ciptaan dari luar
negeri. |

Kalau kita cermati bahwa peraturan tentang hak milik
intelektual khusus peraturan tentang hak cipta pada kurun waktu 20
tahun telah terjadi empat kali perubahan, walau dengan dalih
penyempurnaan terhadap UU hak cipta tetapi alasan yang sebenamya
adalah adanya tekanan dari negara maju yaitu adanya ancaman dari

negara maju tentang pencabutan Generalized System of Preferences

! Soplar Maru Hutagalung, 1996. Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dafam

Pembangunan, Jakarta : Akademi Pressindg, hal. 102




(GSP) yaitu pemberian fasilitas pembebasan biaya oleh Amerika
kepada negara-negara berkembang termasuk antara lain negara kita.
Sebenarnya ancaman pencabutan GSP ini bukan hal yang baru,
ancaman pencabutan status GSP ftiap tahun akan selalu ada.
Pencabutan GSP alasan pokoknya sebetulnya adalah berubahnya
status dari negara tak berkembang menjadi negara maju, tetapi alasan
lain aﬁalah negara maju memberikan proteksi terhadap hak cipta
mereka di negara berkembang dengan dalih pemberian GSP 2

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentag Hak Cipta
melakukan perubahan berupa penyempumaan dan penambahan
Undang beberapa ketentuan baru, antara iain mengenai

1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi:

2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa
kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-
produk cakram optik (opficaf disc) melaiui sarana audio visual
dan / atau sarana telekomunikasi:

3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau
alematif penyelesaian sengketa;

4. Penetapén sementara pengadilan untuk mencegah kerugian

lebih besar bagi pemegang hak;

2 Sudargo Gautama, 1994, Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GAAT

dan GSP), Bandung : PT. Citra Bakti, hal 24.




5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan
Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah
Agung;

6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana
kontrol teknologi;

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan
tehadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi
berteknologi tinggi;

8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait:

9. Ancaman pidana dan denda minimal;

10.Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program
komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan
melawan hukum.

Selanjutnya sebagai konsekuensi perundang-undangan
Undang-undang Hak Cipta mengamanatkan beberapa aturan
pelaksanana diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan
Presiden (Keppres). Beberapa PP dan Keppres yang akan diatur
selanjutnya antara lain :

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta Yang Dipegang Oleh
Negara.

- Peraturan Pemerintah tentang Informasi Elektronik tentang

Informasi Manajemen Hak Pencipta;




- Peraturan Pemerintah tentang Ciptaan Yang Menggunakan Sarana
Produksi Berteknologi Tinggi;
- Tugas, Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Pembiayaan, Masa Bakti

Dewan Hak Cipta.

Keputusan Presiden :

- Keputusan Presiden tentang Taca Cara Pengajuan Permohonan
untuk menerjemahkan dan / atau Memperbanyak Hak Cipta.

- Keputuan Presiden tentang Syarat dan tata cara Permohonan
Pendaftaran Hak Cipta; |

- Keputusan Presiden tentang Perjanjian Lisen'si Hak Cipta.

- Keputusan Presiden tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata

Cara Pembayaran Biaya Hak Cipta.

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal termasuk
produk-produk yang dilindungi oleh hak cipta, dimana produk suatu
negara éering diperdagangkan di negara-negara lainnya, telah
menyebabkan pentingnya sumber hukum perjanjian antara negara.
Perjanjian antara negara ini diperlukan karena masing-masing negara
berdaulat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum luar negeri tidak
beriaku di dalam negara berdaulat, demikian pula sebaliknya. Supaya
ada pengaturan mengenai pedagangan yang melintasi batas-batas
negara itu, diperlukan adanya perjanjian antar negara, bila perjanjian

bilateral (dua‘ negara} dan bila multilateral (banyak negara). Baik




perianjian bilateral maupun multilateral biasanya ticlak berlaku
langsung terhadap rakyat di negara, peserta. Supaya mengikat negara,
peserta, maka ratifikasi dalam bidang hak cipta yang ditakukan oleh
Pemerintah indonesia adalah: 3
Perjanjian bilateral antara lain dengan:
1. Keputusan Presiden republik Indonesia No. 17 tahun 1988
| tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan
masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukurn
Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (Sound Recordings)
2. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1984 tentang Ratifikasi
Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Rl dengan
Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden Rl No. 38 tahun 1993 ) tentang Ratifikasi
Perlindungan Hak Cipta antara Rl dengan Australia.
| 4. Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Rasifikasi
Hak Cipta antara RI dengan Inggris.
Perjanjian Multilateral dalam Hak Cipta:
1. LU RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement

Eslablishing the World Trade Organization)

3 Sanusi Bintang, 1998. Hukum Hak Cipta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 28-29




2. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan

konvens Bemne (Beme Convention for The Protection of Lierary

and Artistic World)

3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Pengesahan

Organisasi WIPO (WIPO Copyright Treaty)

-Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik
bilateral maupun muiltilateral bertujuan meningkatkan periindungan
terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* dari produk-produk ying
diperdagangkan, mengenai prosedur pelaksanaan HKI (terutama Hak
Cipta) yang tak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan
aturan serta disiplin mengenal pelaksanaan perdagangan perlindungan
HKI, dan mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kegiatan
internasional untuk menangani perdagangan barang-barang basil
pemalsuan/ peniruan dan pembajakan HKI.

Seperti yang penulis katakan di atas bahwa sistern perlindungan
HKI adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaannya

tidak seperti yang konsep hukum tersebut, meiakukan juga

* fstilah HKI adalah merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual
teriemahan dari Intelectual Property Right, menipakan isfilah terakhir sesuai keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Rl No. M.O3.PR.07. 10 tahun 2000 dan
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/MIPAN/I 12000 tanggal 19
Januari 2000 (lihat A Zen Qemar Purba, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistermn HK|
Nasional, Makalah Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent
and Trademark laws, Jakaria 31 Juli - lAgustus 2001.




perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak
cipta.

Selain itu, terbilang cukup banyak pula penelitian kepandaian
membuat suatu, karya seni berlangsung secara otodidak, yakni hanya
melalui penglihatan (hanya dengan cara melihat dan selanjutnya
mencoba membuat) dan seorang dengan mudah dapat membuat suatu
karya éeni yang mirip dengan karya asfinya.

Pemikiran barat terhadap hak cipta, bahwa hak cipta merupakan
milik pribadi dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia
khususnya para pencipta tanpa menyisakan hak terhadap masyarakat.
Rona Rosita® mengemukakan dalam hasil penelitiannya hal-hal yang
mendorong terjadinya petanggaran hak cipta.

Hal-hal yang mendorong pelanggaran, hak cipta oleh
masyarakat antara lain kegiatan pelanggaran hak cipta dipengaruhi
oleh berbagai faktor, antara lain secara umum adaiah:

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi
hak cipta.
2. Sikap atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang

dengan cara mudah.

® Rona Rositawati, 2001. Perfindungn Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Frogram Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta, Skripsi, FH. UNS.




3. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan
para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak
Cipta.

Selain tersebut di atas pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh
faktor-faktor secara khusus, antara lain:
1. Faktor Ekonomi

a. -Pada umumnya harga produk yang ilegal lebih murah
dibandingkan dengan yang legalfasli, sehingga konsumen
terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung
lebih senang membeli produk yang murah terutama apabila
kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda, di mana hal ini jelas
sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pemasaran produk
legal.

b. Para pelaku kejahatan atau hak cipta banyak mendapat
keuntungan karena tidak perlu membayar royaity kepada
pemegang hak cipta yang produknya digandakan.

¢. Produk hasil kejahatan hak cipta pada umumnya. diproduksi
secara gelap, sehingga dapat menghindari pengeluaran pajak

yang mestinya waijtb dibayar.

2. Faktor Sosial
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup

pesat telah mempengaruhi terhadap berbagai kemungkinan dan
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kemudahan untuk melakukan kejahatan atau di bidang hak
cipta.

b. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan
memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga masyarakat
untuk berupaya meiakukan apa saja termasuk pekerjaan yang
berkaitan dengan kejahatan hak cipta, misalnya: menjual
“ barang-barang kerajinan tiruan.

c. Lemahnya daya beli masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan
akan produk-produk tertentu, mendorong meningkatnya
pemasaran produk-produk ilegal di bidang hak cipta dengan
harga teriangkau walaupun dengan kualitas rendah.,

d. Belum meratanya sosialisasi masalah hak cipta pada

masyarakat akan perlunya rnenghargai karya orang lain.

| 3. Faktor Budaya

- Masyarakat biasa hidup dalar_n kebersamaan dan memitiki
perbedaan dengan HKI yang sangat individual artinya banyak hai
yang mendasari diberikannya perfindungan hukum hak cipta,
kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis
masyarakat barat yang berusaha untuk memberikan hak-hak
esklusif pada individu-individu atas hak-hak kekayaan yang

dimilikinya, sedangkan di Indonesia nitai-nilai  budaya
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kebersamaannya masih cukup tinggi sehingga. hak-hak yang
dimilikinya sering kah dikaitkan dengan fungsi sosial masyarakat.
Bertolak dari faktor-faktor tersebut di atas, para, pengraijin kecil
tentu saja banyak yang belum memahami keberadaan undang-undang
hak cipta, mereka hanya berfikir memproduksi suatu barang dan lalu.
dijual di masyarakat. Budaya masyarakatpun satu sama lain berbeda
seper{i yang dicontohkan di atas, masyarakat Hindu Bali tak
memeriukan perlindungan hak cipta. Persepsi masyarakat terhadap
hak cipta berbeda-beda.
Apabila pelanggaran hak cipta dipandang bukan merupakan
suatu ancaman bahkan merupakan suatu derma.®
Hak cipta yang sudah diatur datam suatu peraturan perundang-
undangan, adalah merupakan suatu norma, bahwa pelanggaran
(pembajakan) hak cipta adalah merupakan delik pidana biasa. Norma
yang demikian ini akan berbenturan dengan budaya masyarakat pada
satuan masyara_kat tertentu, atau bahkan berbenturan dengan
ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta; sehingga
apakah suatu perundang-undangan itu diterima oleh masyarakat atau
tidak adalah sesuai atau tidaknya dengan budayza masyarakat dari

suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lawrence M Friedman’

¢ |da Bagus Nyana dalam | Ketut Wirawan Op. Cit. Hal. 104

7 Lawrence M Friedman, 1975. The Legal System: A Social Science Prespeciive,

New York : Russel Foundation, hal 15.
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bahwa budaya masyarakat adalah keseluruhan darl sikap-sikap warga
masyarakat yang, bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang
akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam
masyarakat. Dengan dernikian budaya masyarakat menempati posisi
yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam
meherima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Institusi hukum
pada ékhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan
digunakan oileh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah
sangat ditentukan oleh budaya masyarakat masyarakat atau komunitas
. yang bersangkutan.

Dalam perspektif masyarakat pengrajin kecit kuningan di
Juwana Pati, Undang-undang hak cipta sangat perlu diberdayakan baik
pada para pengrajin, pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum.
Dari penelitan awal ditemukan bahwa para pengusaha besar
membajak dengan cara membeli produk para pengrajin kuningan
Juwana Pati, yang kemudian didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Paten
dan Merk sebagai pemegang hak cipta. Di sini terlihat bahwa hukum
digunakan sebagai alat untuk memanipulasi terhadap ciptaan orang
lain.

Asumsi dasar dari para pengrajin kecil kuningan Juwana
penciptaan suatu karya adalah bagian dari cara kerja mereka secara

tradisional, sehingga keberadaan undang-undang hak cipta merupakan
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suatu kebutuhan, walaupun mereka tidak bisa menggunakan secara
penuh. Mereka tidak atau jarang mendaftarkan ciptaan mereka.

Walaupun undang-undang hak cipta tidak mengharuskan
adanya pendaftaran atas suatu ciptaan, akan tetapi pendaftaran
ciptaan diperlukan karena merupal_(an bukti autentik adanya s=uatu cipta
baru sehingga pemilikan suatu hak, sehingga apabila kelak kemudian
hari térjadi sengketa di pengaditan maka sertifikat hak hak cipta
tersebut dapat digunakan sebagai alat bukii. |

Untuk  mendapatkan sertifikat tersebut pencipta harus
mendaftarkan ciptaannya ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui
Direktur Hak Cipta Direktorat Hak Cipta,APaten dan Merk.®

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanaan UU Flak
Cipta terhadap para pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil)
seharusnya dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus
terhadap mereka oleh pemerintah sehingga diharépkan perlindungan
ciptaan mereka, dapat tercover secara sempumna dari pembajakan.
Berbeda dengan masyarakat Hindu Bali, bahwa ciptaan karya seni
mereka adalah dilandasi dengan Dharma (agama) yang berfujuan
untuk pencapaian Moksa {kebahagiaan abadi), tetapi di dalam

masyarakat pengrajin kuningan di Juwana Pati tuiuan penciptaan karya

¥ Pasal 29 dan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta. Perlu diketahui bahwa Hak
Cipta diatur dalam tiga Undang-undang No. 6 tahun 1982 fentang hak Cipta di Amandemen
dengan dang-undang No. 7 tahun 1987 dan disempumakan dengan Undang-undang No.
12 tahun 1997.
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C.

seni kuningan adalah sematri:l faktor ekonomi. Untuk itulah maka
asumsi pemikiran bahwa ciptiaan adalah hak eksklusif si pencipta
adalah suatu yang mutlak dip;er!ukan bagi mereka. Hanya saja cara
berfikir dan pemahaman m;ereka terhadap hak cipta tidaklah
sepenuhnya dimengerti oleh %mereka, padahal karya ciptaan para

pengraijin kuningan di Juwana [Pati merupakan potensi eksport yang

cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pati.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat
dirumuskan permasaihan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah aturan hukum Hak Cipta (UU No. 19 tahun
2002) memberikan perlindungan hukum terhadap pengrajin.
2. Bagaimanakah perliridungan hukum yang dilakukan oleh
unsur aparat penegaki hukum.

3. Bagaimanakah budaya masyarakat pengrajin kuningan

Juwana terhadap produk Undang-undang Hak Cipta.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mquanalisa aturan hukum hak cipta (UU
i

No. 19 tahun 2002) memti)erikan perlindungan hukum terhadap

i
pengrajin. !
I
i




2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum
yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum.
3. Untuk mengetahui budaya masyarakat pengrajin kuningan Juwana

terhadap produk Undang-undang Hak Cipta.

D. MANFAAT PENELITIAN
‘ ';-Dengan kegiatan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan
tambahan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk
kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut :
1. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang menjadi

masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah tentang
‘ bagaimana dan bentuk apa perlindungan yang akan diberikan
kepada para pengrajin.

b. Hasil béhe’litian ini diharapkan dapat memberikan masukan-
masukan d| pihak pengrajin/pengusaha agar pihaknya dapat
menentukan langkah-langkah antisipatif bérkaitan dengan
kemungkinan adanya pembajakan hasil karyanya yang berakibat
sengketa dibelakangnya.

2. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk
kepentingan pengembangan teori-{eori tentang penegakan hukum

terhadap Hak Cipta khususnya.
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E.

KERANGKA PEMIKIRAN
Bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris dan bangsa
yang masih mengembangkan bentuk aktivitasnya maka dalam proses
menuju perbaikan masih membutuhkan dan ketergantungan terhadap
sesamanya. Apalagi bangsa Indonesia yang berbeda adat, budaya
dan agama, sehingga unfuk membuat sebush aturan yang dapat

mewadai, menjjiwai dan dirasakan adil maka periu diadakan penelitian

untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

Dalam kenyataan dan tuntutan bahwa setiap bidang kehidupan

manusia sejak zaman dahulu dan terutama dizaman modern sekarang

" ini selalu diatur oleh apa yang disebut hukum. Hukum mempunyai

fungsi-fungsi tertentu dan sangat menentukan terutama dalam interaksi
manusia da{arh bermésyarakat dan beraktivitas.

Perubahan aturan HKI dibidang Hak Cipta baik penambahan

. maupun pengurangan lebih didominasi oleh aturan yang berasal dari
-negara maju, seperti pendapat Lawrence M. Friedman bahwa dinegara

'yang sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan,

hukum dan ahli hukum iebih cenderung bertindak sebagaia pembela
kepentingan yang sudah mapan. Berbeda dengan negara demokratis
modern yang telah menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat
penting, dan berperan menonjol, hukum seharusnya hanya memberi

petunjuk saja, tetapi tidak dapat menentukan jalan mana yang harus
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ditempuh. ° disisi lain kerancuan yang dihadapi oleh aparat penegak
hukum, khususnya pada negara yang sedang berkembang antara iain,
materi perundang-undangan tidak lengkap dan materi perundang-
undangannya sudah tidak sesuai seyogyanya kecepatan perkembangan
pembangunan dan masyarakat diimbangi dengan pembuat Undang-
undang, dengan demikian setiap anggota masyarakat dan setiap orang
térmasﬁk penyélenggara negara, bahwa pématuhan hukum merupakan
hal yang terbaik. '

Dalam melindungi hasil karyanya‘khususnya.pada masyarakat
rﬁenengah kebawah mengesampingkan aturan Hak Cipta, dimana
kurang menghargai dan menjunjung tinggi kemampuan dan keahlian
yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, hal ini terjadi
karena fakior agama, moral, budaya dan ekonomi walaupun pada
masyarakat tertentu mehgetahui istiléh original atau karya asli. -

Untuk menentukan tolok ukur dan parameter adanya pelanggaran
dapat dilihat dari dua kasus di Pengadilan, disini akan terlihat
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara dibidang Hak
Cipta, baik kasus perdata ataupun kasus pidana. Sehingga dari

beberapa aturan dalam Undang-undang dan pendapat para ahli seni

® Todung Mulya Lubis dan Buxbaum Richard. M, Peranan Hukum Dalam

Ferekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal-2-3.

19 aden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intefektual, Sinar

Grafika, Jakarta. 1995, hal. 34.
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yang dapat memperfihatkan tolak ukur dan parameter pelanggaran
terhadap hasil kerajinan yang digandakan atau dicuri ide atau
ekspresinya yang pada kenyataan banyak yang memilih untuk berkreasi
fagi dan menghasilkan uang dari pada menipermasalahkan hasil
kerajinannya yang belum tentu mendapatkan keuntungan.

Qalam realitanya bahwa para pengrajin kuningan di daerah
Juwana belum banyak mengetahui hasil kerajinan mana yang sudah
menjadi milik umum (public domain}, dan hasil kerajinan (bentuk desain)
yang masih dilindungi oleh hukum menurut Undang-undang Hak Cipta
no. 19 tahun 2002 pasal 29 ayat 2 yang masa perlindungan adalah
selama hidup ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta, tetapi
dalam Negatif Deklaratif Hak Cipta boleh didaftar atau tidak didaftar
karena sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan
demikian para pengrajin kurang memperhatikan manfaat suatu hasil
kerajinannya untuk didaftarkan ke kantor Hak Cipta sehingga negara
dalanﬂ meiindungi hasil ciptaan terhadap negara lain akan sulit untuk
mengetahui suatu ciptaan siapa dan kapan mulai diciptakan dan menjadi
milik publik. |

Hukum ternyata tidak hanya berfungsi sebagai sarana social
confroi tetapi hukum juga berperan untuk melakukan perubahan-
perubahan dalam kehidupan masyarakat (Social engineering). Hukum

sebagai sarana social engineefing dimaksudkan bahwa hukum
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digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan
masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan
perubahan-perubahan yang diinginkan'".

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses social engineering
adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku orang/ masyarakat ke
arah yang dikehendaki (oleh hukum).

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum terdiri dari tiga
unsur'?, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum, dari ketiga unsur
tersebut yang paling menentukan dalam sistem hukum akén berjalan
atau tidak adalah budaya hukumnya, dan dan budaya masyarakat yang
mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum,
juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam
menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus
ditegakkan.

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan-peraturan
hukum bisa; tegak tergantung pada budaya masyarakatnya dan budaya
masyarakat masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-
anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang

pendidikan, fingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan

ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap

" Rahardjo Satjipto, /imu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 146.

2 | awrence M. Friedman, American Law (New York — London : WW. Norton

Company, 1984), hal. 218-230.
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warga masyarakat vyang bersifat umum dan nilai yang ada dalam
masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukﬁm itu berlaku dalam
masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan dipergunakan
oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan
oleh budaya masyarakat masyarakat komunitasnya.

Penulis dalam melakukan penelitian ini diharapkan mengﬁasilkan
suatu ya‘ng menjadi bahan masukan dalam hukum positif yang mengatur
Hak Cipta, khususnya bidang kerajinan sehingga akan menciptakan rasa
aman terhadap sesama pengrajin yang akhirnya akan meningkatkan
kualitas dan kreatifitas hasil karya dan peningkatan kesejahteraan

ekonominya.

F. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan mengacu
pada dua bentuk penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif
dan penelitian hukum sosiologis'®. Pendekatan peneliian hukum
normatif/ yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami
asas-asas hukum perdagangan dalam hukum positif Indonesia
terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Kajian dengan

pendekatan ini diharapkan akan menjelaskan bagaimana

3 Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri (edisi V)

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
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kemungkinan-kemungkinan penerapan prinsip-prinsip  hak cipta
dalam setiap permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris
ditujukan untuk memahami bagaimana implementasi prinsip-prinsip
hak cipta dalam praktek penyelesaian masalah (faw in action) serta
bagaimana efeknya terhadap perubahan peritaku pelaku usaha
yang nyata dalam kebijakan perusahaan sebagai upaya
pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat
memahami permasalahan yang ada secara mendalam dan
komprehensif sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi
untuk kepentingan pengembangan teori maupun untuk kepentingan

praktis sebagaimana diungkapkan di atas.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi data primer
dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun
studi fapangan.
a. Studi kepustakaan

Maksud dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data

sekunder yang bersumber dari :

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari :

a). Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

masaiah yang diteliti.
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b). Keputusan pengaditan mengenai pelanggaran hak
cipta yang diselesaikan melalui jalur litigasi.

c). Dokumen tentang proses penyelesaian sengketa,
perjanjian/ kesepakatan penyelesaian pelanggaran
hak cipta yang penyelesaiannya melalui jalur non
litigasifdi luar pengadilan.

d). Dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan
masalah yang diteliti, antara lain yang berkaitan
dengan pendaftaran hak cipta.

e). Dokumen-dokumen dan bahan publikasi resmi dari
instansi atau lembaga yang terkait dengan masalah

yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Maksud dari studi lapangan yaitu untuk memperoteh data yang

bersifat primer yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian (Cornelis Rintuh,1994: 30). Observasi pada
penelitian ini dilakukan pada proses penyelesaian kasus-
kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu observasi juga
dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang

pernah terlibat dalam pelanggaran hak cipta.

23




2) Wawancara
Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung
kepada responden, ada interaksi antara pewawancara
'dengan responden. (Soeratno dan Lincofin  Arsyad,

1999:92).

3. Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya
diidentifkasi dan digolongkan secara sistematis sesuai
permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan
analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis
normatif kualitatif. Analisis normatif digunakan untuk menganalisis
norma-norma hukum mengenai hak cipta dalam kaitan penyelesaian
pelanggaran hak cipta. Sedangkan metode analisis kualitatif adalah
melakukan analisis secara deskriptif dari apa yang disampaikan oleh
responden baik lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalan penyusunan hasil penelitian ini disusun dalam empat bab

secara sistematis sebagai berikut:
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BAB |

BAB Ul

BAB Il

BAB IV

Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Beiakang Masalah,
Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode

Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Merupakan Tinjauan Pustaka tentang Hak Cipta yang terdiri dari
Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta,
Ciptaan Yang Dilindungi, Pengecualian Dan Pembatasan Hak
Cipta, Lisensi Wajib (Compulsory Licence), Kepemilikan Hak Cipta,
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta,

Dewan Hak Cipta, Fungsi Aparat Penegak Hukum Hak Cipta.

Merupakan Hasil Penelitan dan Pembahasan yang terdiri dari
Perfunya Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengrajin Kuningan
Di Juwana, Pemahaman Pengrajin Kuningan Terhadap Monopoli

Karya Cipta, Penerapan Ketentuan Kebijakan / Peniruan Terhadap

Karya Cipta, Peran Pemerintah Dalam Mencegah Dan Mengatasi

Pelanggaran Hak Cipta Kerajinan Kuningan Juwana.

Dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran-saran yang
berkenaan dengan HKI yang diterapkan di wilayah pengrajin
kuningan Juwana serta serta saran dalam penyelesaian dalam

permasalahan.

(PT-005T AL DEBip!

L

25




BAB |
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Pada Umumnya.
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat
pesat saat ini, akan berdampak pada perkembangan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) atau globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang
pada hari ini diproduksi suatu negara, di saat berikutnya telah dapat
dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang selama
demikian juga memerlukan perlindungan terhadap HKI yang
bersangkutan. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari
kemungkinan pemaisuan, atau persaingan yang tidak wajar atau tidak
sehat ( curang ), juga berarti kebutuhan untuk melindungi HKI yang
digunakan pada atau untuk membuat produk yang bersangkutan.

Dari gambaran diatas, kiranya menjadi jelas mengapa upaya
untuk mélindungi HKI menjadi penting bagi suatu negara di dunia saat
ini. Bukan berlebihan bila dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI
sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi

terutama dalam perdagangan internasional.

1.1.Latar Belakang Munculnya Hak Kekayaan Intelektual.
Muncuinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau /nfelfectual
Property Rights (IPR) sebagai bahan pembicaraan daiam tatanan

nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari
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pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Word Trade
Organization (WTO). Pembentukan WTQ sendiri mempunyai
séjarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah
perundingan tarif dan perdagangan (General Agreement Tariff
and Trade,l GATT). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di
Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumiah negara peserta
konprensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi
dengan UU No. 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup
penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran | C
yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan
perdagangan (7rade Related Intellectual Property Rights,
TRIPs)™. | |

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor
pembentukan WTO, mengaitkan masalah perdagangan dengan
HKI. Sebenarnya organisasi yang menangani masalah HKI jauh
sebelum lahimya WTO sudah ada yakni WIPO (World intelfectual
Property) badan khusus PBB, namun WIPQO dianggap kurang kuat
dalam melindungi HKI. |

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, World
Trade Organization (WTQO)}, maka isu masalah Hak Kekayaan
Intelektual, (Intellectual Property Right) semakin muncul ke
permukaan, mengapa? Karena masalah perdagangan yang

dewasa ini semakin mengglobal dicoba dikaitkan dengan HKI

4 Secara lengkap ketentuan TRIPs, lihat lampiran dalam tesis ini.
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(Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs). Prinsip dasar

yang tercantum dalam Trips yakni :

1. Perlakuan sama (National Treatment) terhadap semua warga
negara.

2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.

3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedang tujuan perlindungan HK! digunakan untuk inovasi
teknologi atau penyebaran teknologi, dalam rﬁenunjang
kesejahteraan sosial, ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini
dapat dilihat dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Dalam UU disebutkan atas permintaan | pemilik barang atau
pemegang hak atas merek atau hak cipta Ketua Pengadilan Negeri
setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea
dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran
barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan
bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan
hak cipta dilindungi di Indonesia (Lihat pasal 54)'°.

Dari latar belakang munculnya WTQO tersebut, dapat
dipahami, bahwa masalah HKIi cukup erat kaitannya dengan dunia
bisnis. Untuk itu, tidaklah heran apabila para pelaku bisnis
mengeluarkan cukup banyak dana, untuk melakukan penelitian

dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Maksud dari riset

1= Bunyi selengkapnya‘UU tentang Kepabeanan lihat lampiran dalam tesis ini.
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tersebut adalah untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan
oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam
bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.

Dalam situasi seperti ini, memang dituntut kreativitas yang
cukup tinggi dari pelaku bisnis, inovator dan kreator yang
melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual
dikemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut di samping
mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis,
mengapa? Karena dilihat dari sudut pandang hukum ada
hubungan hukum antara pihak'® yang melahirkan suatu kreasi
dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud di sini
adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang
bersangkutan, baik hak moral {(moral rights) yang berarti namanya
sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun
hak ekonomis (economic rights) yang berarti ia berhak menikmati
hasil (royalty) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam
sudut pandang hukum dikenal dengan Infeffectual Property Rights
(IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HK)".

'® Yang dimaksud dengan pihak disini, mungkin Pencipta ( untuk hak cipta) : Investor (untuk
Paten) atau pemilik merek.

" Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan RI No.
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dengan surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat
disingkat dengan akrionim HKI atau HAKI. (lihat A. Zen Umar Purba, *“Fokok-Pokok
Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI! Nasionaf', dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume
13, April 2001).
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Apakah HK! ada hubungan dengan hak kebendaan?
Apabila diperhatikan dalam kepustakaan limu Hukum, dapat
diketahui bahwa HKI dikelompokkan ke dalam hak kebendaan,
sebagaimana yang diungkapan oleh R. Subekti'®. Pengertian yang
paling luas dari perkataan benda ialah segala sesuatu yang dapat
dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti
sémpit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada lagi ia
dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan seseorang saja. Jika
perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka
perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat
yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Apabila pendapat ini dikaitkan d;angan masalah HKI,
kiranya dapat dikemukakan hak tagih dapat dikelompokkan
dengan HKI. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan hak
kekayaan tersebut melekat kepada yang bersangkutan? Dengan
kata lain, apakah terbitnya hak atas kekayaan ini muncul dengan
sendirinya atau adakah proses hukum yang harus diikuti.

Untuk menjawah pertanyaan ini, dalam kepustakaan flmu
hukum muncul beberapa teori yang mencoba memberikan

jawaban'®, yakni :

' R. Subekti, Pokok-Pokok Sari Hukum, Perdata, Jakarta : Pembimbingan Masa, 1989,
Cet. 6 Haid1.

® Harsono Adisumarmo, Hak Milik Perindustrian , Jakarta : Akademika Presindo, 1989.
Cet. 1 Hal 17.




a. Teori perjanjian (The Bargain or Contract Theory). Menurut teori

ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha
_ ciptaannya, maka ia akan diransang semangatnya untuk
mengusahakan terciptanya penemuan. Hadiah atau
penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara
diberikan selama jangka waktu tertentu.

b. Teori Hak Asasi (The Natural Rights Theory). Menurut teori ini
penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang
oleh karena itu menjadi hak miliknya. ia bebas menggunakan
haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk
mengungkapkan (disclosure) penemuan yang dihasilkannya.
Namun agar orang lain dapat mengete{hui adanya penemuan
itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutanny_a,
maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan
memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu
tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa muncuinya hak
kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi periu
ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan
atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya
tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau
memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya
karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan

mengapa-HKI dilindungi yakni :
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a. Temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif, kreativitas
periu dihargai atas jerih payahnya.

b. Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan
(Royalti) bagi penemu.

c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap perlanggaran.

1.2.Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.
Mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan

HKI? Mengenai hal ini dalam literatur HK! ada beberapa definisi,

yakni :

a. W.R. Cornish memberikan rumusan sebagai berikut,
intellectual property Rights protects ap;plicants of ideas and
informations that are of commercial value®.

b. Sri Redjeki Hartono®® mengemukakan, bahwa Hak Milik
Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan
karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut
diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU,
memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai
dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKI adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini

mungkin dalam bidang Kesenian (Art) atau dalam Bidang Industri

®_ Damian Eddy, Prof. Dr, SH, Alumni, Bandung, 1999.

% Sri Redjeki Hartono,” Aspek Hukum Perdata Perfindungan Hak Milik Intelekiuaf’,
Semarang Pascasarjana Program Studi #mu Hukum Undip, 1993. Hal. 2
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ataupun dalam ilmu Pengetahuan atau kombinasi antara
ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan
intelektuainya dalam bidang perlakuan khusus® atau tepatnya
dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang
ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini tiada lain
adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah
ditentukan oleh UU. Perlunya pendaftaran tersebut mengingat,
HKI di era globalisasi ini arus informasi begitu cepat sehingga
hampir tidak ada batas antar negara (borderless state). Oleh
karena itu tidaklah mengherankan jika HKI adalah merupakan
"salah satu obyek bisnis yang cukup diminéti oleh seluruh pelaku
bisnis, karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan
dibanding harus memulai dari nol.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Kajatmo®, dalam
era perdagangan dunia sekarang ini hendaknya hak cipta segera
didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pefaku ekonomi
tidak akan mudah dijatuhkan pihak lain. |

Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dalam
mendapatkan pengakuan HKI mempunyai peranan yang cukup

penting dalam dunia bisnis, mengapa? Karena jenis HKI yang

# Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan
dari UU No. 5 tahun 1999.

B |_ihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998 Hal 13
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secara teoritis tidak perfu didaftarkan namun tetap dilindungi,
dalam arti bila hasil karyanya diumumkan oleh vang berhak,
maka pada saat itu hak tersebut sudah ditindungi. Hanya saja,
apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi
pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa
terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Perhatikan
rﬁisainya kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan
oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha
Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke dua
negara tersebut mendapatkan hambatan, mengapa? Karena batik

yang datang dari luar dianggap pelanggaran HKI"%*.

1.3.Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.
Jika dicermati dalam kepustakaan ilmu hukum pada
umumnya para penulis, membagi HKI dalam dua golongan, yakni:
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak Atas Kekayaan industri (Industrial Property) yang terdiri
dari ;
a. Hak Paten (Patent);
b. Hak Merek (Trademark);
c. Hak Produk industri (Industrial Design);
d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Represion of

Unfair Competition Practices).

 lihat Kompas, edisi September 1997. Hal. 10
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Apakah kesemua bidang HK! di atas sudah diatur dalam
UU? Jika dicermati ketentuan TRIPs, dapat dilihat HKI
digolongkan dalam 8 (delapan golongan) antara lain :

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;

2. Merek Dagang;

3. Indikasi Geografis;

4. Disain Produk Industri;

5. Paten;

6. Disain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;

8. Pengendalian atas praktik persaingan curang®.

Bagaimana halnya di Indonesia,‘ apakah HKI vyang
dimaksud di atas, sudah diatur dalam UU tersendiri? Apabila
diperhatikan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia,
tampaknya kesemua hal tersebut di atas sudah diatur yakni :

1. Hak Cipta. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang
HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7
Tahun 1987 dan diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan
terakhir di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2002 selanjutnya
disebut UUHC.

2. Paten. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 Tentang
PATEN sebagaimana teiah diubah dengan UU No. 13 Tahun

% Lihat Bambang Kesowo,” Pengantar Umum Mengena: Hak Atas Kekayaan Intelektual’.
Jakarta 1987. Hal. 17
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1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 14 tahun 2001
selanjutnya disebut UUP.

3. Merek. Hal ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 Tentang
MEREK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun
1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 15 tahun 2001
selanjutnya disebut UUM.

4. Varitas Jenis Tanaman. UU No. 29 Tahun 2000

5. Rahasia Dagang. UU No. 30 Tahun 2000

6. Disain Industri. UU No. 31 Tahun 2000

7. Disain Rangkaian Tata letak Sirkuif Terpadu. UU No. 32 Tahun

2000.

2. Pengaturan Hak Cipta

Indonesia telah menandatangani sejumlah konvensi atau
persefujuan internasional mengenai kekayaan intelektual. Konvensi-
konvedsi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia telah
memberiakukan dan harus membuat atau memberlakukan agar
hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan
konvensi-konvensi yang teiah ditandatanganinya.

Terlebih lagi, Indonesia terlibat dalam ekonomi global dimana
kekayaan intelektual merupakan hal yang penting, dan dimana
transaksi-transaksi menyangkut kekayaan intelektual diatur oleh
konvensi-konvensi internasional ini. Dengan demikian, penting untuk
memahami konvensi-konvensi ini agar berpattisipasi secara efektif

didalam ekonomi global.
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Berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta terdapat konvensi-
konvensi kekayaan intelektual yang penting Indonesia telah
menandatangani dua perjanjian internasional yang penting mengenai
kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

¢+ Konvensi Bern, vyaitu untuk perlindungan terhadap karya
sastra dan seni. Kira-kira 133 negara telah menandatangani

‘ perjanjian ini. indonesia telah meratifikasi ini pada tanggal 5

September 1997.

+ Perjanjian Umum di Bidang Tarif dan Perdagangan (GATT)
yang mencakup juga TRIPs (Perjanjian tentang aspek-aspek
perdagangan Kekayaan Intelektual). Kurang lebih 132
negara telah menandatangani perjanjian ini, termasuk
Indonesia.

2.1.Konvensi Bern (Perlindungan literary & Artistic Works)
Perlindungan hak cipta pada tingkat internasional
dimulai pada pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian
bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling
mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum
memberikan bentuk yang seragam.
Kebutuhan akan penyeragaman peraturan
menghasilkan disefujui tanggal 9 September 1886, Berne
Convention For the Protection of Literary and Artistic Works.

Berne Convention adalah perjanjian internasional yang tertua




di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk
diratifikasi. |

Berne Convention mengalami beberapa kali perubahan
dengan maksud uniuk memperbaiki sistem perlindungan
internasional serta dapat memenubhi fantangan dari kemajuan
teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang dan agar
dikenalkan pula hak-hak baru dalam hak cfpta.

Beberapa revisi dari Berne Convention, adalah sebagai
berikut
1. Di Berlin tahun 1908
Perobahan di Roma tahun 1928

Di Brussels tahun 1984

LN

Di Stockholm tahun 1967 dan
5. Di Paris tahun 1971.

Berne Convention juga menyediakan kemungkinan
perlindungan karya, dengan kategori khusus dan memiliki 3

prinsip utama, yaitu :

Pertama : Perlakuan nasional tentang karya-karya yang

berasal dari salah satu negara Berne Convention
harus diberikan proteksi yang sama pada setiap
negara anggofta lainnya.

Kedua : Perlakuan nasional tidak tergantung dari

formalitas, yang berarti perlindungan diberikan

secara ofomatis dan tidak memerlukan
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pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal

dalam kaitan dengan publikasi.

Ketiga : perlindungan karya cipta tersebut adalah

independen dari persyaratan proteksi di negara
asal dari karya tersebut dihasilkan.

Hak-hak eksklusif yang diatur dalam Berne Convention,

meliputi :

Hak terjemahan,

Hak mempertunjukkan drama di depan publik,
Hak drama musikal dan karya musik,

Hak untuk menyiarkan,

Hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun,
Hak untuk membuat gambar hidup dari karya,

Hak untuk adaptasi.

Beberapa ketentuan Ilain, yang diatur dalam Berne

Convention, antara iain :

1.

Jangka waktu perlindungan dibawah Bemne Convention
adalah selama hidup pengarang ditambah 50 tahun
setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Terdapat
ketentuan lain dari Berne convention yang membatasi
penerapan hak eksklusif. Didalam kategori ini di antaranva
adalah “fair uée” (pemakaian yang layak dari penggunaan

hak cipta).
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2. Perubahan Berne Convention adalah mencari pemecahan
untuk mendukung dampak universal dari konvensi dan
menciptakan basis pelaksanaan convention yang layak
terutama dalam kaitan dengan berta_mbahnya negara-
negara baru merdeka yang menghadapi berbagai masalah
ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini kemungkinan
dapat dilaksanakan atau tidaknya Konvensi Berne bagi
negara-negara baru merdeka untuk turut memikul
kewajiban di bawah Konvensi tersebut yang telah
disepakati negara-negara maju tanpa memperhatikan
situasi khusus (ekonomi, sosial, budaya) negara-negara
berkembang. | |

3. Ketentuan Paris (1971) dari Berne Convention telah
mengakui  hak-hak  khusus untuk negara-negara
berkembang, diantaranya mengenai karya yang tidak
diterbitkan (unpiblished works) misalnya yang identitas
pengarangnya tidak dikenal tetapi terdapat petunjuk bahwa
ia adalah warga dari negara anggota, hak-hak atas karya
tersebut tetap diakui di negara-negara anggota.

4. Berne Convention mengakui expression folkslore ( kisah-

| kisah, dongeng, hikayat tradisional) berkembang sebagai
bagian dari warisan mereka dengan kemungkinan untuk

mengeksploitasinya. Selanjutnya WIPO (World Intellectual
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property organization) yang bertugas melaksanakan

administrasinya.

2.2. Pengaturan Hak Cipta Dalam TRIPs Agreement

Persetujuan dagang antar negara anggota WTO (World

Trade Organization) yang berkaitan dengan aspek kekayaan

Intelektual (Persefujuan TRIPs/ Trade Related aspect

intellectual Property Rights) tidak mendefinisikan pengertian

kekayaan intelektual, namun dalam pasal 1, 2-nya
menyebutkan bahwa kekayaan inteiektual terdiri dari :

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta
(seperti hak dari artis pertunjukén, prosedulr rekaman
suara dan organisasi penyiaran)

2. Merek;

3. Desain Industri;

4. Indikasi geografis;

5. Paten;

6. Desain Rangkaian Elektronik Terpadu;

7. Rahasia dagang dan test data;

8. Varietas tanaman baru (New Plant Variety).

Ketentuan khusus dalam TRIP bagi perlindungan Hak Cipta,

karya-karya berikut ini harus dilindungi :

1. Karya-karya yang dilindungi oleh Konvensi Berne,

2. Program komputer;
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Database;

Seni  Pertunjukan (baik secara hidup/langsung, dalam
bentuk penyiaran atau rekaman dalam fonogram);
Fonogram (rekaman suara atau media lainnya);

Penyiaran (termasuk program televisi dan radio serta

liputan tentang pertunjukan hidup).

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

melakukan  perubahan berupa penyempurnaan dan

penambahan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai :

1.
2.

Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun
tanpa kabel, termasuk media inteirnet, untuk pemutaran
produk-produk cakram optik (optical disc) melalui sarana
audio visual dan /atau sarana telekomunikasi;
Penyelesaian sengketa oleh pengadilan Niaga, arbitrase,
atau alternatif penyelesaian sengketa;

Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugia
n lebih besar bagi pemegang hak;

Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta
dan Hak Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun di
Mahkamah Agung;

Pencantuman hak informasi manajemen elekfronik dan

sarana kontrol teknologi;
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7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan
terhadap produk-produk yang menggunakan sarana
produksi berteknologi tinggi:

8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait:

9. Ancaman pidana dan denda minimal:

10.Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan
program komputer untuk kepentingan komersial secara
tidak sah dan melawan hukum.

Selanjutnya sebagai konsekuensi perundang-undangan

Undang-Undang hak cipta mengamanatkan beberapa aturan

pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan

Keputusan Presiden (Keppres). Beberapa PP dan Keppres

yang akan diatur selanjutnya antara lain :

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta Yang dipegang
Oleh Negara;

- Peraturan Pemerintah tentang Informasi Elektronik tentang
Informasi Manajemen Hak Pencipta;

- Peraturan pemerintah tentang ciptaan Yang menggunakan
Sarana Produksi Berteknologi Tinggi;

- Tugas, fungsi, susunan, Tata Kerja, pembiayaan, Masa

Bakti Dewan Hak Cipta.




Keputusan Presiden :

- Keputusan Presiden fentang tata cara Pengajuan
permohonan Untuk Menterjemahkan danfatau
Memperbanyak Hak Cipta.

- Keputusan Presiden tentang syarat dan tata cara
Permohonan Pendaftaran Hak Cipta;

- Keputusan Presiden tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta

- Keputusan Presiden tentang Persyaratan,l Jangka Waktu
dan Tata Cara Pembayaran Biaya Hak Cipta.

Istilah yang berhubungan dengan hak cipta mempunyai
pengertian dan pendapat yang berbeda-beda antara para ahfi
yang satu dengan lainnya. Ada yang bérpendapat istilah yang
dimaksud adalah pencipta, pemegang hak cipta, Hak Cipta
dan Ciptaan, mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan
serta memberi ijin%°.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupun untuk memberi ijin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dan hak khusus dari

pencipta dimaksudkan tidak ada orang lain yang boieh

% Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan indonesia, Citra Aditya Bakti
Bandung, 1995, hal. 324
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melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan ijin
penciptanya?’.
Hak cipta adalah suatu hak yang memenuhi unsur :
a. Adanya hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada
pihak lain.
b. Adanya hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun
dan dengan jalan apapun tidak lepas dari padanya®®,
Hak cipta didalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan
yang dikelompokkan dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak ini
dapat dikelompokkan kekuasaan langsung atau suatu benda
untuk dipertahankan kepada siapapun, dan hak kebendaan
tersebut merupakan hak mutlak yang; berarti absolud, yang
dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang
hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja®.
Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama
kali adalah hak pengarang (author right) yaitu setelah
berlakunya Undang-Undang Hak Pengarang (Autteurswet
1912 sth. 1812 No. 600) dan kemudian menyusﬁl istilah hak

cipta, istilah Hak pengarang berkembang dari daratan Eropa

7 Gatot Supramono, Masalah Penangkapan, Penahanan dalam Tingkat Penyudikan

Tindak FPidana Hak Cipta, Pustaka Kartini, Selayar, 1989. Hal. 7

8 M. Hutahuruk. Peraturan Hak Cipta Nasional, penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, Hal. 11.

29

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdafa : Hukum Benda, Liberly, Jogyakarta,
1981, hai 24.
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yang menganut hukum sipil, sedang istlah hak cipta
menganut sistem Common law.*

Secara haerfiah hak atas intelektual Hak Cipta terdiri dari dua
kata “hak” dan “Cipta”, kata hak yang sering dikaitkan dengan
kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada
pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak.
Sedang “Cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan
menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa
pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman, oleh
karena itu Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual
manusia itu sendiri yang berupa hasil kerja otak.

Hak cipta disamping termasuk; hak kebendaan juga
mempunyai sifat droit desuit, yang senantiasa melekat dan
tidak akan hilang sekalipun dibajak oleh pihak {ain, termasuk
pembajak dari luar negeri sekalipun, bahkan negara pencipta
sekalipun tidak ikut dalam perjanjian internasional, maka sifat
droit desuit tidak akan hilang, karena perjanjian internasional
berfungsi untuk melindungi, sehingga kalau tidak menjadi
anggota atau tidak meratifikasi konvensi internasional negara

{ain peserta konvensi, tidak waijib untuk melindungi31.

3 Munawar Kholil, Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta, disampaikan pada pelatihan dan
pemanfaatan HK| bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi. UNS. Juli 1999,
Surakarta.

¥ Manadi, Hak Milik imateriil, penerbit Badan Pembinaan Hukum nasional, Bina Cipta,
Jakarta, 1985 hal. 75.
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Hak cipta tidak terlindungi di negara lain bukan berarti
bahwa droit desuitnya hilang, namun pemegang hak cipta
dalam Undang-Undang tidak memberikan jaminan terhadap
pelanggaran yang terjadi., disini pemegang hak cipta akan
mengalami kesulitan untuk melakukan gugatan jika terjadi
pelnggaran hak oleh negara bukan peserta perjanjian.

| Hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukaka
memalui Konggres kebudayaan di Bandung tahun 1951 .oleh
Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah, yang kemudialditerima sebagai
pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas
cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang mserupakan
terjemahan dari Auteurs Rechts, kareina memberikan kesan
bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak
pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau ada
sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedang istilah
hak cipta itu lebih {uas dan didalamnya mencakup tentang
Ikarang mengarang, sehingga istilah cipta digunakan dan
dipakai dalam Undang-Undang Cipta indonesia®.

Pengertian hak cipta menurut Universal Copyright
Convention /UCC dalam pasal V disebutkan Copyright shali
include the exclusive right of the suthor to make, publish, and

autorize the making and publikasion of translation of works

%2 gaidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1985, Hal.28
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protected under this convention, hak cipta meliputi tunggal
dipencipta untuk membuat menerbitkan terjemahan daripada
hanya yang dilindungi perjanjian ini®*,

Hak cipta menurut UUC ini juga menjelaskan bahwa
Hak Cipta merupakan hak monopoli yang diberikan kepada
seorang pencipta suatu karya telah banyak dibatasi®.
Monopoli yang diberikan agar supaya dapat diperkembangkan
dan distimulir karya-karya pencipta demi kepentingan umum.

Hak kekayaan intelektual di Indonesia hukum
Intellectual Property Rights yang pertama kali diterjemahkan
menjadi Hak Mitik Intelektual yang kemudian diterjemahkan
menjadi Hak Atas Kekayaan inteleliituai, atau HKI, dan
seianjutnya diubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual
atau HKI*, telah dimulai pada masa penjajahan Belanda
dengan disyahkannya Actrooi Wet nomor 136, tahun 1911
Staatsblad nomor 131 yang diikuti pula oleh Industrial
Eugendom Kolonien 1912 yang memberikan perindungan

hukum pada Paten, merek, dan desain®®, dan menurut

33

Terjemahan dikutib dari buku Hak Cipta, JCT. Simorangkir, Penerbit Jambatan Cetakan

i, 1973, hal. 22
Sunaryati Hartono, Pembahasan Mengenai Indonesia dan Konvensi-Konvensi

Internasional tentang Hak Cipfa, seminar badan Pembinaan Hukum Nasional, mengenai
Hak Cipta, 1975.

Edaran Dir Jen HK]l
Insan Budi Maulana, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dam Merek ,

Terjemahan Konvensi-konvensi dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Citra
Aditya Bakfi, Bandung, 1993, hal ix.

48




Undang-Undang Hak Cipta 1912, yang dimaksud hak cipta
adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak-hak dari pada
yang mendapat hak-hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam
l[apangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk
mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat
pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-
Undang®”.

Hak cipta menurut konvensi Jenewa vyang
diselenggarakan pada tahun 1952, digambarkan sebagai hak
tunggal dari pencipta untuk membuat, menerbitkan dan
memberi kuasa untuk membuat teriemahan dari karya yang
dilindungi. |

Hak Cipta di Indonesia untuk pertama kali diatur sejak
masa Hindia Belanda dengan Undang-Undang Hak Cipta saat
ini yaitu Auteurswet 1912 (Staatblat No. 600), dan indonesia
baru berhasil menciptakannya melalui Undang-Undang nomor
é tahun 1982, tentang Hak Cipta (Lembaran negara tahun
1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3217),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42,
tambahan Lembaran Negara No. 3362); sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1997

% JCT. Simorangkir, Seminar Hak Cipta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, PT. Bina
feipta, Bandung, 1975, hal. 44
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tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679), dan yang
terakhir diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002.
Penyempurnaan ini dilakukan sehubungan dengan
adanya perkembangan perekonomian yang berlangsung
cepat ditingkat nasional maupun internasional, disamping itu
juga dikarenakan Indonesia telah ikut dalam persetujuan
mengenai aspek-aspek dagang Hak Kelkayaan Intelektual

{Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights, including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs) yang

merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World

Trade Organization), dan secara rinci pengaturan Hak Cipta

kecuali yang diuraikan diatas dasar hukum lainnya adalah :

a. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 14
Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Penerjemahan dan atau Perbanyakan Ciptaan untuk
kepentingan Pendidikan, limu Pengetahuan, penelitian dan
Pengembangan.

¢. Peraturan Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor :
M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:

M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
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e. Keputusan Menteri Kehakiman R.1 Nomor M.09-PR.07.06
tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan
Hak Atas Kekayaan Intelektual.

f. Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Nomor H.08.PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksana pénerimaan Permohonan Pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah.

Perundang-Undangan diatas sebagai sumber hukum

Hak Cipta adalah Yurisprudence dan konvensi-konvensi

Internasional, adapun perjanjian multilateral dan bilateral yang

berkaitan dengan Hak Cipta yang telah diratifikasi Indonesia

diantaranya : |

a. Undang-Undang Republik indonesia nomor : 7 tahun 1994
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (Berne
Convention For the Protection of Literary and Arstistic
work).

¢. Keputusan Presiden Republik indonesia nomor : 15 tahun
1987 tentang Pengesahan Organisasi WIPQ (WIPO
Copyright Treaty).

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun

1988 tentang Pengesahan Persetujuan Peraturan

e e e AT

(G705 Tk -Uate]
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Pemerintah Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa
mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal
Balik Atas Rekaman Suara (Sound Recording).

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun
1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak
Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Amerika Serikat.

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun
1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak
Cipta antara Pemerintah Republik indonesia dengan
Australia.

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun
1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak
Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

Inggris.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta
Hak cipta merupakan bagian dari hak milik intelektual, sedang
istilah hak milik intelektual merupakan terjemahan dari Inteflectual
Property juga dikenal dengan istilah Intangible Property, creative
Property dan incorporeal Property, di Perancis orang menyatakén

sebagai Propriete Intellectual dan. Propriete Industrialle®® dan di

*¥ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intefektual Sejarah Teori, dan
Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.19.
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Belanda biasa disebut sebagai Milik Intelektual dan milik

Perindustrian. Secara Tradisional Hak Kekayaan intelektual terdiri dari

beberapa jenis dan menurut pengadministrasian dilakukan oleh WIPO

yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Hak Cipta (Copyright).

b. Hak Atas Kekayaan industri (Industrial Property), yang berisikan

.
2.
3.

4.

Paten (Patent).
Merek (Trademark).

Desain Produk Industri (Industrial Design).

Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (repression Of

Unfair Competition Practices).®

WIPQO adalah organisasi internasional yang méngadministrasikan hak

Kekayaan Intelektual memakai istilah Intellectual Property mempunyai

pengertian yang luas mencakup antara fain karya kesusasteraan,

artistik maupun ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan oleh para

artis, kaset dan penyiaran radio visual, penemuan dalam segala

bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek

dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (Commercial names

and designnation), dan perlindungan terhadap persaingan curang®,

namun demikian hak milik intelektual juga merupakan suatu hak milik

% Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Infelektual (HAKI) Di

Indenesis,

1084, hal 23, menjelaskan bahwa pembagian Hak Kekayaan Intelektual

tersebut didasarkan pada konvensi Pembentukan The World Intellectual Property
Qrganization {(WIPQ), yaitu Badan Khusus yang dibentuk PBB dengan tujuan untuk
mengadministrasikan perjanjian muitilateral mengenai HAKI.

* Muhammad Djumhana. R. Djubaediliah. Op cid. Hal 18.
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yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, iimu

pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemiliknya bukan pada

barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual
manusianya, yaitu diantaranya berupa idea, dan informasi yang
mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi*',

Hak kekayaan intelektual yang diuraikan diatas, salah sétunya adalah

bidang hak cipta yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

(1) Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan
program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang
orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan

tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

(3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang
penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula
bagi prosedur rekaman suara.

Dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 3 dijelaskan bahwa :

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak;

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun

sebagai karena :

“ WR. Comish, inteflectual Property, Edisi ke-2 London : Sweet and Maxwell, 1989 hal. 5.
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a. Pewarisan:
b. Hibah;
¢. Wasiat;

d. Dijadikan milik Negara;

e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan'

ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang
- yang disebut didalam akta ini.
Dan yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 4
Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian puia hak cipta
yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia
menjadi milik atas warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat
disita®.
Ruang lingkup hak cipta yang dimaksud adalah ide dasar sistem
hak cipta untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir
karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya
berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas,

sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

4. Hak Karya Sebagai Karya Intelektual
Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas
kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah
mencurahkan usahanya untuk menciptakan/ menemukan sesuatu

selanjutnya mempunyai hak alamiah/ dasar untuk memiliki dan

“ Lihat Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 2 sampai
dengan pasal 4, dalam bab Ii yang mengatur tentang ruang lingkup hak cipta.
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mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini
menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar
dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya
terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam
padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya dan |
mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut. |
" Menurut Pasal 27 (2) dari Dekiarasi Universal Hak Asasi

Manusia (Universal Declaration of Human Rights), menyebutkan
bahwa :

“ Everyone has the right to the protect of the moral and material

interest resulting form any scientific, literary, or artistic production

of which he/she is the author”.

‘Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan

moral dan material yang berasal dari iimu pengetahuan, sastra

atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptaannya”.

Secara Substantif pengertian HKI dapat di deskripsikan
sebagai' “ hak atas kekayaan yang timbul atau Iahir karena
kemampuan intelektual manusia”. Penggambara'n di atas pada
dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan
karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam
Hak Cipta, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul
atau iahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwuiud

karya cipta.
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Karya cipta di bidang iimu pengetahuan, seni , dan sastra.
Pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan
sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan
karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki
arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya
tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama
'yang bersifat immateriil.

Dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka
penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreatifitas untuk
mencipta tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan
iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. iklim seperti ini
pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi
masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai
dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang
sering dengan keingihan kita untuk mewujudkan saiah satu etos
pembangunan nasional : profesionalisme dan produktifitas manusia
Indonesia.

Ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara
terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia
melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak temilai.
Sekalipun demikian, kurang juga pada fempatnya bilamana kita
mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya, sesuai
dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya dikalangan

masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya
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seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan
cuma-cuma dari jerih payah orang fain periu dihilangkan.

Bagaimanapun, cara pandang dan sikap yang ada selama ini
memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan, Bagi seorang
pencipta, keahiian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau
anugrah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi  sumber
penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh
nafkah. Sama hainya dengan manusia dan yang memiliki keahlian di
bidang tertentu lainnya dan menjadikannya sebagai sumber
penghidupan. Manusia disekitarnya, buka saja ikut menikmati, tetapi
juga mencarinya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, atau
bahkan kepentingan ekonominya.

Dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu
melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut
dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan
menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau
nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi |
mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum
mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan
konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong
tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih
payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apabila
kalau hal itu ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan

tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan
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terhadap  hak-hak perseorangan  secara seimbang dengan
kepentingan masyarakat bangsanya.

Pola pikir atay Pemahaman HK! ini harys dibedakan dengan
kekayaan yang bukan dihasitkan oleh intelektualita manusia, dengan
Kata lain benda berwujud (tangible property) misalnya : kekayaan yang
diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak
kebendaan (ain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah
dipahami sebagaimana Intelfectual Property Right (IPR) yang berbeda
dengan dari Rea/ Property. Dengan kata lain dapat dipermiudah bahwa
Hak Kekayaan Inteletual, seperti Hak Cipta sebagai Intagibfe Property
sedangkan reaf property, (seperti : kaset musik, radio, TV) sebagai
langible property.

4.1. Hak Cipta Tidak Melindungi ide / Gagasan?

Konsepsi yang mendasar dalam rezim hukum hak cipta
adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau
fakia-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan
ide-ide, informasi atay fakta-fakta tersebut. Hal mana juga diatur
ditentukan oleh Negara-negara anggota WIPO, Australia
misalnya, Hak Cipta didefinisikan
Copyright is form of intellectual property protection for a variety of
Creative works. It is not ideas but their expression which are
subject to copyright. (CAL (Copyright Agency Lid) Copyright
information Sheet).

Hak Cipta adalah ada (exist) dalam bentyk nyata (reat),

dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka Hak Cipta tidak melindungi
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ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut
dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk
materi, dan dapat diproduksi ulang.

Ketentuan hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 2
Persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa periindungan Hak
Cipta diberikan untuk mengungkapkan bukan ide-ide, tata cara,
metode dari pengoperasian konsep matematika®. Meskipun
demikian. Dapat dimungkinkan ide-ide atau gagasan tersebut
apabila bernilai komersial dan dirahasiakan oleh pihak / orang
yang memilikinya dapat dilindungi oleh hukum Rahasia Dagang
yang juga bagian dalam rezim hukum HKI.

Dengan melihat  condition bahwa hak cipta tidak
melindungi ide / gagasan, tentu menjadi pertanyaan disini
bagaimanakah apabila seorang pencipta lagu (telah membuat
s-ebuah l[agu/ musik) yang ide/ gagasannya mengambil sebagian
atau beberapa bar notasi saja dari iégu { musik terkenal milik
oréng atau orang lain. Hal yang sama apabila seorang yang
bekerja sebagai animator gambar mengubah gambar “monalisa
tersenyum” menjadi monalisa sedang “marah”. Bagaimanakah,
hukum hak cipta melindungi karya-karya yang setidak-tidaknya
karya ciptanya menjadi ide / gagasan suatu karya cipta lain ?

yang juga dilindungi oleh hukum hak cipta.
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5. Hak Cipta Dalam Sistim Hukum Di Indonesia.

3.1. Hak Cipta Sebagai Hukum Immaterial

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya
intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk
melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada
gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas
kekayaan intelektual (Ihtellectual Property) tadi, termasuk
didalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan
hakekatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).

Paham mengenai hak Milik di Indonesia yang dikenal
dalam Hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada
dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu,
konsep itupun temyata sangat digantungkan pada pengertian fisik,
yaitu tanah / alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh
diatasnya. Kalaupun kemudian berkembang pad asumsi non-fisik
atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat
derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi
(fidusia).

Buku kedua tentang kebendaan pada UHP Perdata
(Burgerlijk Wetboek/ BW) yang ~selama ini diberlakukan
memperlihatkan semuanya itu. Dari isi Buku kedua UHP Perdata
tersebut belum tertampung tentang hak-hak atas kekayaan
intelektual manusia itu sendiri. Dalam kerangka perlindungan

hukum HKIi, termasuk Hak Cipta, obyek hukum adaiah bersifat
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immateriil, yaitu obyek hukum yang bukan berupa benda/ barang
tetapi berupa suatu kepentingan yang membentuk hubungan yang
khusus antara subyek hukum yang menjadi pemegangnya dan
obyek hukum yang bersangkutan.

Contoh obyek hukum immateriil misalnya adalah obyek
hukum, hak cipta suatu pihak atau seseorang dengan hasil karya
ciptaannya, umpamanya berupa buku atau artikel karangannya,
lukisan, karangan bunga, patung ukiran, lagu dan sebagainya.

Jadi yang harus kita perhatikan sebagai hak cipta itu ialah
sebagai obyek hukum, yang bersifat immateriil yang melindungi
hubungan kepentingan antara di pencipta dengan keaslian
ciptaannya. Hal ini berarti bahwa orang atau pihak tersebut yang
menjadi pencipta yang pertama kali menghasilkan ciptaan
tersebut dan bukanlah hasil ciptaannya sendiri, karena hasil
ciptaan (barang) tersebut sendiri belum tentu bersifat immateriil
pula (misalkan lagu, pidato, ceramah yang tidak tertulis dan
semacamnya) tentu saja bisa juga bersifat materiel atau
kebendaan.

Subyek hukum pemegang obyek hukum immateriil ini
dapat berkedudukan secara mandiri dalam memegang haknya
atags ciptaannya, baik secara sendiri-sendiri (misalnya para
pengarang tunggal) ataupun secara bersama-sama (misalnya
suatu tim pengarang atau tim penyusun tertentu) dan dapat pula
berkedudukan tidak mandiri, melainkan masih tergantung lagi

pada subyek hukum lainnya yang berkedudukan mandiri dalam
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memegang hak atas suatu ciptaan tersebut (misalnya para
penggubah, penyadur, penerjemah atau pengalih bahasa
karangan orang lain yang haknya atas ciptaan yang bersangkutan
tentu saja masih tergantung pada hak pencipta asli). Karenanya
pemegang hak atas hasil karya kreasi ataupun temuan, mereka itu
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Berikut ini skema obyek hukum HKI, kedudukannya dalam

suatu rezim hukum HKI sebagai obyek hukum bersifat immateriil.

Tunggal
Mandiri (asli)<

Bersama
Kedudukan
Pemegang Hak Tunggal
Tidak _mandir(
(bukan asli) Bersama
Objek
Hukum
Immateriil

Materiit (wujud kebendaan)
Wijud i
—P»Kreasi / immaterii :

Temuan 1. Hak Cipta

2. Hak milik industri
Merek
Paten
Desain Industri
Rahasia Dagang
Sirkuit Terpadu
Varietas Tanaman

~papTw

Hak kekayaan Intelektual dan Hak Cipta dalam tata
hukum Indonesia dapat dilihat dalam kerangka Hukum Perdats.
Berikut ini skema yang dapat menggambarkan posisi tersebut,

Perkembangan Sistematika Hak Cipta dalam sistem

hukum Perdata :



5.1.

HUKUM rERDATA

v v v v
Hukum Hkm. Harta Hukum Hukum
Harta Pribadi Kekayaan Keluarga Waris
v v
Hkm Hkm Hkm
Perikatan ~ Kekayaan Intelektual (HKI) :

Benda

Sejarah Perundang -Undangan Hak Cipta

Sejarah perundang-undangan Hak Cipta dalam suatu

sistem hukum di Indonesia yaitu mulai diundangkannya Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982, Indonesia mencabut Auterswet 1 912,

Staatsblad No. 600 Tahun 1912,

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 terdiri dari 5 Bab, yang ‘

pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Bab

Bab
Bab
Bab

Bab

HI

v

: Mengatur perihal :

a. Pencipta
b. Ciptaan
c. Fungsi dan sifat hak cipta

d. Ciptaan yang dilindungi hak cipta.

: Mengatur tentang masa berlakunya hak cipta
. Mengatur tentang Pendatftaran ciptaan.
: Tentang Dewan Hak Cipta.

- tentang hak dan wewenang menuntut.
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Bab VI : tentang ketentuan Pidana dan
Bab  Vii : Ketentuan Penutup.

Penyempurnaan Pertama atas Undang-undang No. 6
Tahun 1982 terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1987, Tentang Perubahan_Atas Undang-
Undang No. 6 Tahun 1982. Adapun alasan utama dari pemerintah
rr;erubah Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 seperti diuraikan di
dalam konsiderans ialah bahwa ditengah pelaksanaan kegiatan
pembangunan nasional yang meningkat, telah terjadi pelanggaran
hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan di
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta
telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak minat
untuk mencipta.

Penyempurnaan Kedua dilakukan pada tahun 1997,
yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun
1987.

Sebab-sebab diperiukannya penyempurnaan kedua
Undang-Undang Hak Cipta ini dapat terlihat dalam considerans
dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, diantaranya
menyatakan bahwa dengan ikut sertanya Indonesia di dalam

persetujuan tentang TRIPs (Trade Related Intellectual Property
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Rights) yang merupakan bagian dari GATT 1994 dan
pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO dipandang
perlu untuk merubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan
dari Undang-undang' No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah
dirubah oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1987.

Di samping itu di dalam tahun 1997, terdapat juga
l:;eberapa kesepakatan Indonesia yang khusus mengatur
berkaitan dengan Hak Cipta dan beberapa ketentuan pelaksanaan
Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia diantaranya :

1. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, Indonesia
mengesahkan Bern Convention For The Protection of Literary
and artistic Works (Konvensi Bern Tentang Perlindungan
Karya kesusastraan dan Artistik);

2. Dengan keputusan Presiden No0.19 Tahun 1997, Indonesia
mengesahkan WIPQ Copyright treaty (Perjanjian Internasional
Hak Cipta WIPO, disingkat WCT).

3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan
Keprres No.24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris
Convention For the Protection of industrial Property dan
Convention Establishing The World intellectual Property
Organization.

4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak

Cipta.
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5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987
tentang Pendaftaran Ciptaan.

6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang
Penterjemahan dan/atau  Perbanyakan Ciptaan Untuk
Kepentingan Pendidikan, limu Pengetahuan dan
Pengembangan. (Lembaran Negara 1989 No. 1) Undang-
Undang No.4 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990 NO.48).

7. Peraturan  Pemerintah No.70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang NO.4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

5.2. Penyempurnaan Hukum Hak Cipta
Sejak pertama kali diundangkan, UU Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta telah mengalami dua kali perubahan. Pertama,
dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang
| perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982; dan kedua, keluamya UU

Nomor 12 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan atas UU

Nomor & tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 7 Tahun 1987. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah

apa Qang melatarbelakangi dilakukannya penyempurnaan yang

berdampak bagi perubahan dan dinamika pelaksanaan Undang-

Undang Hak Cipta.
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Penyempurnaan Pertama, yaitu melalui UU nomor 7 tahun 1987
yang mengubah UU Nomor 6 Tahun 1982, didasarkan pada hal
sebagai berikut :

(1) Banyaknya pelanggaran yang telah mencépai tingkat
membahayakan sendi kehidupan bangsa, di samping
ancaman pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 dinilai
terlalu ringan, yang menerapkannya dinilai terlalu rendah.
Hal ini yang menjadikan Il Nomor 6 Tahun 1982 tidak mampu
menangkal terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak
cipta;

(2) Adanya perkembangan di bidang teknologi informasi, serta
dalam rangka memberikan perindungan pada karya
tradisional. Karena itu karya program komputer dan batik
digolongkan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh
Undang-Undang.

Pokok-pokok penyempurnaan meliputi :

a) Masalah Karya Cipta yang dilindungi (pasal 11), berupa
penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang kini juga
mencakup program Komputer, Seni Batik, Seni Pahat,
Kaligrafi, dan Karya rekaman Video.

b) Masalah jangka waktu perlindungan (pasal 26 dan 27), di

mana dibedakan perlindungan atas ciptaan Orisinil; Ciptaan
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Derivétive; Ciptaan untuk Fotografi, Program Komputer dan
Bunga Rampai; Ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum.

c) Masalah pemidanaan. Berupa pemberatan pemidanaan dan
denda atas pelanggaran Hak Cipta.

d) Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai negeri Sipil
Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran Hak Cipta,
dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam UU
Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dalam hal melakukan
penyidikan.

e) Masalah lingkup berlakunya UU Hak Cipta yang menyangkut
perlindungan terhadap Karya Cipta Asing.

f) Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan
bukan merupakan suatu kewajiban.

g) Adanya perubahan dari ‘delik aduan) menjadi “delik biasa”.

h) Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan
pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya
dilanggar.

Penyempurnaan Kedua, yaitu dengan UU Nomor 12 tahun 1997,

dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan

keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Agreement on Trade

Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang memberikan

konsekuensi bahwa sebagai negara anggota mempunyai
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kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

nasional di bidang HKI terhadap persetujuan internasional

tersebut.

Adapun PEnyempurnaan kedua tersebyt meliputi ;

1) Beberapa penambahan ketentuan bary ke dalam Pasa] 1,

2)

3)

4)

s)

6)

7

antara lain penambahan pengertian mengenai Pelaku;
Prosedur Rekaman: Lembaga Penyiaran; dan Kantor Hak
Cipta.

Di dalam Pasal 2 ada perubahan ketentuan bary mengenai
hak sewa bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas
ciptaan karya film, program komputer dan prosedur rekaman
suara.

Penambahan ketentuan bary ke dalam Pasal 8 berupa sisipan
ayat (1a) mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas
berdasarkan pesanan.

Penyempurnaan ketentuan pada pasal 10A.

Penambahan pada pasal 11 mengenai ruang lingkup ciptaan
yang dilindungi.

Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak Cipta
pada pasal 14 huruf a, ¢, d dane.

Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu

perlindungan pada pasal 26 dan pasal 27.
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8) Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral pada pasal
28A dan pasal 28B.

9} Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi pada pasai 38A,
B, dan C

10)Penambahan ketentuan mengajukan gugatan ganti rugi atas
pelanggaran hak moral pada pasal 43A.

1-1)Penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta.

12)Perubahan pasal 47, mempertegas bahwa selain penyidik
Polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran hak cipta.

13)Perubahan ketentuan pada pasal 48.

6. Subyek Hak Cipta
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama dalam hukum
hak cipta, ‘karena seorang pencipta harus mempunyai kualifikasi
tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi, danlseorang pencipta
harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan
hak®. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara

bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan

“ Muhammad Jumhana dan R Djubaidillah, op Cid. Hal. 62,
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kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, ketrampilan atau keahlian

yang dituangkan daiam bentuk yang khas yang bersifat pribadi,

pencipta harus menciptakan sesuaty yang asli (originai) dalam artj
tidak meniry*,
Dalam kontek hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah

Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum Ciptaan dan

pengl-.lmuman resmi  tentang pendaftaran pada Departemen

Kehakiman (Kantor Hak Cipta, Ditjen HK), dan atay orang yang

namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta

pada suatu ciptaan, dan Ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada
pemberitahuan Siapa penciptanya, maka orang yang berceramah
dianggap sebagai penciptanya®. Tujuan ketentuan ini untuk

memberikan kejelasan dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002

tentang Hak cipta menentukan -

a. Jika suatu penciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang
diciptakan adalah dug orang atau lebih, maka yang dianggap
sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta yang
mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada
orang itu orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi

hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

“ CsT. Kansil, Hak Mifik Intelektual, (Hak Mifik Perindustrian dan Hak Cipta), Sinar Grafika,
Jakarta, 1991, hal. 261,

“ Lihat Penjelasan Bab | pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta
dalam lampiran tesis ini.
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b. Jika suatu ciptaan yang dirancang séseorang diwujudka~n dan
dikerjakan oleh orang fain dibawa;h pimpinan dan pengawasan
orang yang merancang,‘ maka pénciptanya adalah orang yang
merancang ciptaan itu, Rancangan yang dimaksud disini adalah
gagasan berupa gambaran atau kata atau gabungan keduanya
yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik
rzs;ncangan. Oleh karena itu perancang tersebut pencipta apabila
rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang
sudah ditentukannya, dan tidak sekedar gagasan atau ide saja.

- Sedang dibawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan
dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang
memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak
langsung.

. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain
dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan
dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta,
kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak, dengan tidak
mengurangi hak sipembuat sebagai penciptanya apabila
penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas, yang
dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian
negeri dengan instansinya.

. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain

dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya




ciptaan itu sebagai pencipta adaiah pemegang hak cipta, kecuali
apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak, yang dimaksud
dengan hubungan kerja adalah hubungan antara karyawan

dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa suatu ciptaan

berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai
pénciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai
penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, badan hukum ini
adalah instansi resmi.

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah,

sejarah dan benda budaya nasional lainnya.

. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti

cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, iagu, kerajinan tangan,
kareografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan

dilindungi oleh negara.

. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya

maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut, kecuali
terbukti sebaliknya, dalam hal ini harus didahului dengan upaya
untuk mengetahui dan menemukan pencipta, baru setelah benar-
benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui
atau tidak ditemukan penciptanya, maka baru ditetapkan negara
sebagai memegang hak cipta, ketentuan diatas dimaksudkan

untuk menjaga kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila
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penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan
tersebut adalah karya lukisnya dengan disertai bukti- bukti yang
syah dan meyakinkan melalui dokumen-dokumen vang dimiliki
secara tersusun rapi, maka ketentuan dimaksud dalam pasal

tersebut tidak beriaku.

7. Ciri-c:.iri Hak Cipta :

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat
absolut, dan dilindungi haknya sefama si pencipta hidup dan beberapa
tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya
dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak ity
dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.
Dengan demikian hak suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi
pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk
menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang
abstrak (incorporeal property), yang merupakan penguasaan atas
hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam
perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam
arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan

menjadi milik umum®*®.

“® Muhammad Djumhana, dan R Djubaidillah, Op Cid. Hal. 55.

® o (GPTPOsTak BN




Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai
kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karyé cipta
mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak
yang banyak tersebut dalam perhakaiannya seperti dalam rangka
pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh, maupun secara
terpisah-pisah.

‘ Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1982
tentang Hak ‘Cipta, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untqk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupun memberi izin untuk itur dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hak khusus ini maksudnya adalah bahwa tidak ada
orang fain yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan
izinnya. |

Selanjutnya sebégai pengermbangannya pada keteniuanl pasai
fainnya maka kita dapat mengenaii ciri utama hak cipia, yaitu : |
1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tpasai 3 ayat (1)

Undang-Undang No.12 Tahun.1997 tentang hak cipta).

2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun
sebagian karena : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara,
perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan

bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang vang disebut
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dalam akta tersebut (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.12
Tahun 1997 tentang hak cipta).

. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak
diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi
milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita (pasal 4
Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta).

. Unhdang-undang terbaru Hak Cipta Indonesia (UU No. 19 tahun
2002), memberikan definisi, hak Cipta adalah hak khusus bagi
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Pasal 2 ayat (1) 19 tahun 2002, yang dimaksud hak eksklusif
adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya
_sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian
“Meﬁgumumkan atau “memperbanyak”, termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalih-
wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor,
memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,
merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui
sarana apapun (penjelasan pasal 2 ayat (1).

. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 19

tahun 2002, yaitu bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi
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(economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah
hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak
Cipta atau Hak terkait (neighboring right) telah dialihkan.

Ciri hak cipta lainnya adalah digolongkan sebagai hak milik
perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hanya
diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan
untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna
mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, atau memberi ijin
kepada orang lain untuk melaksanakannya®’. Pemegang Hak Cipta
mempunyai hak yang disebut ekskiusif yaitu mengenyampingkan
orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak atau mengedarkan
kecuali afas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.
Sedang ciri yang lebih baku dari hak cipta adalah bagian dari hak
kekayaan intelektual yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra.

8. Hak Ekonomi dan Moral dan Salinan Karya Cipta
8.1 Hak Ekonomi (Economic Right)

Hak Cipta sebagai hak manual eksklusif terdiri dari dua -

macam hak yaitu hak ekonomi (economic right), dan hak moral

(moral right)*®. Hak ekonomi tersebut berkembang dengan

o Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual {HKI} di
Indonesia, op cid hal. 26. ’
*  Sanusi Bintang, Op Cid hal 4.
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pemanfaatan hak secara komersial, suatu ciptaan memerlukan
pengorbanan waktu, tenaga. Maka hasil suatu ciptaan dikelola
secara Kkomersial untuk dapat mengembalikan modal dan
memperoleh keuntungan, pendapat tersebut dikuatkan oleh
Komen dan Varlande yang mengkwativikasikan dari hak ekonomi
menjadi hak reproduksi yaitu memperbanyak dan menerbitkan.
Hak eksklusif yaitu memainkan dan mempertunjukkan. Hak
Adopsi yaitu memindahkan dan mengalihkan, dan hak
interprestasi yaitu menerjemahkan atau mengalihkan bahasa®’.
Dalam hak moral right lebih ditujukan kepada manifestasi dari
adanya pengakuan terhadap hasil karya orang lain vang tidak
dapat dinilai dengan uang, tetapi lebih behavujud wewenang dan
kekuasaan serta perasaan naluri apabila seseorang melanggar
atau menambah dari suatu karya cipta.

Hak Ekonomi adalah Hak yang dimiliki oleh seorang
pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak
ekoﬁom‘i ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selaiu
berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya ruang
lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut®®. Sedang yang
dimaksud hak ekonomi adalah hak yang dimiliki cleh seseorang

pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara

4 JTC. Simorangkir, Op cid hal.62
® Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Op Cid. Hal. 65.
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umum setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak
ekonomi, dan secara rinci pengaturannya dapat dibagi atas :
a. Hak Reproduksi atau hak penggandaan (reproduction
right).
Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang / memberi ijin
penggandaan dalam segala bentuk dan cara baik langsung
' maupun tidak langsung karya pertunjukkan vang telah
diwujudkan dalam rekaman. Dalam hal lukisan yaitu setelah
suatu lukisan diwujudkan dalam bentuk jadi, maka pelukis
dapat melarang atau memberi ijin kepada pihak lain untuk
digandakan.
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan
penjabaran hak ekonomi si pencipta, dalam istilah yang diatur
dalam undang-undang hak cipta istilah hak reproduksi sama

dengan perbanyakan, yaitu menambah jumiah suatu ciptaan

dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai

ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang
sama maupun tidak sama. Termasuk mengalihwujudkan suatu
ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa
dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern.
Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan
satu ke ciptaan lainnya.. misainya rekaman musik, pertunjukan
drama, juga pembuatan dublikat dalam rekaman suara dan

film.
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Hak ini dikenal dan diatur dalam Konvensi Berne maupun
Konvensi Universal, sehingga setiap negara yang memiliki

Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.

b. Hak Adaptasi (Adaptation right).

Hak ini mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari

_ bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari

non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non
fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam kon_vensi Berme
maupun Konvensi Universal (Universal Copyright Convention).
Karya cetak berupa buku misainya novei mempunyai hak
keturunan vaitu diantaranya hak film (Film right), hak
dramatisasi (Dramatitation rights), hak penyimpanan dalam
media elektronik (electronic rights), Hak film dan dramatisasi
adalah hal yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi
skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera,
balet maupun drama musikal.

Dalam masalah pertunjukan inipun termasuk mengalih-
wujudkan yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan kedalam
bentuk karya cipta lainnya. Seperti patung dijadikan lukisan,
cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio,
dan mengalihwujudkan ini menurut ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan kejahatan.
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c. Hak Distribusi (Right Of Distribution) :

Pencipta berhak melarang / memberi ijin untuk menyediakan
rekaman pertunjukan aslinya kepada masyarakat baik melalui
penjualan'atau melalui cara pengalihan pemilikan lainnya. Hak
distribusi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk
menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
.Penyebaran tersebut dapat berbentuk penjualan, penyewaan
atau bentuk lain yang maksudnyé agar suatu ciptaan tersebut
dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula
dalam bentuk pengumuman éeperti vang disebutkan dalam
bahasa hukum yang diatur dalam U‘ndang—Undang Hak Cipta.
Pengumuman artinya pembacaan, penyaraan, penyiaran atau
penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan aiat
apapun dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat
dibaca, didengar atau dilihat oleh pihak lain.

Dan hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru
berupa “foreign right' yaitu suatu hak yang dilindungi diluar
negaranya. Misalnya suatu karya ciptaan berupa lukisan, atau
buku, karena suatu lukisan atau buku tersebut sangat menarik
dan digemari di negara lain, dengan demikian lukisan atau
buku tersebut didistribusikan di negara tersebut, maka lukisan
ataupun buku tersebut mendapat perlindungan sebagai “foreign

right”. Konsekuensinya pemilik hak cipta akan mendapatkan
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royalti dari penggandaan dan perbanyakan di mancanegara /

negara lain yang memperbanyak.

- Hak Penyiaran (Broadcasting Right).

Hak menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu
ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi

penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan ini

telah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Universal juga

Konvensi tersendiri, misalnya konvensi Roma 1961, dan
Konvensi Brussel 1974, yang dikenal dengan Relating to the
Listribution of Programme carryng signals transmitted by
sateliite, hanya beberapa negara hak penyiaran ini masih
merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

Di  Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa untuk
kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman
sesuatu  ciptaan melalui radio atau televisi yang
Qiselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak perlu minta ijin
terlebih dahulu dafi pemegang hak cipta, asalkan kepada
pemegang hak cipta diberi ganti rugi atau royalti yang layak.
Sehingga publikasi suatu lukisan untuk kepentingan negara
tidak perlu minta ijin lebih dulu kepada pelukisnya dengan

catatan pelukisnya diberikan imbalan berupa royalti yang layak.

e. Hak Programa Kabel :

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja

mentransmisikannya melalui kabel. Badan televisi mempunyai
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suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program
melalui kabel ke pesawat pada pelanggan. Jadi dapat
dipastikan bahwa siarannya bersifat komersial. dari sini lika
suatu [ukisan diakses dan ditayangkan atau dipropagandakan,

pihak pelukis menerima royaiti.

. Droit de suite :

" Droit de suite sesuai yang diatur oleh WIPO yang tercantum

dalam buku Guide to the Berne Convention merupakan hak
tambahan, dan bersifat kebendaan. Hak ini juga diatur dalam

pasal 14 bis Konvensi berne revisi Brussel 1948.

. Hak Penampilan (performance Right)

Biasanya hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan, maupun

seniman lainnya yang karyanya dapat terungkapkan dalam

bentuk pertunjukan, pengaturan tentang hak pertunjukan ini

dikenal dalam konvensi berne maupun konvensi universal
b_ahkan diatur tersendiri dalam Konvensi Roma. Di indonesia
hal ini diatur dalam hak eksklusif, dan dilindungi selama 28
tahun. Dan yayasan yang mengorganisir orang atau badan
yang sering mempertunjukkan dikenal dengan “Public House
Society” adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia, dan ASIR!,
sedang dalam lukisan sangat kecil untuk menampitkan hak ini,
dan belum diatur tentang organisasi yang memungut royalfi

bagi yang memamerkan pertunjukan.
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h. Hak pinjam masyarakat (Public L ending Right).
JM. Cavendis, A mengemukakan bahwa hak ini dimiliki oleh
pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, dimana
pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu
karena karyanya diciptakannya sering dipinjam oleh
masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut, yang

' pembayarannya kepada pencipta ditanggung oleh pemerintah,
hak inipun dialihkan kepada pihak fain baik perorangan maupun

badan hukum®'.

8.2 Hak Moral (Moral Right).

Hak moral adalah hak yang melinduhgi kepentingan pribadi
sipencipta (reputasi). Konsep hukum ini berasal dari hukum
kontinental yaitu berasal dari negara Perancis, maksudnya adalah
hak pencipta (droft auteur, author rights), terbagi menjadi hak
ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, yang bernilai ekonomi
seperti uang. Dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas
reputasi sipencipta. |

Pemikiran hak cipta suatu karya cipta dapat dipindahkan
kepada pihak lain, namun hak moral ini tidak bisa dipindahkan
dan tetap melekat pada pemilik karya cipta, hak moral merupakan

hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh sipenciptanya atas

*! Soenandar Taryana, SH, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean, hal
21, Sinar Grafika, Jakarta ; 1996.
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hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari
penciptanya. Hak ini mempunyai 3 dasar vaitu hak untuk
mengumumkan (the right of publication), hak paterniti (the right of
paternity). Dan hak integritas (the right of integrity), Komen dan
verkade berpendapat bahwa hak moral ini meliputi :

a. Larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan.

b. Larangan mengubah judul.

¢. Larangan mengubah penentuan pencipta.

d. Hak untuik mengadakan perubahan®,

Pengaturan hak moral diatur dalam Konvensi beme, yaitu
pada revisi Roma 1929, pada pasal 6 bis, yang kemudian
disempurnakan pada konvensi Brussel 1929, dengan menambah
adanya unsur originalitas, dan direvisi lagi melalui Konvensi
stockholm dengan menambahkan jangka waktu perfindungan.
Yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pasal 4
UU‘No. 18 tahun 2001 dijefaskan bahwa Pencipta atau ahli
warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta,
supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, dan
tidak boleh mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan
persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Dalam hal pencipta telah
menyerahkan hak ciptanya kepada pihak lain, selama pencipta

megih hidup dipeduken persefiuernnye urtuk mengadakan

%2 C.J.T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan Il, Cetakan Pertama Jakarta, PT. Jambatan, 1979,
hai 39.
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perubahan termaksud, dan apabila pencipta telah meninggal
dunia izin dari ahli warisnya.

Kemudian ketentuan dimaksud berlaku juga terhadap
perubahan judul dan anak judul ciptaan, peﬁcant_uman dan
perubahan nama, atau nama samaran pencipta. Dan pencipta
berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan
I{epatutan dalam masyarakat.

Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan
keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau
perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau
reputasinya. Hak ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai
dengan berakhirnya hak ekonomi setelah ipelaku meninggal, dan
dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan

Undang-Undang memang ditunjuk untuk itu®.

8.3 Hak Salinan (Neighbouring Right).

Hak cipta yang bersifat original apébi{a dibuat suatu
turunan, maka turunannya juga dilindungi, yang disebut dengan
Salinan (neighbouring rights‘atau ancillary rights), ciptaan yang
dilindungi hak salinan ini sangat banyak bérhubungan dengan
perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas

pertunjukan, perlindungan ini hanya tertuju pada orang yang

%3 Henry Scelistyo Budi. Periindungan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan
Permasalahannya, disampaikan dalam seminar tanggal 27 November 1997.
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berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan

penyiaran. Adapun hak dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut

adalah :

a. Mengawasi penampilan yang digelarkannya.

b. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan
yang digelarkan.

. Mengawasi  reproduksi  penampilan-penampilan yang
berikutnya.

d. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran pada umum.

Para pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau

prosedur rekaman mempunyai hak :-

a. Merekam ulang (reproduktion rights).

b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public
performance right).

€. Menyiarkan rekaman (broadcasting right).

Sedgng badan penyiaran mempunyai hak :

a. Menyiarkan dan mereproduksi suatu siaran. .

b. Merekam suatu ciptaan (recording right). -

c. Menampilkan kepada umum (public performance right).

Hak salinan mendapat perhatian internasional pada tahun 1928,

yaitu pada waktu diadakan revisi Konvensi Berne di Roma, dan

digkui melalui perlindungan hak “performers” yang selanjutnya

ditindak lanjuti dengan konvensi khusus yang disebut International

Convention protection for performance Produser of Ponograms
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and broadcasting organization, lama perlindungannya minimal 20
tahun.

Pengaturan selanjutnya melalui Konvensi Roma tahun 1961,
diantaranya mengatur perlunya memberikan tanda P dalam
lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direlkam, serta

nama dari sipemilik®.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta (Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2002)
1. Konsep Perlindungan Hak Cipta

Harus diakui bahwa konsep tentang perlindungan hukum
terhadap hak Cipta dan hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara
umum bukanlah muncul di Indonesia. Namun demikian, kurang tepat
apabila dikatakan budaya berkreasi, mencipta, dan budaya
menghormati pencipta berikut karya-karya kurang di kenal di
Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Hak Cipta seperti hak-hak lainnya yang
dikenal dalam HKI digolongkan sebagai Hak Milik Perorangan yang
tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya
diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan
untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna

mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasit

* International Convention For the Protection of Performance Producers of Phonograms
and Broadcasting Organization sering disebut Roma Convention 1961 (Konvensi Roma
1861} hingga kini belum ada perubahan.
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karya ciptanya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk
melaksanakannya. Hak Cipta dikatakan sebagai hak eksklusif
(exclusive right), karena mengenyampingkan orang lain untuk
mengumumkan, rﬁemperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain
kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.

Ciri-ciri seperti ini pula yang kadang memuncuikan paham
individualisme. Tetapi apabila kita memperhatikan  budaya
penghormatan atas hasil karya cipta sebagai suatu budaya bangsa
Indonesia, maka masalah tersebut Hak Cipta sebagai salah satu
sistem hukum nasional tidak periu menjadi persoalan.

Sebagai suatu sistem hukum, Hak Cipta, melengkapi konsep
hukum' atas hak milik perorangan yang berpusat pada kebendaan.
Pengaturan pertama kali dalam UU No. 6 tahun 1982 merupakan
Iangkah kedua setelah diberlakukannya UU no. 21 tahun 1961 tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Déiam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan
Undang beberapa ketentuan baru, yang memberikan pengaturan baru
dalam sistem hukum Hak Cipta antara lain , mengenai :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi:
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel,

termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram
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8.
9.

10.Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program.

optik (optical disc) melalui sarana audio visual dan /atau sarana
telekomunikasi;

Penyelesaian sengketa oleh pengadilan Niaga, arbitrase, atau
alternatif penyelesaian sengketa;

Penetapan sementara pengadilan untqk mencegah kerugia n lebih
besar bagi pemegang hak;

Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak
Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana
kontrol teknoiogi;

Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap
produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi
tinggi:

Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;

Ancaman pidana dan denda minimal;

komputer unfuk kepentingan komersial secara tidak sah dan

melawan hukum.

. Pengertian Hak Cipta

Banyak definisi ataupun terminologi Hak Cipta, walaupun

masing-masing negara anggota sebagai penandatangan WIPQ

Copyright treaty memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya
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memberikan pengertian yang sama, yaitu hak eksklusif (execlusive
right) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan
karya seni.
WIPO (World Intellectual Property Organization) .memberikan
pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut :

“Copyright ia a legal form describing right given to creator for

their literary and artistic works” |

Hak Cipta adalah terminologi hukum yang

menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta

untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Undang-undang terbaru Hak Cipta Indonesia (UU No. 18 tahun
2002), memberikan definisi, hak Cipta adalah hak khusus bagi
pencipta étéu penerima hak wuntuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangén yang berlaku.
Hak Cipta sebagai hak khusus ini, karena hanya diberikan kepada
pencipta atau Pemegang Hak tersebut. Orang lain dilarang
menggunakan kecuali atas ijin pencipta selaku Pemilik Hak Cipta,
atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (Pemegang
Hak). Orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tadi,
karena Hak Cipta dikatakan sebagai hak yang bersifat istimewa, yang

bersifat ekskiusif.
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Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta
sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang
berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau
Pemilik Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang periunya
pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah Pencipta atas
segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatyu karya atau
suatu ciptaan.

Dalam perpektif ekonomi apabila, manfaat yang diperoleh atau
dirasakan_ dari jerih payah Pencipta tadi semakin besar, maka
semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya
kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan Ciptaan, atau
memberi ijin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan /atau
mengumumkan Ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan
perimbangan  komersial atau ekonomi. Artinya  kegiatan
memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga
merupakan hak dari Pencipta.

Fungsi dan sifat Hak Cipta merupakan hak ekskiusif bagi pencipta
atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 2 ayat
(1) 19 tahun 2002. Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang
semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada

pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin
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pemegangnya. Dalam pengertian “Mengumumkan atau
‘memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen,  mengalihwujudkan, menjual, menyewakan,
meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada
publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan
kepada pubiik melalui sarana apapun (penjelasan pasal 2 ayat (1).

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 19 tahun
2002, yaitu bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right)
dan hak moraf (moral right). Hak ekonomi adalah hak yang melekat
pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau
dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak: Cipta atau Hak terkait

(neighboring right) telah dialihkan.

. Ciptaan yang dilindungi

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab {, bahwa Hak
Cipta tidak melindungi ide-ide/ gagasan, tetapi Hak Cipta melindungi
perwujudan atau expression atas ide-ide atau gagasan tersebut
(expression of ideas), dalam hal in Hak Cipta melindungi yang Ciptaan
itu dapat dilihat, dibaca, didengar.
Hak Cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan
terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum hal ini
harus ada penegasan untuk mengetahui Kapan Hak Cipta lahir atau

selesai diwujudkan ?. Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa
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untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum Hak Cipta, Ciptaan

tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali didmumkan atau

dipublikasikan. Misalnya : Hak Cipta mulai ada, saat dibaca, disiarkan,
disuarakan, atau disebarluaskan déngan alat apapun dan dengan
cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain.

Undang-undang Hak Cipta Nasional, yang dibuat oleh bangsa-bangsa

dewasa ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah tujuan,

diantaranya :

(1) Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan
penggunaan karyanya untuk suatu periode tertentu;

(2) Menjamin hak monopoli seorang pen'erbit'guna menerbitkan dan
menjual suatu karya dalam wilayah nasional untuk suatu periode
tertentu;

(3) Menyediakan suatu kompensasi finansial (royalti) sebagai
imbalan kepada para pengarang/pencipta atas karya kreatif
mefeka;

(4) Mendorong kemajuan seni dan ilmu di negeri yang bersangkutan
dalam rangka menunjang perkembangah ekonomi, sosial dan
kebudayaan.

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan/karya” apa saja

yang mendapat peflindungan Hak Cipta. Ciptaan dilindungi secara

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas karya asli,

termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah
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dalam bentuk kesatuan nyata (real)i yang dapat diperbanyak.

Ketentuan Pasai 12 dari Undang—Undangihak Cipta (UU No0.19 Tahun

2002), menyatakan bahwa cibtaan‘ yang dilindungi adalah ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan:sastra yang meliputi karya :

a. Buku, program komputer, pamflet, su:sunan perwajahan (lay-out)
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan iimu
pengetahuan:

d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, atau drama musikal, tari, koreograﬁ, pewayangan, dan
pantomim; |

f. Seni rupa dalam segala bentuk sepérti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni
terapan;

g. Arsitéktur;

h. Peta;
i. Seni batik;
j. Fotografi;

K. Sinematografi;
I. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya

lain dari hasil pengalihwujudan.
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Daftar karya-karya yang dapat d'ifindungi memang panjang dan terdiri

dari karya yang beraneka ragam, dan mungkin akan terus

berkembang mengingat kreasi manusia pada umumnya tidak terbatas.

. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Pengecualian Perlindungan hak Cipta (diatur dalam Pasal 13 UU No.

Tahun 2002), yaitu :

a.

b.

Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

Peraturan perundang-undangan;

Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah:;

Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau

Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis

lainnya.

Pembatasan penggunaan Hak Cipta diatur dalam pasal 14 sampai

dengan pasal 18 UU No. tahun 2002.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

a.

Pengumuman dan/atau Perbanyakan lémbang negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang
diumumkan dan /atau diperbanyakan oleh atau atas nama
Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi,

baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
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permyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu
diumumkan dan/atau diperbanyak, atau

C. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau surat kabar atau sumber
sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan
secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau

dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta ( pasal

15 UU No. 19 tahun 2002) : |

a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan iaporan, penulisan
kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. Pengambilan Ciptaan pihak Ilain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperiuan pembelaan di dalam atau di luar
pengadilan;

c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperiuan :

() Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan, atau;

(i) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

Pencipta;
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d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali
Jika perbanyakan itu bersifat komersial;

e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain program komputer, secara
terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa
oleh plerpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-
mata untuk keperiuan aktivitasnya;

f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan
bangunan;

g. Pembuatén salinan cadangan suatu program komputer oleh
pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk
digunakan sendiri.

Dalam penjelasan pasal 15 huruf a, yang menurut kami penting dalam

pengaturan pembatasan atas penggunaan ciptaan, untuk itu kami

kutipkan, sebagai berikut :

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantftaﬁf untuk

menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal in

akan lebih cepat apabila penentuan pelanggaran hak Cipta
didasarkan pada ukuran kuantitatif. Misalnya, pengambilan bagian
yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan,

meskipun pemakaian in kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu
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Secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian
Ciptaan fidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila
sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu
dilakukan ferbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial
termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penalitian dan
pengfembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah
pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak
dikenakan bayaran. Khusus unfuk mengutipan karya tulis, penyebutan
atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus ditakukan
secara lengkap. Artinya dengan mencantumkan sekurang-kurangnya

nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

. Lisensi Wajib (Compulsory License)

Lisens 'Wajib (Compulsory License) dapat d‘ikatakan sebagai
pengambilalihan atau expropriation suatu Hak Cipta atas Ciptaannya.
Pandangan ini bertolak belakang dengan paham individualisme dari
kepemilikan Hak Cipta sebagai sebagai hak kekayaan intelektual, dan
kewenangan yang berfebihan yang dimiliki negara atas suatu karya
cipta seseorang.

Mekanisme perlisensian wajib bertujuan mewujudkan fungsi sosial

hak cipta “agar atau bagaimana masyarakat memperoleh akses yang
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mudah terhadap suatu Hak Cipta, bilamana Hak Cipta tersebut

berguna bagi kebutuhan masyarakat”

Melalui mekanisme Lisensi wajib ini, apabila negara memandang

perlu atau menilai suatu. Ciptaan sangat penting bagi keperfuan dan

kemajuan negara. Artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat
mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
mem"perbanyak Ciptaan atau memberi ijin atau lisensi kepada pihak
lain termasuk menterjemahkan atau memperbanyaknya di Indonesia.

Persoalan ini dengan tetap memberikan imbalan yang wajar dan

setimpal bagi Pencipta atau Pemilik Hak. Maka perwujudan fungsi

sosial Hak Cipta, tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat
diwujudkan secara substantif-operasional.

Sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, Lisensi Waijib

Juga diatur dalam UU no.19 Tahun 2002, yaitu dalam pasal 16 sampai

déngan Pasal 18.

Dalam Pasal 16 ditentukan, sebagai berikut :

(1)  Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan
penelitian dan pengembangan_ terhadap Ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar
pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :

a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan

sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan Ciptaan

101




(2)

(3

tersebut di wilayah Negara Rpubfik Indonesia dalam waktu
yang ditentukan;

b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan
memberikan izin kepada pihak fain untuk menerjemahkan
dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan  tidak
melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

¢. Menunjuk pihak flain untuk melakukan penerjemahan
dan/atau perbanyakan Ciptaan tersebut dafam hal Pemegang
Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam huruf b.

Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun

sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang fimu pengetahuan dan
sastra selama karya tersebut belum pemah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia.

Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sefelah lewat jangka waktu :

a. 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang
matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum

pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
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(4)

(5)

(6)

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial
dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Republik
Indonesia,

C. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya bluku di bidang seni dan
sastra dan buku itu befum pernah diperbanyak di wilayah

Negara Republik Indonesia.

Penerjemahan atau perbanyakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak unfuk diekspor ke
wilayah negaré lain.

Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ disertai pemberian imbalan yang besarnya
ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Ketentuan fentang tata cara pengajuan Permohonan untuk

. menerfemahkan  dan/atau  memperbanyak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan penyempurnaan terhadap prinsip lisensi wajib ini terdapat

dalam pasal 18, yang isinya sebagai berikut :

(1) Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh

pemerintah untuk kepentingan nasional melfalui radio, televisi dan
/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta ijin

kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan
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kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada
pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang fayak.

(2) Lembaga Penyiaran yang menggunakan ciptaan sebagaimana
dalam pa-sa! 18 ayat (1), berwenang mengabadikan Ciptaan ini
semata-mata untuk lembaga penyiaran ity sendiri dengan
ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran
térsebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang
hak cipta.

Terhadap pasal 17 UU No. 19 Tahun 2002, kewenangan sekaligus
intervensi Negara, khusus untuk ciptaan tertentu yang diketahui
berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap ciptaan-
ciptaan dibidang pertahanan negara, bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum, ciptaan tersebut dilarang untuk dipublikasikan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan
apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, |
ataupunl menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat
menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan
negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku
dalam Masyarakat, dan ketertiban umum. Misainya buku-buku atau
karya-karya sastra atau karya-karya potret.

Melalui larangan publikasi atas ciptaan tersebut, maka ciptaan

tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan asas

bentuk pengakuan dan pemberian perlindungan hukum, pelanggaran
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atas ketentuan ini, diancam dengan hukuman pidana, dengan setelah
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Terhadap hal ini pasal 72 ayat (4) menentukan bagi siapa saja yang
melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan
kebijaksanaan pemerintah dibidang agama, pertahanan dan
keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum dengan pidana
penja;ra paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

. Kepemilikan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dibedakan antara pengertian
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Pencipta
adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang
atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan
pikiran, imaijinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang
dituangkan ke dalam bentuk yang khas bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta, adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain
yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak
tersebut.

Maka berdasarkan pengertian diatas, Pencipta dapat sekaligus
sebagai pemegang hak cipta. Dalam hal Hak Cipta tersebut tidak

dialihkan kepada pihak lain. Pemegang Hak Cipta belum tentu ia
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sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan Pemegang Hak Cipta

menerima pengalihan Hak dari Pencipta ataupun membeli Hak Cipta

tersebut dari pencipta.

Selanjutnya pengaturan mengenai Kepemilikan Hak antara pencipta

dan pemegang Hak Cipta diatur dalam pasal 4 (1) sampai dengan

pasal 11 UU No. 18 Tahun 2002 dalam pasal 4 (1) dan (2), ditentukan:;

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penenma
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak
itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau
milik penerima wasial, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,
kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Berikut ini dalam pasal 5 (No.19 tahu 2002), diatur dan dibedakan

antara Hak Cipta, yang dimiliki Pencipta karena Pendaftaran dan

nama pencipta yang diumumkan dalam suatu ciptaan, yaitu :

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta
adalah :

a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan
pada Direktorat Jenderal;
b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan

sebagai Pencipta pada suatu ciptaan.
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(2) Kecuali  terbukti  sebaliknya, pada ceramah yang tidak
menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa
penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta
ceramah tersebut.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang

diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta

ialah‘ orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian sefuruh

Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap

sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak

mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu

(Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2002). Dan apabila suatu Ciptaan yang

dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di

bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2002, menentukan mengenai

ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan berdasarkan pesanan

untuk membuat karya cipta tersebut, perlu kami kutipkan, sebagai
berikut :

1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain
dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah
pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan,

kecuali ada perjanjian lain diantara kedua pihak dengan tidak
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mengurangi hak ciptanya apabila penggunaan Ciptaan itu
diperluas sampai ke luar hubungan dinas,

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi
Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang
dilakukan dalam hubungan dinas.

3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan
p;asanan, pihak yang membuat karya ciptaan itu dianggap sebagai
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan
lain antara kedua pihak.

Selanjutnya, Pasal 9 ditentukan, *dalam hal suatu badan hukum

mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak

menyebut seseorang éebagai Penciptanya, badan hukum tersebut

dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

6.1. Kepemilikan Hak Cipta

Hukum Hak Cipta mengatur, bahwa untuk ciptaan yang sama
sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang
oleh Negara. Sebagaimana halnya pemegang hak cipta, negara
selaku pemegang hak dapat bertindak melindungi ciptaan tersebut
dari pelanggaran atas ciptaannya.
Undang-undang hak cipta, mengatur bahwa kepemilikan hak cipta
oleh negara, apabila karya cipta tersebut dianggap sebagai milik

bersama {(public domain) atau milik rakyat. Fungsi kepemilikan hak
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cipta oleh negara ini sangat berfungsi terhadap masalah yang

menyangkut kebutuhan ciptaan-ciptaan terhadap kemungkinan

pelanggaran ciptaan di luar negeri, karena itu negara bertindak

sebagai pemegang hak cipta. Karya-karya cipta yang dianggap

sebagai milik bersama tersebut misalnya, dongeng, hikayat, lagu-lagu

rakyat, kaligrafi.

Perlit:ldungan oleh negara terhadap hak cipta atas ciptaan yang tidak

diketahui penciptanya, dalam ketentuan baru pasal 10 UU No. tahun

2002, terhadap karya cipta atau ciptaan, yaitu

1. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda
budaya nasionai lainnya.

2. Hak cipta atas folkor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad.

Lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.

. Jangka Waktu perlindungan Hak Cipta

Berikut ini karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama hidup
pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
pencipta meninggal dunia. Dan apabila karya cipta tersebut dimiliki
oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 tahun
sesudah ia meninggal. (Pasal 29 ayat (2), ciptaan tersebut, yaitu :

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
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b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni
patung.

d. Seni batik;

e. Lagu atau mudik dengan atau tanpa teks:

f.  Arsitektur; |

g. C.eramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;

h. Alat peraga:

i. Peta;

j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya

lain dari hasil pengalihwujudan.
Apabila ciptaan tersebut memiliki oleh badan hukum, maka masa
beriaku hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut
pertama kali diterbitkan.
Berikut ini adalah karya atau ciptaan yang berlaku selama 50 (lima
puiuh) fahun sejak pertama Kali diterbitkan (published) (pasal 30
ayat(1), (2), yaitu :
a. Program komputer
b. Sinematografi
c. Fotografi
d. Database

e. Karya hasil pengalihwujudan
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Beberapa ketentuan khusus untuk Hak Cipta atas Ciptaan yang

dipegang atau diiaksanakan oleh negara (pasal 31 UU No. 19 Tahun

2002), yaitu dalam hai :

1.

Beriaku tanpa batas waktu, apabila Hak Cipta atas folkor dan hasil

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,
kc;reograﬁ, dan karya seni lainnya.

Berlaku selama waktu 50 (fima puluh) tahu sejak Ciptaan tersebut
pertama kali diterbitkan, apabila suatu ciptaan tidak diketahui
penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang

Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Beberapa ketentuan khusus selanjutnya, sebagaimana ditentukan

dalam pasal 33 yaitu :

a. Perlindungan Hak Moral berlaku tanpa batas waktu:

b. Perlindungan Hak Moral Suatu Ciptaan yang Hak ciptanya telah

diserahkan kepada pihak lain, dan terhadap perubahan judul dan
anak judul berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak
Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman

dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Dalam pasal 34, ditentukan “Tanpa mengurangi hak Pencipta atas

jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung iahirnya suatu

Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang

dilindungi”:
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a. Selama 50 (lima puluh) tahun:

b. Selama tahun Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1
Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan, diketahui oieh umum, diterbitkan, atau setelah
Pencipta meninggal dunia.

‘ Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 34 UU No.19
Tahun 2002, bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa tangga! 1
Januari sebagai dasar perhitungan jangka wakiu perlindungan Hak
Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan
berakhirmya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1
Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan atau ipenciptanya meninggal
dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip
perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat
dihasilkan suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara

jelas.

. Pendaftaran Hak Cipta
Ketentuan mengenai pendaftaran Hak Cipta, diatur dalam
Pasal 35 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang no.19 tahun 2002.
Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam daftar
Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh

setiap orang tanpa dikenai biaya. Namun apabila orang ingin
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memperoleh daftar Ciptaan untuk dirinya sendiri suatu petikan dari
Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

Dalam pasal 35 ayat (4) ditentukan bahwa pendaftaran Hak
Cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cfpta.
Ketentuan dalam pasal 35 ayat (4) ini merupakan poin penting dalam
kerangka perlindungan Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan bukan
merljpakan suatu keharusan tetapi kerelaan (voluntary) bagi pencipta
atau Pemegang Hak Cipta. Dan periu ditegaskan bahwa timbulnya
perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau
terwujud (material form) dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya
disini bahwa Hak Cipta baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap
mendapat perlindungan yang sama oleh undang-undang.

Peranan Kantor Direktorat Hak Cipta berfungsi untuk
mengadministrasi dan mengelola Pendaftaran Hak Cipta saja (Pasal
52 UU No. 19 tahun 2002). Kantor Direktorat Hak Cipta tidak
mempunyai wewenang menjustifikasi Hak Cipta tersebut layak
didaftar atau tidak, kecuali memang Hak Cipta tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang, misalnya : gambar makra jalan lalu lintas,
tidak dapat didaftar, karena gambar tersebut telah menjadi milik
umum.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Pasal 36 Undang-
Undang Hak Cipta menentukan bahwa “Pendaftaran Ciptaan dalam

Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan
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atau isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Hal ini
berarti bahwa Kantor Direkiorat Hak Cipta tidak bertanggung jawab
atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Dalam
Daftar Umum Ciptaan memuat, antara lain

a. Nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta:

b. Tanggal penerimaan surat permohonan;

c. Tanggal lengkapnya persyaratan: dan

d. Nomor pendaftaran Ciptaan.

Dalam Pasal 37 ayat (1) ditentukan bahwa Pendaftaran Ciptaan
dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang
digjukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
Sebagaimana juga telah ditentukan daiami Undang-Undang HK!
lainnya bahwa yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian dibidang Hak
Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus
permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-
bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya selanjutnya terdaftar sebagai
Konsuttan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Direktorat Jenderal.

Permohonan diajukan kepada Direxiorat Jenderat dengan surat
rangkap 2 (duaj yang dituiis daiam bahasa indonesia dan disertai
contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Contoh
Ciptaan dilampirkan, namun apabila Ciptaan yang dilampirkan tidak
dimungkinkan, maka diganti dengan miniatur atau fotonya. Setelah

melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9 (sembilan)
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bulan sejak diterimanya permohonan Pendaftaran secara lengkap.

Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan diterima atau

ditolaknya pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 38 menentukan bahwa, dalam hal permohonan diajukan
oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara
bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut
dilampiri salinan resmi atau keterangan tertutis yang membuktikan hak
tersebut.

Apabila pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta,
maka Pendaftaran, diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh
Direktorat Jenderal. Apabila terdapat Pemindahan atas Pendaftaran
Hak Cipta, secara khusus ditentukan dalam pasal 41 UU No. 19
Tahun 2002, kami kutipkan sebagai berikut :

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut
pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan
jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada
penérima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas
permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak
dengan dikenai biaya.

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita
Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Apabila terdapat perubahan nama dan/atau perubahan alamat

orang-atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum
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Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka atas
permintaan tertulis dari Pencipta atau pemegang Hak dicatat dalam
Daftar Umum Ciptaan. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat
tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat
Jenderal (Pasal 43).

Sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa pendaftaran
Hak Cipta tidak memberikan akibat juridis bahwa Hak Cipta yang
telah terdaftar tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak
dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Untuk permasalahan ini F’asa!
44 Undang-Undang Hak Cipta memberikan penegasan, bahwa
kekuatan h'ukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :
a. Penghapusan atas permohonan orang atéu badan hukum yang

namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta:

b. Lampau waktu;
c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

. Dewan Hak Cipta
Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan (Pasal 48 ayat

(1), bahwa Dewan Hak Cipta dibentuk untuk membantu pemerintah
dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan
Hak Cipta. Keanggotaan dari Dewan Hak Cipta ini terdiri dari atas
wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat

yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta.
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10.Fungsi Unsur Aparat Penegak Hukum Hak Cipta

Unsur aparat penegak hukum dibidang hak cipta terdiri dari
penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta, keberadaannya
diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan
Undang-Undang Hak Cipta juga mengaturnya, Polisi, Jaksa dan
Hakim, serta pengacara._ |

Proses beracara dalam penyelesaian pelanggaran dibidang
Hak Cipta, untuk terwujudnya penegakan hukum wadah yang diatur
dalam Undang-Undang hak Cipta adalah terhadap penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal
ini hak Cipta dan jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual
baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam
perselisihan hak Cipta tersebut, maka pengajuan gugatannya harus
ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

| Dalam mewujudkan unéur aparat penegak hukum, maka fungsi
unsur abarat penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. Memberikan rasa aman dan keselarasan masyarakat, khususnya
dalam mengembangkan karya cipta, masyarakat dijamin untuk
berkreasi, memperbanyak ciptaan dan meningkatkan kualitas
kreasinya dengan rasa aman. Karena delik yang diatur dalam
Undang-Undang Hak Cipta adalah pelanggaran dibidang hak cipta
adalah kejahatan, dan bukan merupakan delik aduan maka

konsekuensinya unsur aparat penegak hukum dalam menjaga
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keselarasan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat wajib
menindak kejahatan dibidang hak cipta yang timbul tanpa adanya
suatu aduan.

b. Menegakkan aturan hak cipta, artinya dengan telah lahirnya
undang-undang hak cipta unsur aparat penegak hukum wajib
mensosialisasikan kepada masyarakat, agar kejahatan dibidang
hak cipta dapat dihindari dan dapat terwujud kesadaran
masyarakat akan pelanggaran hak cipta.

c. Memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan
pelanggaran dibidang hak cipta, sanksi tersebut dapat berupa
penjatuhan pidana dan sanksi perdata berupa denda.

d. Mencegah adanya tindak kejahatan dan pelanggaran dibidang hak |
cipta, artinya melakukan tindakan prefentif untuk mencegah
pelanggaran dibidang hak cipta. |

e. Sebagai benteng masuknya kejahatan yang berasal dari

mancanegara, baik melalui jalur transportasi maupun dunia maya.

C. Perlind‘ungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengrajin Pada Umumnya.
1. Pelanggaran Hak Cipta
1.1.Pelanggaran Substansi Pemakaian
Terhadap perlindungan bagi pihak yang dilanggar hak

ciptaannya, dan rezim hukum Hak Cipta telah dikenal doktrin hukum
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“substansi pemakaian yang layak” atau dikenal dengan “Doctrine of
Fair Use”.

Prinsip dari Fair Use Doctrine ini mempertimbangkan beberapa
kepentingan untuk dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan
masalah atas maksud ekonomis dari pelanggaran yang hak Cipta
fersebut. Pada kongkritnya penggunaan fair Use Doctrine terletak
padeal~ kepentingan pribadi pencipta atas. ciptaannya. Misalnya : apabila
si pembajak buku dapat menunjukkan tidak mempunyai keuntungan
dari peniruan tersebut melainkan untuk keperluan pendidikan, maka
pelanggaran ini dianggap tidak dapat dikualifikasikan untuk keperiuan
komersial belaka.

Terdapat beberapa variant diluar kualifikasi fair use doctrine,
antara lain :

1. Sifat dari Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;

2. Maksud dan tujuan pemakaian Ciptaan tersebut:

3. Bagian Ciptaan yang ditiru dan pengaruh ekonomisnya.

Dalam prinsip umum substansi proporsionai lebih banyak dipakai
karya cipta orang lain maka makin banyak pula pelanggaran Hak
Cipta dilakukan dengan mengacu kepada kaedah kuantitatif masalah
porsi atau bagian yang diambi! dari karya cipta orisinil dengan bagian
atau porsi yang menimbulkan dampak / efek atas keseluruhan karya

orisinil.
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1.2,Masalah Pembuktian

Dalam rezim hukum, khususnya hak cipta terhadap tindak
pelanggaran hak cipta masalah pembuktian biasanya berkisar dari
“kesamaan substansi” dari karya orisinil atau beberapa hal kesamaan
dengan milik umum (public domain). Terhadap masalah pembuktian
ini pihak penuntut dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

~1. Penuntut harus membuktikan terdapat porsi yang ditiru dari

karya cipta orisinil yang dilindungi Hak Cipta;

2. Public domain yang digunakan terhadap karya yang

dihasilkan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Hak Cipfa.

Tentunya masalah pembuktian ini harus terdapat pranata yang
mengatur, setidaknya batasan mana yang diperbolehkan untuk meng-
copy yang diperbolehkan dan dilarang.

Sebagaimana tfelah kami uraikan bahwa konsepsi hukum Hak
Cipta tidal melindungi idea/ gagasan tetapi melindungi expression of
idea tersebut. Hal ini sebanding dengan pengaturan bahwa men-copy
dari expression of idea atau karya cipta tersebut seharusnya dilarang

dalam hukum Hak Cipta.

1.3.Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta telah diatur dalam UU no.
6 tahun 1982, UU no. 7 tahun 1987, dan UU No. 12 tahun 1997 dan

perubahan terakhir adalah UU No. 19 than 2003 secara garis besar
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perbuatan yang sering dikatakan pelanggaran hak cipta, perubahan

tersebut adalah méliputi X

1. Pembuatan copy (making a copy)

2. Melakukan publikasi (publishing)

3. Mengadakan pertunjukan (performing)

4. Penyiaran atau penayangan (broadcasting)
5. Melakukan penyesuaian (adapting)

Kelima bentuk tersebut bila dilakukan tanpa seizin atau kuasa

dari pemegang hak cipta bisa dikatakan perbuatan sebagai bentuk

melakukan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu

1.

Melakukan reproduksi dalam bentuk apapun dari karya di bidang
iimu pengetahuan dan seni.

Membuat rekaman yang menggabungkan rekaman suara.
Membuat film sinematografi atau rekaman atau tayangan

Membuat copy film sinematografi.

Meniproduksi hasil karya yang telah dipublikasikan dengan
fotografi dengan proses yang sejenis. |

Dari lima cara sebagaimana disebut diatas, katagori yang

mempunyai potensi paling banyak terjadi adalah bentuk reproduksi

dalam bentuk apapun dari karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan

sastra. Terjadi reproduksi apabila seseorang telah membuat hasil

hanya milik orang lain dengan versi yang sama. Iilah bentuk

reproduksi yang paling banyak dijumpai dipakai oleh para pemalsu
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tanpa melihat hak dari si penciptanya. Si pemalsu dengan hasil
reproduksi tersebut berharap dapat menikmati manfaat fungsional dan
estesis yang sama yang berasal dari karya aslinya.

Terjadi masalah apabila terdapat reproduksi yang tidak persis
sama dari karya orang lain, apakah dalam hal ini telah terjadi
pelanggaran hak cipta dengan reproduksi?. Dalam hal ini perbuatan
mem-produksi tersebut dapat merupakan pelanggaran hak cipta dapat
pula tidak merupakan pelanggaran hak cipta, tergantung pada

tingkatannya.

. Penetapan Sementara (Interlocutory Injuction)

Penetapan Sementara ini, sangat dipertimbangkan oleh para
praktisi hukum dalam suatu proses pemeriksaan Pengadilan terhadap
suatu Perkara. Penetapan Sementara ini sebagai bentuk ganti rugi
yahg paling penting bagi penggugat dalam perkara (dalam hal ini
meminta tergugat untuk menghentikan pelanggaran Hak Cipta dari
pihak penggugat/ penuntut).

Sebagai contoh, dalam penetapan sementara, | Hakim akan

memerintahkan si pelanggar, antara iain :

1. Menghentikan semua aktivitasnya dalam membuat, memproduksi
ulang, menyiarkan, mendistribusikan dan menjual hasil kerja atau

barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
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2. Memerintahkan seseorang untuk menghentikan kegiatan,
mempergunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dalam negara-negara menganut sistem common iaw, terhadap

penetapan sementara dikenal nama Anton Piler Order dan Mareva

Injuction, yang memiliki karakter masing-masing.

2.1.l5utusan Anton Piler

Dalam hal penuntut/penggugat sulit untuk dapat membuktikan
atas kasus yang mereka hadapi, khususnya ketika bukti-bukti (seperti
pada kasus pelanggaran atas hak cipta misalnya), telah agilenyapkan
oleh tersangka/ tergugat ketika dia mendengar bahwa kasus tersebut
akan dibawa ke pangadilan. Karenanya pengadilan menggunakan
putusan Anton Piler, namun ini bukan merupakan sebuah jaminan.
Pengadilan terdakwa atau pengacara terdakwa untuk rrencari dan
menunjukkan barang-barang duplikat, atau salinan duplikat atau bukti-
bukti 1ainnya yang berkaitan dengan tuntutan kepada tersangka
sebelum persidangan.

Sama dengan putusan Sela, terdakwa / tergugat biasanya tidak
diundangkan untuk dimintai dan dengar pendapat untuk pemberian
putusan Anton Piler.

Oleh karena adanya potensi pengyalahgunaan putusan Anton Piler
hanya dapat dibuat jika :

1. Penuntut terdakwa mempunyai bukti-bukti yang kuat;
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2. Kegiatan terdakwa mempunyai atau mempunyai akibat
kerugian yang serius untuk penuntut/ penggugat.

3. Adanya bukti yang jelas bahwa penuntut/ penggugat
mempunyai dokumen keterlibatan kepemilikan dan adanya
kemungkinan bahwa terdakwa akan merusak | bukti-bukti

sebelum persidangan.

2.2.Putusan Sela Mareva

Putusan Sela Mareva, dapat digunakan penuntut/ Penggugat
akan mempertimbangkan kemungkinan terdakwa membawa assetnya
keluar negeri. Biasanya kejadian seperti .ini apabila tergugat/
tersangka tidak mempunyai biaya untuk membayar kompensasi atau
ganti rugi akibat pelanggaran Hak Cipta tersebut. Dalam kasus seperti
ini, pengadilan akan memutuskan untuk menahan asset tergugat
flersangka agar tetap berada dalam wilayah hukum yang
bersangjkutan, sesuai dengan permohonan penggugat/penuntut.

Prinsip dari jenis Marewa Injuction ini menciptakan kewajiban
bagai tersangka/ tergugat untuk tidak melarikan assetnya. Walaupun
demikian, perkara ini dengan tidak membatasi aktifitas tersangka/
penggugat atas aéset tersebut yang harus dikeluarkan untuk
kepentingan usaha tergugat dan dibatasi kewenangan tergugat atas
asset tersebut, biasanya untuk keperluan biaya yang dikeluarkan

sesuai dengan kegiatan usaha normal dan biaya hidup sehari-hari.
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Pemberian Mareva Injuction ini tergantung pada :

1. Apakah menuntut mempunyai bukii kuat untuk menjustifikasi
pemberian upaya hukum?

2. Keseimbangan dalam pemenuhan keinginan. Sebagai contoh,
apakah ada potensi berbahaya jika terdakwa lari ? Apakah ada
potensi jika terdakwa tidak dapat membayar kompensasi ?

3. ﬁ;danya ancaman bahwa assetnya akan dipindahkan dari daerah
yuridiksi atau dalam daerah yuridiksi negara tersebut.

Jika putusan Sela ini tidak didapat di perundang-undangan
Australia, dan juga tidak ada di ketentuan hukum Indonesia. Namun
pengadilan di Australia dapat memerintahkan putusan Sela Mareva,
sebab jika tidak, tergugat dapat melakukan tindakan yang tidak
diinginkan. Jadi atau dasar ini, mungkin saja putusan Mareva
semacam ini dapat atau akan diberlakukan di Indonesia.

Sebagaimana Undang-Undang bidang Hak Kekayaan
Intelektual lainnya, dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini
juga telah mengatur bentuk Penetapan Sementara oleh pengadilan
Niaga, yang diatur dalam Bab XI, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70.
Dalam pasal 67, bentuk Penetapan Sementara dapat dilakukan, atas
permintaan pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan niaga,
selanjutnya Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan

Sementara tersebut dengan segera efektif untuk :

TS
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a. Mencegah berlanjutﬁya pelanggaran Hak Cipta khususnya
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak
Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdag.angan, termasuk
tindakan importasi;

b. Menyimpan bukii yang berkaitan dengan pelanggaran Hak
Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya
penghilangan barang bukti;

c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk
memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut
memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak
Permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga telah
dilakukan, maka Pengadilan harus segera diberitahukan kepada pihak
yang bersengketa mengenai isi Penetapan Sementara tersebut, dalam
hal ini termasuk pula hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai
penetapan sementara tersebut (Pasal 68).

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan Niaga tersebut,
Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah,
membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Dan
apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Hakim Pemutus
Penetapan sementara tersebut tidak melaksanakan (mengubah,

membatalkan, atau menguatkan penetapan), sebagaimana ditentukan
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dalam undang-undang maka demi hukum penetapan sementara
pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 70. diatur ketentuan mengenai apabila suatu
Penetapan Sementara dibatalkan, selanjutnya pihak yang merasa
dirugikan atas penetapan sementara tersebut, dapat menuntut ganti
rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala

kerugian yang ditimbuikan oleh penetapan sementara tersebut.

. Arti Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin

Seperti halnya perfindungan hak milik intelektual dalam bentuk
fain, maka perlindungan hukum mempunyai tujuan ekonomis.
Perlindungan ini memberikan insentif finansial t;agi para pengrajin dan
mereka yang memperkerjakan para perancang untuk menanamkan
modal dan tenaga mereka dalam penciptaan baru dan menarik. Tanpa
perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru hasil karya
ciptaan pengrajin.

Tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya.
Selanjutnya peniruan tanpa ijin (persetujuan) oleh peniru akan
mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan
rancangan baru, sehingga harga jualnya tidak bisa menutup biaya
produksi sehingga para pengrajin akan mengalami kerugian.

Pengrajin mempunyai peran yang sangat penting dalam
penyelarasan dan menetralisir ketegangan fikiran karena akan

berdampak terhadap hasil kerajinannya. Untuk lebih meningkatkan
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kualitas dari produk yang dihasilkan pengrajin di bentuk Asosiasi

Pengrajin. -

Asosiasi pengrajin adalah kumpulan dari beberapa pengrajin

dan pedagang kerajinan yang terbentuk dalam suatu organisasi yang

dalam kegiatannya meningkatkan kreatifitas sehingga nilai karya

kerajinan yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

" Perlindungan kepada pengrajin lewat asosiasi pengrajin

dimaksudkan untuk :

a.

Menambah pengetahuan dan kemampuan para pengrajin dalam
mengembangkan kreatifitasnya.

Sebagai ajang komunikasi dalam kreatifitasnya dan mutu suatu
kerajinan yang dihasilkan.

Merupakan tempat untuk menampung dan memasarkan suatu
produk kerajinan ke pasar tujuan.

Dapat membantu para pengrajin yang mengalami kesulitan baik
pengembangan kreatifitas, masalah ekonomi (permodalan),
mau'pun masalah pemaéaran hasil produk kerajinan.

Sebagai ajang informasi untuk mengakses berbagai data kerajinan

baik data dari dalam negeri maupun mancanegara.

. Bentuk Perfindungan Terhadap Pengrajin

Bentuk perlindungan bagi pengrajin dilakukan oleh afturan

hukum untuk menata dan mengatur sebagai pedoman. Unsur aparat
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penegak hukum, dan komunitas sesama pelukis yang diantaranya

dapat berupa :

a. Memberikan rasa aman dan mendorong para komunitas pengrajin
untuk lebih berkreasi, hal ini dilakukan oleh unsur aparat penegak
hukum, karena dalam Undang-dndang Hak Cipta dijelaskan bahwa
pelanggaran dibidang Hak Cipta merupakan kejahatan sehingga
unsur aparat penegak hukum harus aktif untuk mencegah dan
menindak terhadap pelaku kejahatan diantaranya dengan
mencegah dan menindak adanya pembajakan, pengalihwujudan,
dan perbanyakan tanpa sipemilik hak cipta khususnya dibidang
kerajinan.

b. Meningkatkan sumber daya manusia bagi komunitas pengrajin
yaitu dengan mensosialisasikan aturan hukum hak cipta dan
memberikan gambaran akan sanksi kejahatan Hak Cipta.

c. Pemerintah mengatur dengan hukum terttjiis akan hak dan
kewajiban para komunitas pengrajin, dan memberikan fasilitas
untuk mengantarkan hasil kerajinan untuk dapét mempunyai nilai
ekonomi, dan memberikan hak moral kepada pengrajin yang tidak
dapat dialihkan haknya kepada siapapun juga, untuk mewujudkan
fasilitas tersebut diperlukan unsur aparat penegak hukum.

d. Meluruskan budaya perilaku komunitas pengrajin yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dan menyadarkan kepada para
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pengrajin untuk menunjung tinggi karya ciptanya dari peniruan,
penjiplakan dan pengalihwujudan suatu kerajinan.

e. Memberikan perlindungan hukum dengan menegakkan aturan
hukum, dan sistem hukum Hak Kekayaan intelektual khususnya

dibidang Kerajinan.

5. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Lamanya Perlindungan

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab I, bahwa Hak
Cipta tidak melindungi ide-ide / gagasan, tetapi Hak Cipta melindungi
perwujudan atau expression atas ide-ide atau gagasan tersebut
(expression of ideas),. dalam hal ini Hak Cipta melindungi yang
Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak Cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan
terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum hal ini
harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau
selesai diwujudkan?. Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa
untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum Hak Cipta, Ciptaan
tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau
dipublikasikan. Misalnya : Hak Cipta muiai ada, saat dibacakan,
disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan dengan alat apapun dan
dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh

orang lain.
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Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan fkarya®
apa saja yang mendapat perlindungan Hak Cipta. Ciptaan dilindungi
secara tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas karya asli,
termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah
dalam bentuk kesatuan nyata (real) yang dapat diperbanyak.
Ketentuan Pasal 12 dari Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun
20025, menyatékan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:
a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (fay-out)

Karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain:

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangén, dan
pantomim;

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni
{erapan;

g. Arsitektur:

h. Peta;

i. Seni batik;

J. Fotograft;




K. Sinematografi;
I Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya
lain dari hasil pengalihwujudan.

Daftar karya-karya yang dapat dilindungi meman'g panjang dan terdiri
dari karya yang beraneka ragam, dan mungkin akan terus
berkembang mengingat kreasi manusia pada umumnya tidak
terbétas.

Dengan demikian kerajinan kuningan termasuk dalam UU No.
19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) huruf f bunyi lengkapnya adalah :
seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan. Seni
terapan disini adalah berupa kerajinan tangan sejauh tujuan
pembuatannya bukén diproduksi secara masal merupakan suatu
ciptaan. Kerajinan kuningan di Juwana Pati termasuk kerajinan
tangan karena pengerjaannya masih dikerjakan usaha kecil-kecilan
dalam lingkup keluarga.

Lama perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 tahun 2003
Bab |l pasal 29 ayat (1) Hak Cipta atas ciptaan :
a. Buku, pamflet dan semua karya tulis lain
b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
¢. Segala bentuk seni rupa, seni lukis, gambar, pahat, seni patung,

kolase dan seni terapan. |

d. Seni batik
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e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

f. Arsitektur.

g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis.

h. Alat peraga

i. Peta

J.  Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

- Masa bertaku perlindungannya adaiah selama hidup pencipta
dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta
meninggal dunia. Sedangkan pada UU No. 19 tahun 2002 pasal 29
ayat (2) menyebutkan bahwa untuk ciptaan sebagaimana disebutkan
pada ayat (1) pasal 29, UU No. 19 tahun 2002, untuk ciptaan yang
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih hak cipta berlaku selama hidup
pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsuhg hingga

50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara

Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, karya
peninggalan sejarah dan folklor, maka kepemilikan Hak Cipta oleh
negara :

a. Negara memegang hak cipta karya peninggalan pra sejarah.
b. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan

rakyat yang menjadi milik bersama.




c. Pengumuman dan perbanyakan ciptaan oleh non warga Indonesia
harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara dalam hal ini
Departemen Kehakiman dan HAM Ditjen HKI.

Sedangkan keragjinan kuningan Juwana Pati Kepemilikan hak

ciptaannya adalah negara dalam hal ini Pemerintah Daerah

Kabupaten Pati dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Keteﬁtuan-ketentuan / pasal mengenai kepemilikan hak cipta oleh

negara terdapat dalam pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 menjelaskan

bahwa : |

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah,
sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan
rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,
dongeng, legenda, babad, lagu, kergjinan tangan, koreografi,
tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada
ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih
dahuiu méndapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah
tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh
Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan

Peraturan Pemerintah.
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Sedangkan dalam pasal 11 UU No. 19 tahun 2002

(1) Jika suatu ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu
belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama
sr;\maran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui

Penciptanya dan fatau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta

atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL. PENELITIAN
Setelah dilakukan penelitian di instansi pemerintah dan
swasta meliputi Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM di
Jakarta, Biro Pusat Statistik di Jakarta, Pengrajin Kuningan di
Juwana dan komunitasnya, serta instansi dan institusi terkait
(Koperasi Kerajinan Kuningan “APIK), maka disajikan hasil
penelitian sebagai berikut :
1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana
Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam
bentuk lain, maka perlindungan Hak Cipta mempunyai tujuan
ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi
para pemegang hak dan mereka yang mempekerjan para
pengrajin untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam
penciptaan desain barang-barang ciptaan .kerajinan yang baru
dan menarik. Tapa adanya perlindungan hukum, pesaing
mereka dapat meniru hasil ciptaan baru mereka tanpa harus

mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan
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tanpa izin / persetujuan oleh pencipta ini akan mendorong
turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan tersebut
sampai mendekati biaya marginal produksi, sehingga

merampas kesempatan bagi pencipta baru tersebut untuk

‘mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi

resikonya. Akibatnya pengrajin tidak mempunyai insentif
finansial untuk menanam modal penciptaan produk-produk
baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi pencipta
memperoleh kembali inveétasi dalam hak cipta disamping premi
untuk menempuh risiko penemuannya,: maka pertindungan
hukum di bidang hak cipta untuk suatu kurun waktu terbatas
akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam hak
cipta seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual
lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektuat
dengén insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian hak cipta merupakan semacam hak
milik intelektual khusus. Amerika Serikat melindungi Hak Cipta
terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai “paten
rancangan”. Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan
Jerman, melindungu Hak Cipta dengan cara sisten pendaftaran
yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip

hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh
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perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban
administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan Hak
Cipta. %

Dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang,
tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat memilih
barang berkwalitas baik. Dengan perubahan dunig ini,
kesadaran dari individy dan masyarakat secara keseluruhan,
dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan
kualitas kehidupannya. Kesadaran yang bertambah meningkat
ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat
dalam dunia persaingan membuat suaty perusahaan selaiu
berjuang untuk menghasilkan produk-eroduk yang berlowaglitas
lebih baik.

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari
seorang “Pencipta” terhadap kualitas / produk adalah sesuaty
yang “‘Iebih” daripada yang diharapkan oleh si-konsumen.

Berbicara tentang Hak Cipta suatu produk, maka dapat
kita lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut :%

a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara fain aman dan

- sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan

% Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Mode! Fembangunan Hukum Ekonomi, ELIPS,
Juli 1998, hal. 1.

8 Ité Gambiro, Desain Produlk Industri, Gramedia Opset, Jakarta 1 992, hal. 16.
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atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi

dan lain sebagainya.

. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari

produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa

atau orang cacat.

. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara

orang yang memakai produk tersebut  yang
berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari
sipemakai, nilai simbolis, pengaruh Kegunaan dari

produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.

. Fungsi aesthesis, yang menyangkut proporsi dari

bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya,
berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik

serta yang berhubungan dengan selera baik.

. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga

yang dapat dijangkau dengan kualitas atau muty
produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari

produk tersebut dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambif keputusan
untuk membeli sesuatu produk / barang, didasarkan kepada
fungsi-fungsi tersebut diatas atau seluruhnya.

Hak Cipta dalam industri kerajinan seharusnya dipandang

dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi
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teknologi, terutama sebagai suatu disiplin  dari suatu
pengembangan produk, proses pengembangan produk
berkaitan dengan :
| a. Dapatnya barang untuk dipakai (useabifity) ini ada
hubungannya antara produk itu lsendiri dengan si
pemakai yang berarti produk itu hafus praktis. Aman,
mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan
dan perbaikan.

b. Produktivitas (productivity) ini terkait pada pemakaian
dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari
tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada,
ketrampilan, dan pengataman tenaga kerja, proses
manufactur, “know-know dan organizational methods”.

c. Pemasaran (marketability) ini terkait dengan
permintaan yang potensial dari konsumen atau
pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan,
mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta.

d. Keuntungan /laba (profitability) ini terkait erat dengan
cara manufactur produk dengan niiai pakai yang cukup
tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung
tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.

e. Kwaiifas aesthetika dari produk tersebut ini berkaitan

erat dengan penampilan dari produk tersebut secara
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visual, yang terdiri dari suatu produk, texture, warna
dan lain sebagainya.

Kesemuanya ini tentu berkaitan pula dengan latar
belakang kebudayaan, standar sosial dan kebiasaan si pemakai
produk /si pembeli produk.5

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum
atas Hak Cipta sebenarnya tidak terlepas‘ dari alasan
perlindungan HK]I pada umumnya, vyaitu karena hak-hak
alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan
menghargai penemuan dan kreasi %

Dikalangan pengusaha /pengrajin Kuningan di Juwana
Pati, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku
meniru dapat dikategorikan menjadu dua yaitu : kalangan
pengusaha  /pengrajin  kuningan menengah  kebawah
berpendapat bahWa peritaku meniru  dianggap sebagai
perbdatan biasa atau lazim, sekalipun merasa tidak setuju
terhadap perilaku semacam itu. Pandangan yang demikian
didasarkan pada anggapan bahwa ketrampilan mencipta
merupakan ketrampilan yang turun temurun dan dianggap
sebagai milik masyarakat secara komunal. Sedangkan bagi

pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku

57 Ibid, hal. 17.

% LASTP Phase 1L, Short Corse in Intelfectual Property Rights (Elementery), P.40-41.
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meniru  untuk .saat ini masih dapat ditolilir, karena untuk
menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan
mengalami kesulitan. Namun dimasa mendatang perilaku
semacam itu harus dihilangkan, s-ebab kalau dibiarkan sama
saja mendidik pengusaha atau pengrajin kuningan untuk
melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanaan
yang matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia
usaha.®

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada
masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya
orang lain termasuk meniru Ciptaan masih merupakan hal yang
biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima
masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa
bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena
itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu
terdabat beberap orang yang membuat barang yang sama
dengan ciptaan yang sama pula.®

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat
yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari

pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai

* Wawancara dengan Para Pengusaha / Pengrajin Kuningan di Juwana Pati, tanggal 2 fanuari

2004.

 Ibid
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individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu
mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar
dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

‘Kehidupan masyarakat pengrajin di ‘Indonesia yang
berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional
agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidupan dalam kebudayaan tradisional

. agraris

- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang

ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan
dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan
memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan
teknologi maupun daya gunanya.

Akan tetapi apabila dicermati, pertumbuhan industri
khusﬁsnya di Kabupaten Pati telah meningkat cukup pesat, ini
dikarenakan adanya bebeapa penyesuaian dalam segi mutu
dan daya gunanya yang terdiri dari :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan

- Aspek health safety’ (Kesehatan dan Keselamatan)

bagi pengguna.

- Aspek durability of material and construction

(Kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya.
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- Aspek Standart of Quality (Standar dari kualitas) dari
produksinya sendiri, yang mampu mendukung fungsi
operasionalnya, transportasi dan distribusinya, selain
asepak ketepatan waktu pengiriman. |

- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta.

Dalam UU Hak Cipta, perlindungan atas desain Industri
ker'ajinan diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti
harus adanya upaya secara aktif dari pencipta untuk melakukan
pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap ciptaan yang
banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat
perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada
pemerintah. Dilain pihak, bagi pencipta sendiri, belum terbiasa
dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan.
Untuk itu perlu diupayakan {angkah tertentu dalam rangka untuk
tetap memberikan perfindungan hukum atas ciptaannya
(khusbsnya kerajinan kuningan). Dengan tetap berpegang
teguh pada prinsip UU Hak Cipta yang baru. Dilain pihak upaya
prinsip pemberian perlindungan Hak Cipta dengan pendaftaran
tetap dilakukan, tetap harus ditakukan pula upaya fain agar
pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk
perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pengaturan Hak Cipta dari waktu ke waktu mengalami

berbagai perubahan, yaitu disesuaikan dengan TRIPs, Konversi
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Berne dan kondisi bangsa Indonesia, pengaturan perlindungan
hukum di bidang Hak Cipta yang diatur pada persetujuan
tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual
(HKI), dan perdagangan barang hasil pelanggaran HKI bahwa
para anggota, bertekad untuk mengurangi gangguan dan
hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan
mémperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan periindungan
yang efektif dan memadai terhadap HKI, dan untuk menjamin
bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI
itu sendiri-tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang
absah, diperiukan adanya;

1. Penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang
memadai mengenai keberadaan, lingkup serta
penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan
perdagangan.

2.'Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai
untuk melindungi HKI yang terkait dengan kegiatan
perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem
hukum nasionél yang ada.

HKI adalah hak-hak perdata yang diatur dalam Pasal 1
Ayat (1) (ketentuan dari Trade Related Intellectual Property
Right, TRIPs) tentang sifat dan lingkup kewajibannya adalah

bahwa anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
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tercantum di dalam persetujuan ini dan anggota dapat, tetapi
tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum domestiknya
Sedangkan dalam Pasal 3 (ketentuan dari Trade
Related Intelfectual Property Right, TRIPs) National Treatment
Ayat 1 disebutkan anggota wajib memberikan periindungan
yang sama terhadap kekayaan intelekiua! warga anggota lain
seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri.

Pasal 3 (ketentuan dari Trade Related Intelfectual
Property Right, TRIPs) Ayat (2). Anggota dapat memanfaatkan
pengecualian yang disebut dalam Ayat (1) diatas dalam
kaitannya dengan Dprosedur peradilan. dan administrasi,
termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan
agen di dalam wilayah hukum salah satu anggota.

Pasal 4 (ketentuan dari Trade Related Intellectual
.Property Right, TRIPs) tentang pertakuan istimewa bagi negara
terteritu menjelaskan bahwa sehubungan dengan perlinduhgan
terhadap Kekayaan Intelektual, semua  keuntungan,
kemanfaatan atau periakuan istimewa yang diberikan oleh
anggota kepada warga negara lain harus, seketika dan tanpa
syarat, diberikan pula kepada warga anggota lain.

Selanjutnya TRIPs pada Bab Il tentang Standar Mengenai
Pemberian Ruang Lingkup dan Penggunaan HKI, pada bagian |

tentang Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya dalam Pasal ¢
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TRIPs tentang Kaitan dengan Konvensi Berne, dalam Pasal 9
TRIPs Ayat 2. Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi
expressions dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau
konsep matematis sejenisnya.

Dalam Pasal 12 tentang Jangka Waktu perlindungan
mengatur bahwa dalam hal jangka waktu perlindungan suatu
karya, fotografi atau karya seni terapan dihitung tidak
berdasarkan lamanya hidup manusia, maka jangka waktu
tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun
takwin dari publikasinya yang sah, atau, apabila publikasi yang
sah dimaksud tidak dilakukan dalam Waktu 50 tahun sejak
karya dibuat, jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50
tahun sejak akhir tahun takwin karya dibuat.

Undang-undang Hak Cipta (UU no.19 tahun 2002) pada
bagian kedua tentang pencipta dalam Pasal 5 Ayat (1)
dijelaskan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai

pencipta adalah:

a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan

dan Pengumuman Resmi tentang pendaftaran Ciptaan pada
Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, UU No. 19 tahun 2002 atau;

b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau

diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
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Pada bagian Keempat tentang Ciptaan yang Dilindungi
Hak Cipta UU No.19 tahun 2002 Pasal 12 Ayat (1) adalah
Ciptaan dalam limu Pengetahuan Seni, dan ASastra yang
mencakup:

a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out)
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
lain;

b. Ceramah, kufiah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks:

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim;

f. Seni rupa dalam segaia bentuk seperti seni lukis, gambar,

seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
dan seni terapan;

g. Arsitektur;

h. Peta;

i. Seni batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;
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[. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database,
karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pada Bab il tentang Masa Berlaku Hak Cipta, Pasal 29
Ayat 1c. menjelaskan segala bentuk seni rupa seperti seni
lukis, seni pahat, dan seni patung. Berlaku selama hidup
pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (fima puluh) tahun
set‘elah Pencipta meninggal dunia.

Sedangkan pada Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa Hak
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya
dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah
pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Pada Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan, Pasal 35 Ayat
4, dijelaskan bahwa ketentuan tentang pendattaran
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak merupakan
kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Sedang Pasal 36
menjélaskan Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan
tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti,
maksud atau bentuk dari ciptaan vang didaftar.

Pada Bab X UU No.19 tahun 2002 tentang Penyelesaian
Sengketa, pada Pasal 56 Ayat (1) menjelaskan tentang
pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke
Pengadilan‘Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta

penyitaan terhadap benda vyang diumumkan atau hasil

149




perbanyakannya. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan Pemegang Hak

Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan
yang diperoleh déri penyelenggaraan ceramah dan pertemuan
ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara
mt-::ianggar Hak Cipta tersebut.

Pasal 56 Ayat (3) sebelum menjatuhkan putusan terakhir,
untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang
haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk
menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan,
pengedaran, dan penjualan Ciptaan atau barang vyang
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 59
menjelaskan Gugatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 55,
Pasal 66, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari terhitung gugatan didaftar di Pengadilan
Niaga yang bersangkutan. Sedang pasal 60 Ayat (1) mengatur
Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga. Di dalam Ayat (3) disebutkan bahwa
Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan
Niaga paling lambat 2 (dua) hari terhitung setelah tanggal
gugatan didaftarkan. Ayat (4) menjelaskan dalam jangka waktu

paiing lambat 3 (tiga) hari setelah tanggai gugatan didaftarkan.
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Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari
sidang.‘ Serta di dalam Ayat (5) menjelaskan bahwa sidang
pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pada Pasal 61 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemanggilan
para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari
set‘elah gugatan didaftarkan. Dan Ayat (2) Putusan atas
gugatan harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah tanggal gugatan didaftarkan dan dapat diperpajang
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua
Mahkamah Agung. Sedang Ayat (3) putusan atas gugatan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang memuat secara
lengkap pertimbangan hukum mendasari putusan tersebut
harus diucapkan datam sidang terbuka untuk umum dan apabila
diminta dapat dijalankan terlebih dahuiu meskipun terhadap
putusén tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 63 Ayat (2) Panitera wajib mengirimkan
permohonan kasasi kepada‘pihak‘termohon paling lambat 7
(tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera. Ayat
(_3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi
kepada Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dan Panitera
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Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada
pemohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kontra
memori kasasi diterima oleh Panitera. Dan Ayat (4) Panitera
wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan
kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari
setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
Ayét (3).

Kemudian Pasal 64 Ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah
Agung Wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (2)
Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi difakukan paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan
kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) Putusan atas
permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 90
(sembiian puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung. Pada Ayat (6) juru sita
pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasast
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) kepada pemohon kasasi
termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan
kasasi diterima oleh Panitera.

Sedang Pasal 65 dijelaskan bahwa selain penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56,
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para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melaiui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66 dijelaskan bahwa hak untuk mengajukan
gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan
Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan
tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Pada Bab Xi tentang
Peunetapan Sementara Pengadilan, pada Pasal 67 disebutkan
bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan,
Peng.adilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan
segera dan efektif untuk :

a. Mencegah berfanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak
Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan
termasuk tindakan importasi.

b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak
Cibta atau Hak yang terkait tersebut guna menghindar
terjadinya penghilangan barang bukti.

¢c. Meminta kepada pithak yang merasa dirugikan, untuk
memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut
memang berhak atas Hak Cipta atau Hak yang terkait , dan
hak Pemochon tersebut memang sedang dilanggar.

Pada Pasal 69 mengatur bahwa dalam Hai Hakim

Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara
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Pengadilan, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan
apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a dan b dalam
waktu paling lémbat 30 (tiga ‘puluh) hari sejak dikeluarkannya
penetapan sementara Pengadilan tersebut. sedang Pasal 70

menjelaskan dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak

‘yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak

yang meminta penetapan sementara tersebut.

Pada Bab XlI tentang Penyidikan, Pasal 71 Ayat (2)
dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak
Cipta;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

c. meminta keterangan dari pihak / badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Hak Cipta;
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain;

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak
Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

| bidang Hak Cipta; dan

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pada Bab Xlll UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 tentang
Ketentuan Pidana pada Pasal 72 Ayat (1) berbunyi
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau
Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda
paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danf/atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta diantaranya mengatur Pasal 1t Ayat (2) berbunyi Pencipta
adalah seorang atau beberapa orang secara befsama-sama
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau
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keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat
pribadi.

Ayat (3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta Qang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,
seni dan sastra.

Ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik
Hai< Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang
menerima hak tersebut.

Pasal 8 Ayét (1) jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan
dinas dengan pihak lain dalam Ilingkungan pekerjaannya,
pemegang hak cipta adafah pihak yang untuk dan dalam
dinasnya, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain
antara kedua pihak dengan tidal% mengurangi hak pencipta
apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar
huburigan dinas. Pasal Ayat (2) berbunyi : Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi
ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang
dilakukan dalam hubungan dinas. Pasal 8 Ayat (3) jika suatu
Ciptaan dibuat dalam hubungan keria atau berdasarkan
pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap
sebagai Pencipta dan Pemegang hak Cipta, kecuali apabila

diperjanjikan lain antara kedua pihak.
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Pasal 11 Ayat (1) berbunyi jika suatu ciptaan tidak diketahui
penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara
memegang Hak Cipta atas penciptaan tersebut untuk
kepentingan penciptanya.

Ayat (2) jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak
diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera
nar~na samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak
Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
Pasal 11 Ayat (3) : Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi
tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, negara
memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan
penciptanya.

Pasal 30 Ayat (1) berbunyi Hak Cipta atas ciptaan a. Program
Komputer, b. sinematografi, ¢. fotografi, d. database, e. karya
hasil pengalihwujudan; berlaku selama 50 (limapuluh) tahun
sejak'pertama kali diumumkan.

Pasal 30 Ayat (2) Hak Cipta atas herwajahan karya tulis yang
diterbitkan berlaku sélama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diterbitkan.

Pasal 30 Ayat (3)7 Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29
Ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum

berlaku selama 50 (iima puluh) tahun sejak pertama Kkali

157




diumumkan. Sedangkan Pasal 31 Ayat (1) Hak Cipta atas
Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara
berdasarkan :

a. Pasal 10 Ayat (2) beriaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 11 Ayat (2)\1) dan Ayat (3) beriaku selama 50
tahun (lima puluh) tahun sejak Ciptaannya tersebut
pertama kali diketahui umum.

Pasal 31 Ayat (2) Hak Cipta atas Ciptaannya yang
dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 Ayat (2)
berlaku selama 50 tahun (lima puluh) tahun sejak Ciptaan
tersebut pertama kali diterbitkaﬁ.

Pasal 71 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut Selain Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan departémen yang lingkup
fugas dan tanggung jaWabnya meliputi pembinaan Hak
Kekayaan Intefektual, diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undané—undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pasal 71 Ayat (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Ilaporan atau

keterangan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
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melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Clpta;
meminta keterangan dari pihak atau badan hukum
sehubungan dengan‘ tindak pidana di bidang Hak Cipta:
melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain berkenaan.dengan tindak pidana di bidang

Hak Cipta;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain; |

mefakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak
Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di
bidang Hak Cipta; dan

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pasal 71 Ayat (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.
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Penyampaian berkas perkara yang telah dilakukan oleh
penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, disampaikan kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, dan
dalam realitanya Penyidik Kepolisian Negara lebih berperan
aktif untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan ulang.

Data permochonan pendaftaran ciptaan terdaftar dan
dit-oiak yang terdapat pada Direktorat Hak Cipta Topografi
Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Deparieman Kehakiman dan Hak Azasi
Manusia dar tahun 1993 sampai dengan Januari tahun 2002
adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Permohonan Pendaftaran Ciptaan Terdaftar dan Ditolak
_ Tahun. 1993-2002

Pennohoggn Pendaftaran Ciptaan Terdaftar | Ciptaan Ditolak
iptaan
Tahun | py lam Luar Rata- | polam Luar Dalam Luar
negeri | negeri r?)t;s:r negeri | negeri | negeri | negeri
1993 3.591 128 310 2.356 121 1.055 7
1994 3.738 209 329 2.366 143 1.093 61
1995 4.373 - 184 380 3.134 114 1.245 70
1996 4.646 294 412 2.869 195 1.147 38
1997 2.065 120 182 594 42 223 5
1998 580 26 51 311 6 222 20
1999 684 14 58 678 14 138 -
2000 1.026 23 87 387 5 5 -
2001 1.501 34 128 - - - -
2002 1.877 21 158 - - - -
Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

Dep. Kehakiman dan HAM.
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Sedangkan data Petikan, Pemindahan Hak Perubahan Nama /

Alamat adalah sebagai berikut :

Petikan, Pemindahan Hak Perusahaan Nama / Alamat

Tabel 2.

Tahun 1993 - 2002

Pengajuan Permohonan Permohonan yang dikabulkan
. Perubahan .
| patkan | G | Cnama | potian | fominda | rama
/alamat Jatamat
1993 25 24 1 - - -
1994 25 24 3 - - -
1995 24 32 10 1 - -
1996 24 35 8 2 4 -
1997 15 30 9 4 4 3
1998 7 5 9 - - .4
1999 9 11 30 2 18 29
2000 15 15 2 1 9
2001 17 12 3 7 5 1
2002 15 7 25 6 4 20
Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Dep. Kehakiman dan HAM.
2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat

Penegak Hukum :

Unsur aparat penegak hukum di bidang Hak Cipta yang
terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Cipta, Polisi
Jaksa dan Hakim, dan hal yang mendukung terhadap pelaksanaan
tugas tersebut adalah penasehat  Hukum, Petugas
Pemasyarakatan dan Bea Cukai juga merupakan unsur aparat

penegak hukum.
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta keberadaannya
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 6
Ayat 1 huruf b disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khﬁsus oleh Undang-

undemg61 , dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak

Cipta, pada Pasal 71 Ayat 1 mengatur bahwa selain Penyidik .

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya meliputi Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimané dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak
cipta, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta
pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Penyidik Hak Cipta adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kehakiman yang
mempunyai weweﬁang melakukan penyidikan tindakan pidana di

bidang Hak Cipta®.

¢! Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Simplek, Jakarta 1982,

%2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor :M.04.PW.07.03-Tahun

1988 tentang Penyidik Hak Cipta.
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Penegakan hukum yang dilakukan oieh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di bidang Hak Cipta diantaranya dalam prakteknya ada
dua hal yaitu menerima laporan dari masyarakat karena karya
ciptanya dilanggar oleh pihak lain dan dengan melakukan tindakan
tanpa ada iaporan artinya berperan aktif untuk mengungkap segala
bentuk tindak kejahatan di bidang Hak Cipta.

' Berdasarkan data yang ada di Direktorat Hak Cipta Topografi
Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal hak |
Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM dari tahun
1992 sampai dengan tahun 2003 perkara perdata yang tercatat
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Perkara Perdata di Bidang Hak Cipta Tahun 1992 - 2002

Bidang Pelanggaran
No | Tahun Program Seni Motif | Seni Lukis | Lainnya
Komputer -

1 1992 - 2 3 -
2 1993 - - 3 2
3 1994 - - 4 3
4 1995 - - 6 3
5 1996 1 - 6 . 5
6 1997 - - 5 6
7 1998 - - - 2
8 1999 1 - 1 4
9 2000 - - 1 5
10 2001 1 1 2 3
11 2002 2 - 1 5

Jumlah 5 3 32 37

Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Dep. Kehakiman dan HAM.
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Kejahatan di bidang Hak Cipta sesuai dengan Undang-
undang Hak Cipta, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana
penjara, kurungan, pidana denda, maupun pidana kurungan
pengganti denda. Perkara pidana diproses dari penyidikan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta,
Kepolisian dan penuntutan coleh Jaksa Penuntut Umum, serta
Pe}neriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Tenggang wakiu yang diberikan Undang-undang Hak
Cipta menyangkut perkara pidana, jauh lebih singkat jika
dibandingkan dengan tenggang waktu vyang diatur dalam
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, hal ini menunjukkan bahwa  perkara
Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di bidang seni
Kerajinan Kuningan lebih bersifat perdata, sehingga Undang-
undangpun lebih memberikan perbedaan dalam penyelesaian
perkara, hal ini juga tidak sesuai dengan tenggang waktu yang
diatur dalam KUH Perdata.

Adapun perkara pidana yang tercatat pada Direktorat Hak
Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat
Jenderal Hak Kékayaan Inteiektual Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Rl dari tahun 1998 sampai dengan Januari

tahun 2002 adalah sebagai berikut :

164




DATA PERKARA PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA

( TAHUN 1998 - TAHUN 2002)
Penyidik Obyek Hak Cipta Lokasi Para Pihak
No | TahUN | poLRI | PPNS | Potret | Buku | 527 | Musik | veD wwﬁ Jo | tuar L Jesengka o Pegnor
1| 1998 3 3 - 1 3 1 - 1 4 2 2 4 3 3
2 | 1999 7 - 1 - 4 - 1 - 5 2 4 3 4 3
3 | 2000 7 2 - - 2 3 4 1 5 3 6 3 4 5
4 | 2001 8 2 - . 2 2 4 2 4 3 5 2 5 5
5 | 2002 | 9 3 1 1 3 5 5 2 5 4 5 4 4 1
Jumlah 34 10 2 2 14 11 14 6 24 14 22 16 20 17
Total 44 49 38 38 37

Data dari Direktorat Jenderal Hak memﬁm: Intelektual

Keterangan :

BD : Badan Hukum, P : Perorangan




Dari data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia terfinat bahwa jumlah kejahatan di bidang
hak Cipta baik yang menyangkut terhadap perkara perdata
maupun perkara pidana dari tahun ketahun mengalami
fluktuasi, namun selalu tindak kejahatan tersebut cenderung
mc-,;ningkat. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang
Hak Cipta dan Penyidik kepolisian dalam penanganan hak cipta
sesuai data yang tercatat dari penelitian adalah bahwa
kejahatan di bidang hak cipta dalam perkara pidana dari tahun
1998 sampai dengan tahun 2002, sebanyak 44 perkara, dari
jumlah tersebuf penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRI
ada 34, sedang Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang hak cipta
ada 10.

Dari data tersebut ternyata penegakan hukum yang
dilakukan oleh penyidik POLR lebih banyak jika dibandingkan
dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak
Cipta, pada hal jika menyangkut penyidikan yang sifatnya
teknis artinya penyidikan yang menyangkut tentang kejahatan
yang sudah mengacu pada parameter kejahatan lukisan yang
berhak atas suatu ciptaan, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil

lebih memahami dan menguasai terhadap perkara tersebut.
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Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sibidang Hak
Cipta dalam melakukan penyidikan diatur dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor M.04.PW.07.03
tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, menjelaskan bahwa
Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen | Kehakiman yang mempunyai wewenang
mellakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta,
diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik indonesia.

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang
Hak Cipta dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Rl
setelah mendengar dan pertimbangan Jaksa Agung Republik
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Hak Cipta mempunyai wewenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan_ afau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidan_g Hak
Cipta.

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

hak Cipta.
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e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain.

f. melakukan penyitaan bersama-sama 'dengan pihak
Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di
‘ bidang Hak Cipta.

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tir_1dak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan
penangkapan dan atau penahanan. Tanpa mengurangi
ketentuan dalam hal tindak pidana di bidang hak cipta
tertangkap tangan. Penyidik Hak Ci'pta berwenang menangkap
tersangka tanpa- surat perintah dan segera menyeréhkah
tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian,
penangkapan dapat dilakukan uhtuk pating {ama satu hari.

Penyidik hak Cipta yang melakukan penéngkapan segera
melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat
untuk mendapat surat perintah fugas penyidikan.

Penyidik hanya dapat dilakukan oleh penyidik Hak Cipta
dengan surat perintah tugas penyidikan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
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Berdasarkan surat perintah Penyidik Hak Cipta
berwenang melaksanakan tugasnya didalam daerah hukum
Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Penyidikan oleh penyidik Hak Cipta di lingkungan
Direktorat Paten dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan
surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum
da;': Perundang-undangan.

Penyidik Hak Cipta berwenang :

a. melakukan tugasnya diseluruh wilayah Indonesia.

b. melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak
pidana di bidang Hak Cipta yang saling berkaitan dan yang
dilakukan didalam daerah hukum danfatau lebih Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan .tugas dilakukan secara bekerjasama dengan
Pényidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia setempat.

Penyidik Hak Cipta wajib :

a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada

| Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

.b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang
dilakukan kepada penyidik Kepolisian.

c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan

kebutuhan kepada Penyidikan Kepolisian.
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d. memberitahukan kepada penuntut Umum dan penyidik
Kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan
tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan
oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan
Niaga. Penyidik Hak Cipta mengajukan surat permchonan izin
uniuk meilakukan pen*yitaan barang bukti kepada Ketua
Pengadilan Niaga ditempat terjadinya tindak pidana Hak Cipta
atau ditempat yang banyak diketemukan barang bukti.

Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala
Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia
yang tembusannya dikirimkan _kepada penyidik Kepolisian
setempat.

Apabila dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta
harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin
terlebih dahulu. Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan
hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat guna
memperoleh persetujuannya.

Barang sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda
sitaan negara setempat dan apabila rumah sedemikian tidak
ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman setempat.
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Penyidik Hak Cipta menyerahkan berkas hasil penyidikan
kepada penuntut Umum dan penyidik kepolisian yang memuat :
a. sampul berkas perkara
b. daftar isi perkara
c. surat perintah tugas penyidikan
d. resum pemeriksaan |
e. éurat pemberitahuan dimulainya penyidikan
f. berita acara pemeriksaan tersangka
g. berita acara pemeriksaan saksi
h. berita acara penyitaan barang bukti
i. suratizin penyitaan dan Ketua Pengadifan Neger
j. daftar tersangka, saksi dan barang bukti
k. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindék pidana

yang bersangkutan. |

Apabila berita acara yang telah diserahkan dianggap
belum lengkap oleh penuntut Umum, Penyfdik Hak Cipta
melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada
Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan dikirimkan, Penyidik
Hak Cipta dapat menanyakan kepada Penuntut Umum tentang
pelimpahan berkas perkara tersebut kepada pengadilan Niaga.

Penyidik Hak Cipta melaporkan kepada Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ri
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bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah
dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia selanjutnya melaporkannya kepada Menteri
Kehakiman. |

Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan
Hai< Cipta melaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan
perundang-undangan bahwa penyidikan telah selesai
dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
selanjutnya .meiaporkannya kepada Menteri Kehakiman dan
HAM RI.VPenyidik Hak Cipta tertanggung jawab sepenuhnya
atas penyidikan yang telah ditakukannya.

Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI mempunyai
kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas
penyidikan dan melakukan pembinaan para penyidik Hak Cipta.
Pelaksanaan tugas pembinaan dapat dilakukan dengan bekerja
sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas
penyidikan.

Dari data tersebut terlihat peran dan peranan penyidik
Hak Cipta sangat terbatas kewenangannya, diantaranya
kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan

tidak dapat independen artinya kewenangan yang dipunyai
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langsung oleh Pényidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak
Cipta, juga dalam keterlibatan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan HAM sangat menghambat kinerja
dari PPNS Hak Cipta sendiri, yaitu dalam hak melakukan
penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Niaga setempat dan
Kepéla Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
hai ini akan terhambat jika letak Kantor witayah terletak jauh
dari tempat kejadian perkara, hal ini biasa terjadi diluar pulau
Jawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pcgawai
negeri Sipil , menurut hasil observasi bahwa semua PPNS di
bidang Hak Cipta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan
HAM R, dalam posisi merangkap tugas yang bermacam-
macam seperti kepala Tata Usaha, Staf, dan Pemeriksa Hak
Cipta, sehingga fugas penyidikan nyaris menjadi tugas
sampingan, hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja
penyidikan yang kurang berkualitas. Sedang dalam Undang-
undang nomor : 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dijelaskan
bahwa pelanggaran di bidéng Hak Cipta merupakan kejahatan,
konsekuensinya baik dilapor maupun tidak, jika petanggaran
penyidik harus aktif melakukan penindakan dan penyeiesaian
secara hukum, disisi lain baik perangkat maupun kewenangan

yang ada sangat terbatas.




Penyidikan di bidang Hak Cipta menurut data penelitian
lebih banyak dilakukan oleh penyidik POLRI, sedang yang
mengetahui secara teknis adanya pelanggaran di bidang Hak
Cipta adalah PPNS di bidang Hak Cipta, maka penyelesaian
perkara di bidang Hak Cipta nampak tidak sesuai dengan
sasaran, karena lebih banyak difokuskan terhadap pelanggar
kejéhatannya yang ditindak adalah pelaku ekonomi bawah,
sedang para pelaku yang memperbanyak, menggandakan dan
atau mempublikasikan dengan maksud komersial tidak
tertangani dengan baik, misalnya masalah pembajakan VCD,
yang banyak dilakukan penangkapan dan penindakan adalah
para pedagang kecil yang hanya sekedar mempertahankan
hidup dalam mencari penghasilan, sedang pihak yang
menggandakan  dan memperbanyak  secara  optimal
diperusahaan-perusahaan jarang sekali ditemui penindakan,
padahal yang dianggap sebagai pelaku kejahatan di bidang Hak
Cipta lukisan apabita melakukan pengumuman, memperbanyak,
penggandaan dan pengalihwujudan lukisan dengan tujuan
komersial.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana
yang dilakukan oleh Hakim. Jika ditinjau dari segi waktu dalam
proses perkara pidana adalah mempunyai standar yang sama,

karena menyangkut terhadap penahanan kepada para
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tersangka, terdakwanya yang diatur dalam Pasal 24 sampai
Pasal 29 KUHAP.

Perjanjian internasional yang diatur dalam TRIPs, dalam
pertimbangannya menyebutkan bahwa HKI adalah merupakan
hak-hak perdata, yang konsekuensinya diselesaikan melalui
perdata, namun dalam menerapan hukum di Indonesia
ditérapkan sanksi perdata dan pidana, dan kalau dilihat dari
perubahan aturan pada Undang-undang Hak Cipta sudah
menunjukkan bahwa sanksi perdata lebih dikedepankan.

Dalam proses penyeiesaian sengketa perdata peranan
penegak hukum khususnya hakim, berbeda dengan proses
yang diatur dalam KUH Perdata, pertama masalah kewenangan
pengadilan dalam menyelesaikan perkara, perkara perdata di
bidang HKI diselesaikan di pengadiian Negeri Jakarta, sehingga
dengan menunjuk tempat di Jakarta, ini sudah pengaturan
khusus dan ini sebenarnya melanggar azas hukum vyang

menyatakan bahwa penyelesaian perkara cepat, dan murah.

‘Hal ini tidak dapat terlaksana jika para pihak yang tersengketa

ada jauh di Jakarta. Sedang yang diatur dalam Undang-undang
Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui
Pengadilan Niaga, langkah ini jika dilihat dari penyelesaian
perkara dengan cepat, dan murah sudah mendekati rasa

keadilan karena saat ini sudah ada 5 Pengadilan Niaga yang
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tersebar di Indonesia, yang nantinya akan ada disetiap daerah

tingkat dua.

Dalam tenggang waktu penyelesaian sengketa sangat

berbeda dengan KUH Perdata, karena dalam Undang-undang

Hak Cipta terdapat Putusan Sementara, yaitu pemilik karya
cipta yang merasa hak kepemilikannya dikomersialkan oleh
piﬁak lain baik dengan memperbanyak, menggandakan,
mengkopy maupun memplubikasi, maka pemilik karya cipta
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk
menghentikan segala aktivitas pelaku pelanggaran Hak Cipta,
dan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan
Pengadilan Niaga harus sudah memutuskan perkara tersebut.
hal ini merupakan sistem hukum baru di Indonesia, karena
dalam sistem hukum sebelumnya tidak ada Putusan
Sementara, yang ada adalah putusan sela, dan itu mempunyai

arti yang berbeda.

. Budaya Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap
Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta |
Antara produk Undang-undang beserta penegakannya
aparat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat terutama
pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta baik di Bali dan

Juwana. Barangkali di daerah di Indonesia ini yang mempunyai
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sifat penolakan terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta.
Ada nilai tradisional yang tidak tercover dalam Undang-undang
Hak Cipta. Nilai yang dianut masyarakat pengrajin Kuningan
Juwana.
3.1.Nilai Yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan
Juwana

Nilai yang dianut 6[eh masyarakat pengrajin kuningan
Juwana dalam kehidupan bermasyarakat maﬁpun berproduksi
adalah sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa. Karena
sebagian besar pengrajin kuningan Juwana bermukim di
pedesaan' maka nilai-nilai dan budaya masyarakatnya berbasis
budaya Jawa orang pedesaan. Budaya gotong-royong,
sambatan (membantu tenaga dengan suka rela), jagong
(perhelatan) merupakan nilai-nilai yang tak dapat dipidahkan
dari kehidupan para pengrajin kuningan Juwana. Hidup rukun
bertetangga merupakan mutiak harus dilakukan, karena
mereka memandang Hak Cipta tidak lebih dari aturan yang
memaksa mereka. Mereka memandang dengan heran aturan-
aturan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta, mengapa
mesti diatur.

Tidak laneh apabila masyarakat pengrajin kuningan
Juwana merasa heran, atas kehadiran Undang-undang Hak

Cipta yang mengatur cipta mereka. Baik teknik, bentuk, design,
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maupun coraknya kerajinan kuningan Juwana sudah begitu
apa adanya sejak leluhur mereka membuat. Mereka
menganggap bahwa kerajinan kuningan adalah milik bersama
dan baik diproduksi oleh siapa saja, asal bisa membuat. Untuk
itu semua diserahkan pada masyarakat pembeli untuk memilih
produk dan merk apa mereka piiirh. Untuk itulah keberadaan
Uﬁdang-undang merk lebih mereka butuhkan. Merk lebih

mencerminkan milik pribadi, sehingga pemilik merk dapat

menegur pengrajin lain yang memakainya tanpa takut

kerukunan hidup bertetangga menjadi terganggu. Mereka
menganggap bahwa mereké bukan merupakan warisan leluhur,
melainkan hal yang ada karena diusahakan oleh mereka
sendiri. Jadi ungkapan orang jawa yang biasa kita dengan
yaitu “Sinten ingkang ndamel nggangge, sinten ingkang nanem
ngunduh” (artinya orang yang menghasikanlah yang akan
memakainya dan orang yang menanam yang akan memetik
hasilnya), hal ini lebih pas dituangkan pada keberadaan merk. |
Tidak menolak adanya pemilihan merk secara individu.
Gejala yang demikian tentu saja merupakan hal yang baru,
mengingat Undang-undang merk pun merupakan tradisi barat
yang ditransfer melalui Undang-undang merk di Indonesia.
Apabila ada pelanggaran tentang Hak Cipta dan merk,

yang merasa dirugikan hanya cukup menegur dengan nada
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bercanda (Jawa : gojegan) terhadap mereka yang menjiplak
atau memakai merk mereka. Sehingga hubungan tetangga
masih terjaga kerukunannya. Pernah ada pengusaha yang
merasa Hak Cipta dan hak merknya dipakai pengraijin lain
(dipakai lebih dari 2 pengrajin), pengusaha tersebut
menyelesaikannya dengan membawa aparat kepolisian.
Akibatnya, banyak barang kerajinan disita aparat kepolisian.
Hal ini berakibat tegangnya kerukunan hidup bertetangga,
misalnya pengrajin yang membawa aparat kepolisian tersebut
menjadi terkucil dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dia
tidak berani menetap di Juwana. Akibat-akibat yang demikian
tentu saja tidak terfikir oleh para pembuat Undang-undang
tersebut.

Koentjaraningrat

mengungkapkan “bahwa suatu nilai
budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak,
juga bisa dipengaruhi tindakan manusia secara langsung.
Kecuali itu suatu nilai budaya bisa juga menyebabkan
timbulnya pola-pola cara berfikir yang tertentu pada individu
yang bersangkutaﬁ. Untuk menyebut suatu contoh ada nilai

budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam

kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada

8 Koentjaraningrat, 1990, Rintangan Mental dalam Pengembangan Ickonomi di Indonesia.
Dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogya, 1990. Sosiologi Pedesaan Jilid I, Yogyakarta : Gadjahmada
University Press. Hal 16-17.
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sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap
sesamarnya.

Jadi pandangan nilai baik dari budaya masyarakat, bisa
mempengaruhi tindakan manusia baik secara langsung
maupun melalui pola-pola cara berfikir Namun demikian,
sebagai suatu sistem {ata kelakukan yang abstrak, dalam
kenyataannya suatu sistem nilai budaya itu, terperinci bagi
kedalam ‘apa yang disebut norma-norma, dan norma-norma
inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang
sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan dalam
masyarakat. .

Di dalam setia sistem kemasyarakatan terjadi hubungan
antara pribadi, antar kélompok maupun antar pribadi dengan
kelompok (dan sebaliknya). Hubungan demikian tersebut
interaksi sosial, yang m_enyangkut proses saling mempengaruhi
antaré pihak-pihak yang berinteraksi.

Apabila terjadi interaksi sosial yang berulangkali
sehingga menumbuhkan pola tertentu, maka akan timbut
kelompok sosial. kelompok sosial merupakan himpunan atau
kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama
yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota
merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan

yang utuh.
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Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok
sosial tersebut cenderung menghasitkan  kebudayaan.
Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta dan hasil
rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya
merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan
kebendaan atau kebudayaan material. Hasil cipta dan karsa
merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan material.
Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa
menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan
kaidah-kaidah atau norma-norma.

Sistem norma di dalam masyarakat merupakan patokan
untuk berperilaku secara pantas (berhoorlijk). Norma-norma
tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya
‘mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan
Iemb'aga sosial atau lembaga kemasyarakatan (Social
Institution).

Norma-norma yang menjadi patokan perilaku manusia
menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap
hal-hal tertentu puia. Penilaian atau penghargaan tersebut
menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat.
Artinya, pihak-pihak yang memiliki hai-hal yang dihargai oleh

masyarakat lazimnya menduduki .posisi tertinggi di dalam
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sistem lapisan sosial, yang dinamakan stratifikasi atau lapisan
masyarakat.

Pengaruh-pengaruh budaya asing barangkali menjadikan
perubahan ataupun tidak. Apabila seseorang mempelajari
perubahan masyarakat, perfu pula diketahui kearah mana
perubahan dalam masyarakat ini bergerak. Demikian juga
masyarakat Juwana dengan lahirnya Undang-undang Hak
Cipta, walaupun tidak banyak juga menimbulkan perubahan-
perubahan di dalam menyimpulkan suatu tatanan berproduksi
-kerajinan kuningan. Yang jelas, perubahan kuningan
cenderung turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi
setelah meninggalkan faktor ini, mungkin perubahan itu
bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru,
namun mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang
sudah ada di dalam waktu yang lampau.

'Perubahan kultur masyarakat akan menimbulkan
terhadap masyarakat itu sendiri. Penanggulangan tersebut
dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor
pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun,
menginginkan akibat-akibat yang positif dari perubahan/
pembangunan tersebut. | pembangunan untuk masyarakat
mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan

disfusi yakni penyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut,
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sampai warga masyarakat menentukan untuk menerimanya
(adoption) termasuk budaya barat yang dimasukkan dalam
Undang-undang Hak Cipta, untuk itu perlu ditinjau secara
sosiologis. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang
didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar
kelompok serta hubungan antar manusia, dengan kelompok di
dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Pihak-pihak
tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah
kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya.

Proses saling mempengaruhi meliba.tkan usnur-unsur
yang baik dan benar, serta unsur-unsur. lain yang dianggap
salah dan buruk. Unsur-’u'nsur masalah yang lebih

berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak

- penerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima

mampu menyaring unsur-unsur {uar yang diterimanya melalui
prosés pengaruh mempengaruhi.

Di dalam proses interaksi yang melibatkan semua unsur,
terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu
kegiatan yang bertujuan semua pihak menaruh kaidah-kaidah
dan nilai-nilai yang berllaku dan dianut oleh masyarakat.
Tujuan akhir dart semua itu adalah agar manusia bersikap
sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta

agar yang bersangkutan saling menghargai.
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|
3.2.% Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Juwana Dalam
|

' Merespon Undang-undang Hak Cipta.
| Bertandaskan budaya Jawa dan sistem budaya Agami
Jav\j/i yang menekankan hidup rukun sesama tetangga

tep?seliro, ewuh pekewuh, gotong royong dan lain sebagainya,

kehjadiran Undang-undang Hak Cipta direspon negatif oleh

sebjagian besar oleh pengrajin Kuningan Juwana, hal ini

ditunjukkan dari ;

i - Tingkat pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana
tentang Hak Cipta dan Undang-undang Hak Cipta
sangat minim. Sebagian besar masyarakat Juwana

pada umumnya dan pengrajin kuningan khususnya

! tidak mengetahui kehadiran Undang-undang Hak

Clpta, apa itu Hak Cipta dan apa kegunaan hak cipta
dan apa gunanya Undang-undang Hak Cipta. Hal ini
bisa dipahami bahwa hak cipta merupakan hal yang
abstrak, sedangkan masyarakat Jawa khususnya dan
masyarakat Indonesia pada umumnya menganut
i budaya konkrit. Hal ini membuktikan bahwa Hak
Cipta tidak begitu dimengerti dan dihargai oleh
masyarakat Juwana. Berbeda dengan hak merk yang

kelihatan secara konkrit, yang tentu saja lebih sesuai
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dengan hukum adat indonesia yang menganut hukum
adat konkrit.5*

- Tingkat kesadaran pengrajin kuningan Juwana
terhadap pendaftaran terhadap Hak Cipta yang masih
sangat kurang, bahkan sampai saat ini pendaftaran
Hak Cipta belum pernah ada di Juwana. Ada upaya
memonopoli terhadap karya cipta mereka terhadap
karya cipta terutama para pengrajin besar, tetapi
masih sangat terbatas pada memahami akan hasil
produksi mereka, hal ini barangkali terbentur budaya
Jawa ewuh pekewuh (sungkan) terhadap tetangga
sensiri.

- Tingkat pembajakan/peniruan terhadap karya cipta
orang lain yang masih tinggi. Hal ini barangkali
disebabkan oleh budaya Jawa yang menganggap
bahwa karya cipta kerajinan kuningan merupakan
hasil dari nenek moyang mereka. Siapapun boleh
membuat asal mampu. Mereka para pengrajin

biasanya memesan pada pembuat cetakan kerajinan

 Hukum adat Indonesia pada umum menganut budaya konkrit artinya harus ada bentuk
yang nyata, misalnya dalam mengadakan perjajian harus diikuti panjar atau pamingset. Berbeda
dengan budaya hukum dari barat yang bersifat konsensus. Disebutkan pada pasal 1320 BW bahwa
sahnya perjanjian apabila ada konsensus para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi analisis
penulis berbeda budaya hukum Indonesia (hukum adat) yang menganut hal yang konkrit lebih
dibargai/direspon dari hal yang abstrak seperti halnya hak cipta.




kuningan berdasarkan yang pernah dilihat di televisi
atau di majalah.

Pandangan masyarakat Juwana terhadap Hak Cipta
juga didasari sebagian keyakinaﬁ orang Jawa yang beragama
Agami Jawi memandang bahwa Tuhan adalah sang pencipta
dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia
dan sefuruh alam semesta (ngalam donyo). Untuk saat
sekarang kehiduipan beragama, terutama agama Islam telah
mewarnai kehidupan bermasyarakat di Juwéna yang
menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hal yang
diperintah agama.

Hak Cipta dianggap tak ada kalau pun ada itu hak
semua orang khususnya kerajinan kuningan Juwana. Faktor
yang demikian inilah yang sebetulnya tidak di sukai oleh orang-
orang barat (baca = kapitalis) sehingga dengan berbagai cara
meréka melakukan pentrasi budaya mereka Kkebudaya
Indonesia, khususnya di Jawa, sehingga lahirlah Undang-
undang Hak Cipta Indonesia.

Jika kita ingin mengetahui budaya Jawa sebagai dasar
kehidupan bermasyarakat kita harus bertolak dari kehidupan
masyarakat pedesaan, petani pedesaan, dan hakekat hidup
orang desa, termasuk dalam memahami suatu produk Undang-

undang terutama Undang-undang Hak Cipta.

186




Hasil karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu
pengetahuan yang sekarang mudah untuk di reproduksi
dengan meniru, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain
masih harus tetap dilindungi dan penggandaan tanpa izin dari
yang berhak. Periindungan Hak Cipta yang memadai akan
mendorong lebih banyak dan lebih baik lagi hasii kreasi
intelektual manusia dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan.
Lalu, bagaimana cara melindungi karya cipta tersebut.

Persoalan yang mendasar harus dipecahkan dalam
memberikan perlindungan Hak Cipta pada abad informasi ini
adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang
fleksibe! dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi
yang sangat cepat. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan
menyebabkan hukum ketinggalan jaman, karena itu perangkat
hukumnya perlu disempurnakan sehingga lebih luwes dalam
pene‘rapannya. Ruang gerak yang lebih besar periu diberikan
kepada pengadilan dalam menafsirkan att_Jran—aturan pokok
dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan lebih besar lagi apabila produk Undang-
undang tersebut dihadapkan pada budaya masyarakat
setempat. Pada penelitian ini mengambil Social Setting buqaya
Jawa sebagai basic budaya masyarakat pengrajin Kuningan

Juwana.
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Produk Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No.6 tahun
1982, UU No. 7 tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997 dan
Undang-undang No.19 tahun 2602 tentang Hak Cipta,
merupakan produk yang sangat individualistik, sedangkan
budaya lingkungan di Jawa merupakan komunal, yaitu gotong
royong.

Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong

royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan

dari fuar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga

pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi
bercocok tanam di sawah. Untuk keperiuan itu, dengan adat
sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta
beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya
dalam mempersiapkan sawahnya. Untuk masa penanhaman
yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-
pemétang, menyangkul, membajak, menggaru dan
sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan
makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang sedang
membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung, kompensasi
lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus
mengembalikan jasa itu dengan demikian sistem gotong
royong sebagai suatu sistem péngrahan tenaga seperti itu,

amat cocok dan fleksibe! untuk teknik bercocok tanam yang
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bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang
belum masuk ekonomi pedesaan. Tenaga tambahan dapat
dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan lagi bila
pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-
menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya
dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang
sawah yang berdekatan letaknya.

Kecuali dalam sambatan dalam produksi pertanian,
aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas
kehidupan masyarakat yang lain, ialah :

1) aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggai
berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah
dan pekarangan, misainya : menggali sumur, mengganti
dinding banbu dari rumah, membersihkan rumah dan atap
rumah dari hama tikus dan sebagainya.

2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan
kadang-kadang beberapa tetangga vang paling dekat)
uniuk menyelenggarakan - pesia sunaf, perkawinan atau
upacara-upacara adat lain sekitar Tiik-iiiik peraiinan pada
iihgkaran hidup  individy (hamii fujuh buian, keiahiran,
peiepasan {ad pusa, Komisk periams dan fmvi gengsn
tanah, pembiaian pama,  pemoibngan cambdi wituk

pertarna Rafl, pengasahan gigi dan sebagainya).
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3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk
membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk
desa mengalami kematian atau bencana.

Diantara keempat bentuk aktivitas tolong menolong
tersebut diatas, yaitu sambatan, guyonan, njurug dan tetulung
layar, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang
menjiwai keempat aktivitas itu. Sambatan dilakukan dalam
suasana vyang tidak spontan, melainkan dalam s.uasana
memperhitungkan jasa dan konpensasinya secara tajam dan
berazasguna, demikian juga dengan guyuban, walaupun
suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat
sudah lebih banyak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih
yang paling besar tampak dalam peristiwa tetulung layar, pada
waktu yang membantu orang Iain- pada peristiwa adanya
kematian dan bencana.

Demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu
sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan
ruang lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam
batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan
kekerébatan itu berfungsi tuas dalam masyarakat desa seperti
misalnya prinsip-prinsip ikatan suku dalam masyarakat nagari
di Minangkabau, atau prinsip ikatan marga dalam masyarakat

kuta di Batak, toba, atau prinsip-prinsip ikatan dadia dalam
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masyarakat banjar di Bali Selatan, maka konsep sama-tinggi-
sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa
dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam
desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak
mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa
sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh
suatu nilai-budaya lain, ialah nitai yang berorientasi vertikal ke
atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang
senior dan sebagainya.

Budaya suatu masyarakai terhadap suatu produk
Undang-undang sangatlah terkait dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku

manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya,
artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji
serta kehendak—kehendak yang tercantum dalam (peraturan-
perafuran) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya
adatah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk
memberikan  perfindungan kepada seseorang, untuk
mengenakan pidana terhadap seorang vyang memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu.dan sebagainya.

Hal yang paling utama adaiah faktor manusia dalam
hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila dilibatkan

tingkah laku manusia, maka ia sesungguhnya hanya
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merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai.
Dalam perumusannya secara negatif, metode ini menclak cara
pengkajian hukum yang didasarkan pada apa vyang tertera
secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu. Metode yang
disebut belakangan ini, yaitu yang lazim disebut sebagai
normatif, dogmatif, bertolak dari keharusan-keharusan yang
tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai
kenyataan. Dengan demikian maka diabaikaniah keteriibatan
manusia di dalam pembicaraannya.‘

Metode yang dipakai yaitu bertolak dari keinginan untuk
mengetahui dengan sesungguhnya, bagaimana hukum itu

ditegakkan. Baginya rumus-rumusan dalam hukum sekedar

dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang

ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya vyang
terjadi dalam penegakan hukum itu. la ingin mengetahui
bagaimana hukum ity dijalankan, perslepsi mengenai
penegakan hukum itu, motif-motif apakah yang sebenarnya
melatar-belakangi tingkah iaku para pelaku penegakan hukum
itu, seperti hakim, polisi dan sebagainya.

Dalam perspektif penguraian masalah penegakan
hukum, penegakan hukum itu akan diamati sebagai suatu
proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu proses sosial.

apabila penegakan hukum dilibatkan sebagai suatu proses
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yang demikian itu, ia kita lihat sebagai suatu proses yang
tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan
hukum dan ketertiban. Dalam proses itu ia tidak kita lihat
éebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan
lingkungannya. Dengan istilah melibatkan fingkungan itu
diartikan baik penegakan hukum sebagai kegiatan yang
menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun
yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam
bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan di situ. Oleh
karena itu, nanti akan kita iihat, betapa penegakan hukum itu
bertukar aksi dengan lingkungannya, . yang bisa disebut
sebagai perfukaran aksi dengan unsur manusia sosial, budaya,
politik dan banyak lagi lainnya. Dalam konteks proses yang
demikian itu, sebetulnya kita tidak bisa menentukan kapan
penegakan hukum itu mencapai titik akhirnya, karena proses
itu bérputar secara terus-menerus.

Gambaran mengenai penegakan hukum di dalam
masyarakat yang berkompleks itu, seperti yang diuraikan
Chamblish atau Seidman dalam Satjipto Rahardjo, ®*:

1. Komplikasi suatu masyarakat dimulai oleh pembagian

sumber-sumber-sumber daya di situ yang kemudian

% Satjipto Raharjo, tt.0p.Cit. Hal. 60-61.




menimbulkan strukturisasi kekuasaan. Di situ dijumpai
golongan yang memperoleh kekuasaan lebih besar
dibanding dengan yang lain dan oleh karena itu juga bisa
mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih
besar. Terciptalah suatu perlaprisan dalam masyarakat
berupa perbedaan dalam kedudukan-kedudukan sosial,
politik dan ekonomi.

. Penegakan hukum yang dijalankan secara terorganisasi
oleh badan-badan penegak hukum akan dilanjutkan
sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya akan
memberikan  keuntungan kepada badan-badan itu
sementara pelaksanaannya vyang akan memberikan
hambatan, dihindari.

. Keuntungan-keuntungan akan diperoleh apabila penegakan
hukum itu dijalankan terhadap orang-orang dari golongan
yéng tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik,
sebaliknya, apabila ia ditujukan terhadap golongan yang
mempunyai kekuasaan itﬂ, ia hanya akan menciptakan
hambatan bagi penegak hukum itu. |

. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya
perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari
lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan,

sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan
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menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak

dijalankan.

. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-
badan yang tersusun secara birokrasi. Tujuan-tujuan
badan-badan itu din-yatakan‘ secara formal dan jelas,
sedang setiap 'peja.b.at menduduki tempatnya masing-
masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah
ditentukan dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga
dituliskan secara jelas.

. Penyusunan secara forma-birokrasi seperti itu menimbulkan
tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai
dengan peranan yang telah dirumuskan secara .formal itu.

. Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang
bersifat hukum dan rasional. Dalam sisfem yang demikian
itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-
kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama
bagi siap saja.

. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan
kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki, agar
mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama
terhadap setiap orang.

. Sesuai dengan kerangka penerapén hukum sebagaimana

diuraikan pada butir-butir terdahulu, maka apabila para
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pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dari
lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda, maka bisa
diperkirakan, bahwa tindakan atau peranan yang mereka
lakukan akan berbeda dari pada yang tertera secara formai
dalam peraturan-peraturan.

Orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang
ha;kekat karya mereka, tentang pekerjaan dan arti dari hasil
upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus
berikhtisar dan ‘bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada
pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja tiap
hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan
bekerja keras itu, mereka akan tampak heran dan tidak
mengerti, mereka akﬁirnya akan menjawab bahwa mereka
bekerja keras agar mereka dapat makan (ngupaya-upa).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada
suatu ungkap'an yang bisa kita dengar, seperti “sinfen ingkang
ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh (artinya;
orang menghasilkkanlah yang akan memakannya, dan orang
yang menanam yang akan memetik hasilnya}, maka biasanya
ia beraksi, ia hanya akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk
akal, karena tiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.

Para penduduk desa yang agak terpelajar pendapat

vang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya
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daya upaya manusia mereka berhubungan dengan pahala,
sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh di dunia akhirat
kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu
kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam agama islam.

Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan
dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling
pe;nting bagi orang desa maupun priyayi adalah masalah dasar
mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang
kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa
mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah laku dan adat sopan
santun orang Jawa memang sangat berorientasi secara
koleteral. Hal yang sangat menonjol dalam cara berpikir seperti
itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia,
dan bahwa ia selalu dapat mengharapkan bantuan dari
sesamanya, terutama para kaum kerabatnya, yang sebaliknya
juga mengharapkan hal yang sama dari mereka.

Dengan demikian ia wajib menjaga hubungan baik
dengan mereka dan para tetangga dekatnya, dengan
senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak
mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak
mungkiﬁ berusaha menempatkan dirinya pada keadaan
mereka, yaitu tenggang rasa dengan mereka (ftepa salira).

Dalam suatu komuniti kecil hal ini teritu saja mewajibkan orang




untuk berlaku seragam (conform) 'dengan sesamanya. Hal
mana sudah jelas mengganggu kehidupan pribadinya.

Seperti yang telah kita iihat, oréng Jawa pada umumnya,
dan secara khusus ‘pend.uduk daerah pedésaan, tidak memiliki
suatu sistem kekerabatan yang kaku strukturnya, terutama
dalam hal fungsi-fungsinya sebagai suatu korporasi, seperti
mgsalnya mengatur dan mewariskan hak milik. Mereka gemar
berkumpul, misalnya pada pesta dan perayaan keluarga, dan
karena itu hanya kidred dengan fungsi-fungsinya yang bersifat
kadangkala saja yang merupakan kesatuan kerabat yang
penting. Para anggota kindred pada umumnya beradza di dalam
komuniti mereka sendiri, walaupun akhir-akhir ini jumlah orang
yang meninggalkan komunitinya untuk bergi ke kota makin
betambah saja. Rangkaian perayaan yang di_selenggaré'kan
sepanjang lingkaran hidup para éng'gota. senior, serta upacara-
upacéra nyadran yang diselenggarakan uniuk merawat makam
para cakal-bakal atau nenek-moyang pendiri komunitas,
dengan demikian merupakan alasan untuk mengadakan pesta
dan perayaan yang mengintensifkan solidaritas antara para
anggota suatu kelompok kerabat. Pada pesta dan pertemuan
seperti itu mereka lebih banyak menikmati berada di antara

para anggota kerabat mereka, daripada menikmati hidangan




yang tersedia. Mangan ora mangan, nek kumpul, “biar tidak
makan, asal saja bisa kumpul, kata mereka.

Ungkapan di atas itu kemudian berubah arti dan
tujuannya, lalu menjadi penghambat bagi orang yang akan
pergi meninggalkan desanya untuk menetap di tempat lain.
Para orang tua berusaha mencegah anak-anak muda mereka
ur;tuk turut bertansmigrasi dengan menyebutkan alasan
tersebut. namun mereka tidak berkeberatan apabila generasi
muda, desanya bermigrasi ke kota hanya berdasarkan
musiman saja, sebab dengan demikian desa niereka masih
dapat mereka anggap sebagai basis mereka.

Orang yang telah memutuskan untuk pindah ke suatu
lingkungan yang baru, di mana ia berharap akan dapat
menetap_ untuk ’seterusnya', di_hérapkan ,dapa_t t;atap
mengadakan hubungan deng'an desa asalnya‘. Orang-orang
Agarﬁi Jawi melakukannya dengan membayar iuran bagi
perawatan makam nenek-moyangnya serta untuk mengadakan
upacara nyadran, karena orang harus "aja lali marang asale”
(jangan lupa asal usulnya).

Kewajiban untuk menjalin hubungan yéng baik dengan
para tetangga dekat, dengan memperhatikan berbagai
kebutuhan mereka, sering dinyatakan sebagai berikut

“Wonten sekedhik dipundum sekedhik, wonten kathak inggih
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dipandum kathak”, yang artinya “bila hanya ada sedikit,
masing-masing akan mendapat bagian yang besar puia”.

Kecuali orientasi nilai budaya secara koleteral, orang
desa juga mempunyai orientasi nilai budaya yang vertikal.
Mereka merasa sangat tergantung kepada bantuan,
pandangan dan restu dari orang-orang penting, orang-orang
ya;ng berpangkat tinggi, para pegawai pamong desa, orang-
orang senior, serta orang-orang tua dalam masyarakat. Orang
desa tentu saja sangat menaruh hormat kepada para pegawai
pamong praja dari kota yang datang ke daerah mereka.

Sekarang hampir tidak ada desa di Jawa yang benar-
benar terpencil. Walaupun mungkin masih ada juga desa-desa
tradisional di daerah-daerah pegunungan yang jauh letaknya
dari jalan kereta api atau jalan raya, namun harmpir tidak ada
lagi yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dunia
luar atau yang penduduknya belum pernah ke fuar dari
desanya. Oleh karena itu jelas diperlukan adanya suatu
pengertian yang lebih jelas mengenai soal sampai seberapa
jauh dan dalam daerah apa desa-desa Jawa itu secara
dominah masih bersifat tradisional. Uhtuk hal ini diperiukan
suatu penelitian kuantitatif yang lebih luas.

Sekarang ini, baik orang desa maupun orang kota sudah
lebih banyak berorientasi kepada keberhasilan karya mereka,

10 k- SADIE:
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dan merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha mereka

untuk mencapai keberhasilan. Anggapan bahwa karya itu

hanya suatu cara untuk dapat mempertahankan hidup saja

atau untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, atau untuk
mendapatkan lambang-lambang kekayaan lahiriah saja, sudah
mulai tampak berkurang. Kebutuhan akan sifat berdikari dan
be;rtanggung Jawab tentu merupakan akibat dari menipisnya
nilai gotong royong pada umumnya. Sebaliknya, Pancasila
menjolkan pentingnya gotong-royongan itu, usaha bersama,
saling tolong menolong, saling tenggang rasa dan dan
toleransi, yang semua merupakan asas-asas penting dalam
hubungan anta-manusia dan dalam budaya gotong royong itu
dipelihara terus-menerus, akan mengurangi kecepatan
perkembangan dari suatu pandangan individualisme liberal
pada orang Indonesia umumnya dan orang Jawa khususnya.

'Dengan mengetahui budaya masyarakat setempat
terutama budaya masyarakat pedesaan yang merupakan
mayoritas penduduk Jawa, maka akan bisa terjadi pemahaman
yang selaras antara para penegak hukum, terutama dalam hak
cipta dengan para warga masyarakat yang terkena aturan
hukum tersebut khususnya pengrajin kuningan Juwana.

Telah diuraikan panjang lebar mengenai penegak

hukum, hukum itu sendiri dan budaya masyarakat, maka kita
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perlu mengakumulasikan ketiganya demi petaksanaan hukum
itu, terutama hukum hak cipta dan ketertiban masyarakat di
pihak lain harus benar-benar terjaga.

Barangkali para ahli yang beraliran positivisme
beranggapan bahwa tidak perlu mendalami suatu budaya
masyarakat setempat dalam penegakan hak, terutama hukum
hank cipta, karena apa yang tercantum dalam Undang-undang,
maka harus dijalankan, tapi barangkali, ahli hukum yang
beraliran sosiologis beranggapan lain, bahwa penegakan
. hukum harus dimulai dari budaya masyarakat setempat kalau
ingin hukum dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan budaya
masyarakat pengrajin Juwana terhadap Undang-undang Hak
Cipta tidak atau belum dapat sinkron pada penegakan Undang-
Undang Hak Cipta. Ha! ini adalah individualisfkapitalis,
sedangkan budaya lingkungan masyarakat pengrajin kuningan
Juwana adalah komunal seperti yang diufaikan di atas.

Namun demikian dua budaya yang berbenturan tersebut
bukanlah satu-satunya penyebab tidak berjalannya penegakan
hukum Hak Cipta. Dari pengamatan penulis, bahwa sejak

tahun 1982 yaitu sejak lahirnya Undang-undang Hak Cipta

nasional sampai sekarang pemasyarakatannya terhadap

undang-undang tersebut tidak maksimal. Tercakup hanya

beberapa  seminar tentang Undang-undang Hak Cipta yang
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dilaksanakan, itupun di kalangan akademisi dan para penegak
hukum, justru penyuluhan Undang-undang Hak Cipta pada
masyarakat sangat sedikit, itu tergantung dari dana yang turun
dari pusat ke daerah. Tidak ada inisiatif dari pemerintah daeréh
untuk melakukan penyuiuhan pada masyarakat luas. Padahal
apabila kita telaah lebih jauh, pemberdayaan hak karya cipta
mésyarakat merupakan azet daerah. Bisa dibayangkan, suatu
karya cipta dalam bidang kerajinan kuningan didaftarkan dan
dimiliki oleh orang daerah Sumatra. Pertama tersebut
merupakan hal yang aneh, sebab sudah kita kenal sejak dufu
kala bahwa kerajinan kuningan merupakan kerajinan turun
temurun masyarakat Juwana, tiba-tiba saja hak cipta dan merk
dimiliki orang-orang Sumatra,.dimana di Sumatra tidak ada
kerajinan kuningan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan
aset daerah Juwana Pati, sebab aset dan pajak akan mengalir
ke daerah lain.

Penelitian ini tentu saja tidak meluas sampai ke
penyuluhan hukum dan pajak daerah. Fokus penulisan ini
adalah dua budaya yang berbenturan antara barat dan timur,
yang memandang suatu produk Undang-undang, vyaitu
Undang-undang hak cipta khususnya di masyarakat, pengrajin
kuningan Juwana. Dengan memahami budaya masyarakat

setempat terutama budaya Jawa, diharapkan penegakan
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hukum hak cipta akan mencapai hasil yang memuaskan di
semua pihak. Nilai —nilai yang terkandung dalam budaya Jawa
akan sangat rugi sekali apabila dirusak dengan masuknya
budaya barat yang terkandung dalam Undang-undang Hak
Cipta. Hal ini tentu saja tidak kita kehendaki karena kita
menghendaki penegak hukum hak cipta berdasarkan

kerukunan.

B. PEMBAHASAN
1. Aturan Hukum Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana.

Be;dasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada
institusi pemerintah, swasta, pengrajin, komunitas, maka dapat
dilakukan analisa sebagai berikut :

Bahwa perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk
lain, " maka perlindungan Hak Cipta mempunyai tujuan
ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi
para pemegang hak dan mereka yang mempekerjan para
pengrajin untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam
penciptaan desain barang-barang ciptaan kerajinan yang baru
dan menarik. Tapa adanya perlindungan hukum, pesaing
mereka dapat meniru hasil ciptaan baru mereka tanpa harus

mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan
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tanpa izin / persetujuan oleh pencipta ini akan mendorong
turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan tersebut
sampai mendekati biaya marginal produksi, sehingga
merampas kesempatan bagi pencipta baru tersebut untuk
mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi
resikonya. Akibatnya pengrajin tidak mempunyai insentif
finl'-ansial untuk menanam modai penciptaan produk-produk
baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi pencipta
memperbfeh kembali investasi dalam hak cipta disamping premi
untuk mehempuh risiko penemuannya, maka perlindungan
hukum di bidang hak cipta untuk suatu kurun waktu terbatas
“akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam hak
cipta seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual
fainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual
dengén insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian hak cipta merupakan semacam hak
milik intelektual khusus. Amerika Serikat melindungi Hak Cipta
terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai “paten
rancangan”. Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan
Jerman, melindungu Hak Cipta dengan cara sistem pendaftaran
yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip

hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh
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perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban
administrasi pemerintah terhadap hukum periindungan Hak
Cipta, %

Dalam pemenuhan kebutuhan akan bérang-barang.
tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat memilih
barang berkwalitas baik. Dengan perubahan dunia ini,

keéadaran dari individu dan masyarakat secara keseluruhan,
dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan
kualitas kehidupannya. Kesadaran yang bertambah meningkat
ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat
dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu
berjuang unfuk menghasilkan produkuprod_uk yang berkwaiitas
lebih baik.

Kalau kita lihat |bagian terpenting dari kontribusi dari

~ seorang “Pencipta” ternadap kualitas / produk adalah sesua_tu
yang “febih” daripada yang diharapkan oleh si—konsgmen.
Berbicéra tentang Hak Cipta suatu produk, maka dapat
kita lihat adahya beberapa fungsi sebagai berikut :%7

f. Fungsi teknik, lyang menyangku.t antéra lain amén dan

sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan

% Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Mode! Pembangunan Hukum Ekonomi, ELIPS,
Juii 1998, hal. 1. :

% Ita Gambiro, Desain Produk Industri, Gramedia Opset, Jakarta 1992, hal. 16.
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atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi
dan lain sebagainya.

g. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari
produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa
atau orang cacat.

h. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara
orang yang memakai produk tersebut yang
berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari
sipemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari
produk tersebut, sifat produk dan Iain sebagainya.

i. Fungsi aesthesis, yang menyangkut proporsi dari
bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya,
berdasarkan apresiasi terhadap yang 'bagusfcantik
| serta yang berhubunga_n dengan selera b'aik.

j. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga
yang dapat dijangkau dehgan kualitas atau mutu
produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari-
produk tersebut dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan
untuk. membeli sesuatu produk / barang, didasarkan kepada
fungsi-fungsi tersebut diatas atau seluruhnya.

Hak Cipta dalam industri kerajinan seharusnya dipandang

dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi
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teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu

pengembangan produk, proses pengembangan produk

berkaitan dengan :

f.

Dapatnya barang untuk dipakai (useability) ini ada
hubungannya antara produk itu sendiri dengan si
pemakai yang berarti produk itu harus praktis. Aman,
mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan
dan perbaikan.

Produktivitas (productivity) ini terkait pada pemakaian
dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari
tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada,
ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses
manufactur, “know-know dan organizational methods’.
Pemasaran (marketability) ini terkait dengan
permintaan yang potensial dari konsumen atau
pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan,
mungkin juga badan pemerintah atau 5adan swasta.
Keuntungan /laba (grofitability) ini terkait erat dengan
cara manufactur produk dengan nilai pakai yang cukup
tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung
tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
Kwalitas aesthetika dari produk tersebut ini berkaitan

erat dengan penampilan dari produk tersebut secara

208



visual, yang terdiri dari suatu produk, texture, warna
dan lain sebagainya.

Kesemuanya ini tentu berkaitan pula dengan latar
belakang kebudayaan, standar sosial dan kebiasaan si pemakai
produk /si pembeli produk.5®

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum
ata;s Hak Cipta sebenarnya tidak terlepas dari alasan
perlindungan HKI pada umumnya, yaitu karena hak-hak
alamiah, perlindungan atas reputasi, mendoroﬁg dan
menghargai penemuan dan kreasi.%°

Dikalangan pengusaha /pengrajin Kuningan di Juwana
Pati, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku
meniru dapat dikategorikan menjadu dua yaitu : kalangan
pengusaha /pengrajin  kuningan menengah  kebawah
berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai
‘perbu'atan biasa atau lazim, sekalipun merasa tidak setuju
terhadap perilaku semacam itu. Pandanganl yang demikian
didasarkan pada anggapan bahwa ketrampilan mencipta
merupakan ketrampilan yang turun temurun dan dianggap
sebagai milik masyarakat secara komunal. Sedangkan bagi

pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku

% Tbid, hal. 17.

% LASTP Phase I, Short Corse in Intellectual Property Rights (Elementery), P.40-41,
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meniry untuk saat ini masih dapat ditolilir, karena uﬁtuk
menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan
mengalami kesulitan. Namun dimasa mendatang perilaku
semacam itu harus dihilangkan, sebab kalau dibiarkan sama
saja mendidik pengusaha atau pengrajin kuningan untuk
melakukan jalan pintas, tanpa_kerja keras, tanpa perencanaan
yaﬁg matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia
usaha.”™

Dilandasi dengan nilai-nilai komuna! tersebut masih ada
masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya
orang lain termasuk meniru Ciptaan masih merupakan hal yang
biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima
masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa
bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang fain. Oleh karena
itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu
terdapat beberap orang yang membuat barang yang sama
dengan ciptaan yang sama pula.”’

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat
yang menjunjung nilai-nitai komunal, tidak terlepas dari

pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai

Wawancara dengan Para Pengusaha / Pengrajin Kuningan di Juwana Pati, tanggal 2 Januari
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individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu
mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar
dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

Kehidupan masyarakat pengrajin di Indonesia yang
berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional
agraris, tumbuh dari :

- - Lingkungan kehidupan dalam kebudayaan tradisional
agraris

- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang

ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan
dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan
memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan
teknologi maupun daya gunanya.

Akan tetapi apabila dicermati, pertumbuhan industri
khususnya di Kabupaten Pati telah meningkat cukup pesat, ini
dikarenakan adanya bebeapa penyesuaian dalam segi mutu
dan daya gunanya yang terdiri dari :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan

- Aspek health safety (Kesehatan dan Keselamatan)

bagi pengguna.

- Aspek durability of material and construction

(Kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya.
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- Aspek -Standart of Quality (Standar dari kualitas) dari
produ‘ksinya sendiri, yang mampu mendukung fungsi
operasionalnya, transportasi dan distribusinya, selain
asepak ketepatan waktu pengiriman.

- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta.

Dalam UU Hak Cipta, periindungan atas desain Industri
ke}ajinan diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti
harus adanya upaya secara aktif dari pencipta untuk melakukan
pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap ciptaan yang
banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat
perfindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada
pemerintah. Dilain pihak, bagi pencipta sendiri, belum terbiasa
dengan budaya pendaftafan dikarenakan berbagai alasan.
Untuk itu periu diupayakan langkah tertentu dalam rangka untuk
tetép memberikan perlindungan hukum atas ciptaannya
(khususnya kerajinan kuningan). Dengan tetap berpegang
teguh pada prinsip UU Hak Cipta yang baru. Dilain pihak upaya
prinsip pemberian perlindungan Hak Cipta dengan pendartaran
tetap dilakukan, tetap harus dilakukan pula upaya lain agar
pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk
perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dari hasil penelitian pengaturan periindungan bagi

pemilik Hak Cipta seni kerajinan diatur melalui aturan hukum
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yang berasal  dari persetujuan perjanjian Internasional
diantaranya perjanjian aspek dagang di bidang Hak Kekayaan
Intelektual (Trade Related Aspec of Intellectual Property Right
[TRIPs) dan Konvensi Berne serta aturan hukum dari produk
hukum pemerintah Indonesia vaitu Undang-undang nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah,
Kebutusan Presiden dan Keputusan Menteri Kehakiman di
bidang Hak Cipta.

Periindungan yang diberikan oleh aturan hukum ini,
disatu sisi sangat menguntungkan seperti terlihat dalam analisa
terhadap penegak hukum dimana dalam Undang-undang Hak
Cipta mengatur tentang sanksi penjatuhan denda yang lebih
memberatkan kepada pelanggar Hak Cipta, ada penetapan
sementara yang didalam hukum Indonesia tidak dikenal karena
hukum kKita lebih menonjolkan adanya pembuktian, dan jawab
jinawab dari para pihak baru kemudian diputuskan, sedang
penetapan sementara tidak periu pembuktian dan jawab
jinawab. Hal ini merupakan pengaruh dan atau berasal dari
aturan hukum TRIPs, yang menginstruksikan bahwa negara
anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap
karya intelektual warga negara lain seperti yang diberikan
terhadap warga negaranya sendiri dan negara bebas

menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan
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ketentuan yang terdapat persetujuan internasional, kedalam
sistem dan praktek hukumnya dimasing-masing negara, maka
pada dasarnya setiap negara anggota peserta TRIPs diberi
wewenang untuk mengatur sistem hukum Hak Kekayaan
Intelektual sesuai dengan hukum suatu negara sepanjang tidak
bertentangan dengan TRIPs.

- Bahwa kenyataan yang terjadi aturan hukum dari
mancanegara ini oleh negara lebih diatur secara spesifikasi
yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada, sebagai
contoh misalnya upaya hukum perlindungan HKI berbeda
dengan sistem hukum yang di KUH Perdata begitu puta dalam
penetapan sementara. Juga jangka waktu perlindungan HKI di
bidang Hak Cipta dalam TRIPs mensyaratkan jangka waktu
perlindungannya tidak kurang dari 50 tahun setelah pemilik Hak
Cipta meninggal dunia, hal ini jika ditinjau dari rasa keadilan
dan kebenaran sudah menunjukkan adil dan benar dan bahkan
terlalu lama, karena fungsi sosial terhadap kemanfaat karya
cipta kecil, karena perlindungan hak cipta terhadap salah satu
program komputer misalnya 5 sampai 10 tahun saja sudah
tertinggal dan bahkan teknologinya sudah tidak dipakai oleh
pihak lain, lebih-iebih dalam rancangan Undang-undang HKi
mengatur periindungannya 50 tahun setelah meninggal dunia

sipencipta, hal ini tentunya sangat berlebihan. Selain itu hukum
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HKI sendiri juga mengatur secara spesifikasi artinya sudah
diatur dalam aturan hukum lain, namun dalam HK{ masih juga
mengaturnya secara khusus, sehingga menimbulkan prediksi
bermacam-macam, beberapa aturan tersebut antara lain -

a. Terhadap perkara Hak Kekayaan -lntelektual
penyelesaiannya di Pengadilan Niaga, yang sebenarnya
-bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
karena perkara HKI hanya menyangkut perkara perdata dan
pidana yang cukup diselesaikan melalui Pengaditan Negeri. |

b. Terhadap permohonan hak cipta yang dimintakan ke Kantor
Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Apabila permohonan ditolak maka pemohon dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga. Hal ini sangat
janggal karena keputusan penolakan oleh Direktur Jenderal
HKI merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara,
sehingga seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara karena keputusan penolakan terhadap
permchonan te.rsebut adalah Keputusan pejabat Tata Usaha
Negara. | |

¢. Dalam undang-undang Hak Cipta tidak secara tegas
mengatur pendaftaran, artinya terdapat bahwa pendafiaran

menggunakan sistem negafif dekleratif, artinya bahwea



tidak didaftar mempunyéi kekuatan hukum yang sama, dan
pendaftaran berfungsi semata-mata untuk memudahkan
pembuktian, karena pendaftaran suatu ciptaan tidak
mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau
bentuk ciptaan yang didaftarkan. Sedang dalam undang-
undang hak cipta dijelaskan bahwa yang dianggap sebagai
-pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar
Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran
ciptaan pada Departemen Kehakiman dan HAM Rt, hal ini
merupakan kewajiban pehdaftaran, sehingga masih banyak
beberapa aturan yang satu dengan lainnya berlawanan.

Dari berbagai penemuan adanya penyelesaian hukum
yang berbeda persepsi, baik dalam kewenangan dari
pengadilan yang menangani juga kewenangan wilayah hukum
yang menangani serta berbagai kontradksi yang timbul antar
undang-undang yang satu dengan lainnya ﬁaupun dalam satu
wadah undang-undang itu sendiri, masih terdabat aturan dalam
satu undang-undang terdapat dua atau lebih pengertian yang
berbeda makna, untuk menafsirkan mana yang kiranya dapat
dilaksanakan secara benar dan adil secara umum. Maka
dengan adanya beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa di bidang HKI, khususnya undang-

undang tentang KUH Perdata, Persaingan Tidak Sehat dan

216



Antimonopoli dan Uhdang-undang Hak Cipta, serta aturan yang
berbeda maknanya, maka untuk pertimbangan hukum bagi
unsur aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara
tersebut dengan menggunakan azas hukum umum yaitu :

Lex Specialis Derogat Legi Generalis artinya Undang-
undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-
unaang yang bersifat umum, sehingga _undang-undang hak
cipta yang mengatur dan menentukan secara khusus dan .
berbeda dengan sistem hukum yang sudah ada dan beriaku di
Indonesia sebelumnya, hukum yang sifatnya umum seperti
KUH Perdata dapat dikesampingkan, dengan demikian berpijak
pada undang-undang hak cipta terhadap penyelesaian
sengketa yang timbul di bidang seni rupa dan upaya
perlindungan terhadap pengrajin.

Lex Posteriori Derogat Lex Priori, artinya bahwa undang-
undang yang baru atau yang adanya lebih akhir dapat
mengesampingkan undang-undang yang Iéma. Sehingga
undang-undang hak cipta akan dapat mengesampingkan KUH
Perdata yang adanya dan atau timbuinya iebih dulu. Namun
asas hukum ini mendapat pengecualian terhadap asas “Apabila
terdapat dua undang-undang yang mengatur hal sama dimana
antara yang satu dengan lainnya saling berlawanan, maka yang

akan diterapkan kepada terdakwa adalah undang-undang yang
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meringankan atau menguntungkan terdakwa, tergugat atau
pihak yang dirugikan, walaupun undang-undang tersebut iahir
telebih dahuiu”.

Etikad Baik artinya setiap perbuatan, tindakan, dan
hubungan hukum didasarkan pada niat baik dari masing-masing
pihak yang berkepentingan, sehingga berkaitan dengan
peﬁdaftaran hak cipta yang dalam realisasinya beriawanan
antara pasal yang satu dengan lainnya dalam satu wadah
undang-undang hak cipta, maka dalam pendaftaran tersebut
jika dilandasi dengan etikat buruk, maka pendaftarannya dapat
dimintakan pembatalan, atau dengan kata iain pihak yang
bukan beretikat baik dalam posisi yang lemah dan bukan
sebagai pemilik atau yang berhak atas karya cipta kerajinan.

Jika dalam azas hukum Lex Specialis Derogat Legi
Generalis dan Lex Posteriori Derogat Lex Priori, ternyata
bahwa hukum yang baru maupun hukum yang tinggi derajatnya
tidak dapat mewadahi dan menyelesaikan suafu permasalahan
yang timbul, maka ly’ang digunakan adalah azas hukum
kepatutan, artinya mengesampingkan hirarki hukum dan lebih
mengutamakan keadilan dan kebenaran yang berlaku dalam
masyarakat pengrajin, dan pemberian tanda khusus dalam
hasil kerajinan serfa pemberian seriifikat oleh komunitas

pengrajin, dan tanggapan kurator terhadap suatu kerajinan
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yang lebih menguntungkan dibandignkan dengan pendaftaran
Hak Cipta ke Ditjen HKI.

Out put dari tesis ini ada dua, yang pertama memberikan
kontribusi terhadap aturan hukum yang saat ini baru diadakan
pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat, yaitu perlu dibakukannya keberadaan komunitas
peﬁgrajin dalam mengeluarkan sertifikat dan tanggapan kurator
untuk dibakukan dalam hukum positif, sedang out put yang
kedua adalah bahwa komunitas pengrajin, dan kurator untuk
mendirikan suatu badan asosiasi yang bekerjasama kepada
universitas yang lebih menguasai terhadap manajemen dan
pengadministrasian yang kepengurusannya dipadukan dengan

para pengrajin tradisional yang tahu persis akan teknis

~ kerajinan, keberadaan asosiasi pengrajin yang bekerjasama

dengan universitas ini diharapkan dapat mempublikasikan hasil
kerajinan yang baru dan menghantarkan ke pasar untuk
meningkatkan ekonomi. |

Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan
kepadanya, dengan alasan hukum tidak mengatur’®, asas
hukum ini dimaksudkan apabila suatu perkara yang diajukan ke

pengadilan tidak atau belum diketahui peraturan yang mengatur

” Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman,
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perkara tersebut, maka hékim diharuskan untuk melakukan
rechffinding yaitu pencarian hukurh, maka terhadap perkara hak
cipta terhadap penyelesaian perkara'yang sangat singkat, jika
peraturan pemerintah belum mengatur, tidak berarti hakim
Pengadilan Niaga menolak perkara dengan alasan peraturan
pemerintahannya belum ada. Pada saat ini banyak perkara-
pe-rkara hak cipta maupun kajian hak kekayaan intelektual
lainnya yang ditolak oleh Pengadilan Niaga karena peraturan
pemerintah sebagai operasional dari undang—undang nomor 19
tahun 2002 tentang hak cipta belum ada. Hakim untuk itu wajib
menggali hukum yang hidup di masyarakat utamanya budaya
masyarakat pengrajin.

Monopoli dan persaingan fidak sehat yang dilarang oleh
undang-undang, dalam perkara HKI dibenarkan dan
diperbolehkan untuk monopoli, jika dikaji secara cermat bahwa
perlindungan HKI, khususnya hak cipta di bidang kerajinan,
artinya perlindungan terhadap pengrajin di Indonesia masih
sangat terbatas dan minimum, dan mayoritas perlindungan HKI
dilakukan oleh pihak asing, sehingga perlindungan vyang
sebenarnya diperuntukkan HKI dari manca negara, sedangkan
para pencipta, pengrajin dan pemilik HKI Indonesia khususnya
para industri kecil menengah dan usaha kecil menengah kurang

mendapat tempat untuk mendapat perlindungan hak cipta,
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bidang kerajinan karena banyaknya dan maraknya kejahatan
yang dilakukan untuk kofnersial tidak dapat diantisipasi.
Pelaksanaan Azas Hukum Peradilan dengan cepat,
sederhana dan biaya ringan, yang merupakan prosedur dari
hukum acara, dalam acara penyelesaian perkara hak kekayaan
intelektual kh_ususnya hak éipta, bahwa penyelesaian perkara di
bidang hak cipta sangét simpe! karena ada penetapan
sementara, upaya hukum Pengadilan Tinggi ditiadakan, dan
Iarﬁa waktu dalam menyelesaikan perkara dibatasi maksimal
160 hari, hal ini sangat luar biasa dan menganut azas yang
cepat, namun jika dilihat murahnya ternyata dilihat dari biaya
perkara untuk pendaftaran perkara pada Pengadilan Niaga
yang menjadi sentral penyelesaian hak kekayaan intelektual,

jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.

. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur
Aparat Penegak Hukum. -

Dari data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Departemen Kehakiman terlihnat bahwa jumlah
kejahatan di bidang hak cipta baik yang menyangkut térhadap
perkara perdata maupun perkara pidana dari tahun ketahun
mengalamil fluktuasi, namun selalu tindak kejahatan tersebut

cenderung meningkat. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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di bidang Hak Cipta dan Penyidik kepolisian dalam penanganan
hak cipta sesuai data yang tercatat dari penelitian adalah
bahwa kejahatan di bidang‘hak cipta dalam perkara pidana dari
tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, sebanyak 44 perkara,
dari jumlah tersebut penyidikan yang dilakukan oleh pihak
POLRI ada 34. Dari data tersebut ternyata penegakan hukum
yaﬁg dilakukan oleh penyidik POLRI lebih banyak jika
dibéndingkan dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
bidang Hak Cipta, pada hal jika menyangkut penyidika'n yang
sifatnya teknis artinya penyidikan yang menyangkut tentang
kejahatan yang sudah mengacu pada parameter kejahatan
lukisan yang berhak atas suatu ciptaan, maka penyidik Pegawai
Negeri Sipil lebih memahami dan menguasai terhadap perkara
tersebut.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sibidang Hak
Cipta dalam melakukan penyidikan diatur dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor M.04.PW.07.03
tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, menjelaskan bahwa
Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta,

diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
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Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang

Hak Cipta dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R!

setelah mendengar dan pertimbangan Jaksa Agung Republik

indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Hak Cipta mempunyai wewenang :

a.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak

Cipta.

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

meminta keterangan dari pihak atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Hak
Cipta.

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
hak Cipta.

melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan bersama-sama
dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang Hak Cipta.
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f. meminta bantuan a.hli délam rangka _pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidéng Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan
penang'kapan dan atau penahanan. Tanpa mengurangi
ketentuan dalam hal tindak pidana di bidang hak cipta
tertangkap tangan. Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap
teréahgka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan
tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian,
penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penyidik hak Cipta yang melakukan penangkapan segera
melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakihan dan Hak Asasi Manusia setefnpat
untuk mendapat surat perintah tugas penyidikan.

Penyidik hanya dapat dilakukan oleh penyidik Hak Cipta
dengan surat perintah tugas penyidikan Kepala Kantor Witayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan surat perintah Penyidfk Hak Cipta
berwenang melaksanakan tugasnya didalam daerah hukum
Kantor Wiléyah yang bersangkutan.

Penyidikan oleh penyidik Hak Cipta di {ingkungan
Direktorat Paten dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan
surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum

dan Perundang-undangan.
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Penyidik Hak Cipta berwenang :

a. melakukan tugasnya diseluruh‘wilayah indonesia.

b. melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak
pidana di bidang Hak Cipta yang saling berkaitan dan yang
dilakukan didalam daerah hukum danfatau lebih Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dilakukan secara bekerjasama dengan

Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia setempat.

Penyidik Hak Cipta waijib :

a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada
Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang
dilakukan kepada penyidik Kepolisién_

c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan
kebutuhan kepada Penyidikan Kepolisian.

d. memberitahukan kepada penuntut Umum. dan penyidik
Kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan
tertentu yahg dibenarkan oleh hukum. |

Penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan
oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan

Niaga. Penyidik Hak Cipta mengajukan surat permohonan izin

untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua

225 \W



Pengadilan Niaga- ditempat terjadinya tindak pidana Hak Cipta
atau ditempat yang banyak diketemukan barang bukti.

Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepata
Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia
yang tembusannya dikirimkan kepada penyidik Kepolisian
setempat.

Apabila dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta
harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin
terlebih dahulu. Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan
hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat guna
memperoieh persetujuannya.

Barang sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda
sitaan negara setempat dan apabila rumah sedemikian tidak
ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman setempat.

Penyidik Hak Cipta menyerahkan berkas hasil penyidikan

kepada penuntut Umum dan penyidik kepolisian yang memuat :

‘a. sampul berkas perkara

b. daftar isi perkara
c. surat perintah tugas penyidikan
d. resum pemeriksaan

e. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
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f. berita acara pemeriksaan tersangka

g. berita acara pemeriksaan saksi

h. berita acara penyitaan barang bukti

surat izin penyitaan dan Ketua Pengadilan Negeri

daftar tersangka, saksi dan barang bukti

k. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana
;(ang bersangkutan.

Apabilé berita acara yang telah diserahkan dianggap
belum lengkap oleh penuntut Umum, Penyidik Hak Cipta
melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada
Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan dikirimkan, Penyidik
Hak Cipta dapat menanyakan kepada Penuntut Umum tentang
pelimpahan berkas perkara tersebut kepada pengadilan Niaga.

Penyidik Hak Cipta melaporkan kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
bahwa penyidikan telah selesai dilaksanékan dan telah
dilimpahkan kepada Penuntut Umum.
| Kepala kahtor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asaéi Manusia sefanjutnya melaporkannya kepada Menteri
Kehakiman.

Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan

Hak Cipta melaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan
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perundang-undangan bahwa  penyidikan telaH  selesai
dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
selanjutnya rﬁelaporkannya kepada Menteri Kehakiman dan
HAM RI. Penyidik Hak Cipta tertanggung jawab sepenuhnya
atas penyidikan yang telah dilakukannya.

- Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI mempunyai
kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas
penyidikan dan melakukan pembinaan para penyidik Hak Cipta.
Pelaksanaan tugas pembinaan dapat dilakukan dengan bekerja
sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas
penyidikan.

Dari data tersebut terlihat peran dan peranan penyidik
Hak Cipta sangat terbatas kewenangannya, diantaranya

'kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan

. tidak dapat independen artinya kewenangan yang dipunyai

langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak
Cipta, juga dalam keterlibatan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan HAM sangat menghambat kinerja
dari PPNS Hak Cipta sendiri, yaitu dalam hak meilakukan
penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Niaga setempat dan
Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

hal ini akan terhambat jika letak Kantor wilayah terletak jauh
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dari tempat kejadian perkara, hal ini biasa terjadi diluar pulau
Jawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai
negeri Sipil , menurut hasil observasi bahwa semua PPNS di
bidang Hak Cipta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman,
dalam posisi merangkap tugas yang bermacam-macam seperti
keg;ala Tata Usaha, Staf, dan Pemeriksa Hak Cipta, sehingga
tugas penyidikan nyaris menjadi tugas sampingan, hal ini
sangat mempengaruhi hasil kinerja penyidikan yang kurang
berkualitas. Sedang dalam Undang-undang nomor : 19 tahun
2002 tentang hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran di
bidang Hak Cipta merupakan kejahatan, konsekuensinya baik
dilapor maupun tidak, jika pelanggaran penyidik harus aktif
melakukan penindakan dan penyelesaian secara hukum, disisi
lain baik perangkat maupun kewenangan yang ada sangat
terbatas.

Penyidikan di bidang Hak Cipta menuruf data penelitian
lebih banyak dilakukan oleh penyidik POLRI, sedang yang
mengetahui secara teknis adanya pelanggaran di bidang Hak
Cipta adalah PPNS di bidang Hak Cipta, maka penyelesaian
perkara di bidang Hak Cipta nampak tidak sesuai dengan
sasaran, karena lebih banyak difokuskan terhadap pelanggar

kejahatannya yang ditindak adalah pelaku ekonomi bawah,
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sedang para pelaku yang memperbanyak, menggandakan dan
atau mempublikasikan - dengan maksud komersial tidak
tertangani dengan baik, misainya .masaiah pembajakan VCD,
yang banyak dilakukan penangkapan dan penindakan adalah
para pedagang kecil yang hanya sekedar mempertahankan
hidup dalam mencari penghasilan, sedang pihak yang
menggandakan dan memperbanyak secara optimal
diperusahaan-perusahaan jarang sekali ditemui penindakan,

padahal yang dianggap sebagai pelaku kejahatan di bidang Hak

Cipta lukisan apabila melakukan pengumuman, memperbanyak,

penggandaan dan pengalihwujudan lukisan dengan tujuan
komersial.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana
yang dilakukan oleh Hakim. Jika ditinjau dari segi waktu dalam
proses perkara pidana adalah mempunyai standar yang sama,
karené menyangkut terhadap penahanan. kepada para
tersangka, terdakwanya yang diatur dalam Pasal 24 sampai
Pasal 29 KUHAP.

Perjanjian internasional yang diatur dalam TRIPs, dalam
pertimbangannya menyebutkan bahwa HKI adalah merupakan
hak-hak perdata, yang konsekuensinya diselesaikan melalui
perdata, namun dalam menerapan hukum di Indonesia diterapkan

sanksi perdata dan pidana, dan kalau dilihat dari perubahan aturan
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pada Undang-undang Hak Cipta sudah menunjukkan bahwa sanksi
perdata lebih dikedepankan.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata peranan
penegak hukum khususnya hakim, berbeda dengan proses yang
diatur datam KUH Perdata, pertama masalah kewenangan
pengadilan dalam menyelesaikan perkara, perkara perdata di
bidang HKI diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga
dengan menunjuk tempat di Jakarta, ini sudah pengaturan khusus
dan ini sebenarnya melanggar azas hukum yang menyatakan
bahwa penyelesaian perkara cepat, dan murah. Hal ini tidak dapat
terlaksana jika para pihak yang tersengketa ada jauh di Jakarta.
Sedang yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa
penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga, langkah
ini jika dilihat dari penyelesaian perkara dengan cepat, dan murah
sudah mendekati rasa keadilan karena saat ini sudah ada 5
Pengédilan Niaga yang tersebar di indonesia, yang nantinya akan
ada disetiap daerah tingkat dua.

Dalam tenggang wakiu penyelesaian sengketa sangat
berbeda dengan KUH Perdata, karena dalam Undang-undang Hak
Cipta terdapat Putusan Sementara, yaitu pemilik karya cipta yang
merasa hak kepemilikannya dikomersialkan oleh pihak fain baik
dengan memperbanyak, menggandakan, mengkopy. maupun

memplubikasi, maka pemilk karya cipta dapat mengajukan
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permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan segala
aktivitas pelaku pelanggaran Hak Cipta, dan dalam waktu 30 hari
sejak permohonan diajukan Pengadilan Niaga harus sudah
memutuskan perkara tersebut. hal ini merupakan sistem hukum
baru di Indonesia, karena dalam sistem hukum sebelumnya tidak
ada Putusan Sementara, yang ada adalah putusan sela, dan itu
mempunyai arti yang berbeda.

Perlindungan hukum yang berhubungan erat dengan
penegakan hukum, dan ada tiga hal yang ferkait yaitu unsur
penegak hukum, aturan hukum dan budaya masyarakat , hal ini
juga sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman dijelaskan
bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, vyaitu substansi,
struktur dan budaya masyarakat , dari ketiga unsur tersebut, maka
budaya masyarakat yang paling menentukan dalam suatu sistem
hukum akan berjalan atau tidak, dan budaya masyarakat
mencékup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap
hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan
masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak
dari individu yang harus ditegakkan.

Perlindungan Hukum HKI agar dapat memenuhi kriteria
ideal, minimal ada 5 (lima} ketentuan baku yaitu :

a. memiliki perangkat unsur penegak hukum yang memadai.
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b. terdapat pengadministrasian HK! yang dilakukan oleh
pemerintah.
c. ada lembaga asosiasi HK! termasuk di dalamnya konsultan HKI
d. terdapat perangkap peraturan hukum HK] yang memadai
©. masyarakat sadar dan patuh terhadap aturan hukum yang
ada.”™
Dari kelima hal tersebut jika dipahami secara teliti pada
dasamya juga terdapat tiga substansi yaitu yang menyangkut
tentang aturan hukum yang terdiri pengadministrasian HKI yang
dilakukan pemerintah, dan terdapat perangkat peraturan hukum
HKI yang memadai, sedang unsur aparat penegak hukum meliputi
memiliki perangkat unsur penegak hukum yang memadai, sedang
untuk budaya masyarakatnya meliputi masyarakat yang sadar dan
patuh terhadap aturan hukum dan ada lembaga asosiasi termasuk
didalamnya konsultan HKI.
ISebagai upaya tindak lanjut dari perkara / sgngketa yéng ada
maka dilakukan tahap penyelesaian yaitu :
a. Penyelesaian Sengketa
1. Kompetensi pengadilan Niaga
Sebagaimans ditentukan -dalam -Pasal 42, apsbila

Ciptaan didaflar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta i,

™ Lumenta, Perlindungan Hukum HKI di Indonesia, disampaikan pada Acara Seminar
Nasional dengan tema Kebijakan Pemerintah Di bidang HKI di Indonesia, di Kantor Menteri Negarz
Riset Dan Teknologi, 8 Nopember 2001.
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kemudian terdapat pihak lain yang menurut Undang-Undang

Hak Cipta lebih berhak atas Hak Cipta yang telah terdaftar

dapat mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta melalui

Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 telah

ditentukan bahwa Pencipta atau ahli warisnya dapat menggugat

pihak lain yang tanpa persetujuannya :

a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan
itu;

b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaanya;

c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan;

d. Mengubabh isi ciptaan.

Ketentuan dalam pasal 55 tersebut atas dilakukan
dengan tidak mengurangi hak apabila terdapat penyerahan Hak
Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tersebut. Artinya
disini bahwa Undang-Undang Hak Cipta menekankan kepada
Hak 'Cipta yang diperoleh Pencipta atas karya cipta / ciptaan
tersebut merupakan bagian dari Pencipta atau dengan kata lain
walaupun Hak Cipta tersebut telah diserahkan atau dialihkan
dalanﬁ bentuk apapun Pencipta mempunyai integritas yang
melekat atas karya cipta / ciptaan tersebut.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti
rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak

ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang
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diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu. Pemegang Hak
Cipta agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan atau
pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum
Hakim menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah
'kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar,
Hakim dapat memerintahkan pelanggar Hak Cipta untuk
menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau perbanyakan
ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak
Cipta: Akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilakukan
Pemegang Hak Cipta terhadap Ciptaan yang berada pada
pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut
semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk
suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan
dengan kegiatan komersial (Pasal 57).

Disamping itu berkaitan dengan Perlindungan Hak
moral secara khusus Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan
dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran atas
Hak Moral, yaitu Pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut
Pemegang Hak Cipta atas tidak dicantumkannya nama
Pencipta dalam suatu ciptaan.

Dalam pasal 60 UU No. 2002, sebagaimana pengaturan

penyelesaian sengketa dan kompentensi Pengadilan dalam
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Undang-Undang HAKI lainnya, Undang-undang no.19 tentang
Hak Cipta ini, juga mengatur bahwa kompentensi untuk
menyelesaikan sengketa perdata/ bisnis terietak pada
Pengadilan niaga. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta yang
telah diajukan kepada ketua pengadilan Niaga, apabita telah
terdaftar maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
‘setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan niaga mempelajari
gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas
gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Dalam pasal 61, Acara Pemanggilan para pihak dilakukan
oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) Hari setelah gugatan
didaftarkan. Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 59
telah ditentukan bahwa gugatan yang diajukan kepada
pengadilan niaga, wajib diputus oleh pengadilan niaga datam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
g'ugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan,
tetapi datam paéal 61 ayat (2) dapat dikecualikan atas
pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut atas
persetujuan Ketua Mahkamah Agung, pengecualian ini dengan
perpanjangan proses pemeriksaan di Pengadilan niaga paling
fama 30 (tiga puluh) hari. Setelah terdapat putusan, selanjutnya

isi putusan Pengadilan niaga, wajib disampaikan oleh juru sita
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kepada para pihak paling tama 14 (empat belas) dari setelah
putusan atas gugatan diucapkan. |
Dengan tidak membatasi berlakunya Hukum Formal
(Acara) Perdata yang dilakukan dalam praktek proses
pemeriksaan di pengadilan, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta terhadap Putusan Pengadilan niaga atas gugatan
'mengatur secara khusus dengan ketentuan (pasal 61 ayat (3) :
+ Putusan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut;
¢ Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka unfuk
umum; dan
+ Apabila diminta oleh Penggugat, Putuéan Pengadilan Niaga
dapat dijalankan teriebih dahulu meskipun terhadap

putusan tersebut suatu upaya hukum.

2. Upaya Hukum Kasasi

Sebelumnya dalam UU No.12 Tahun 1997, apabila
terdapat pelanggaran atau sengketa Hak Cipta, maka upaya
hukum yang dapat dilakukan vyaitu upaya Banding ke
Pengadilan Tinggi. Tetapi sebagaimana juga telah ditentukan
sama dengan peraturan hukum HAKI fainnya (Paten, Merek,
Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu) bahwa upaya hukum untuk Hak Cipta, ditentukan

dalam Pasal 62 Undang-Undang No.19 Tahun 2002, upaya
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hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang
keberatan atas putusan Pengadilan Niaga yaitu upaya hukum
kasasi. Pemberlakuan upaya hukum kasasi ini, berguna bagi
pencari keadilan agar terdapét Putusan Pengadilan yang cepat
dan berkekuatan hukum atas putusan Kasasi Mahkamah
Agung.

“ Permohonan upaya hukum kasasi, diajukan paling lama
14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang
dimehonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para
pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan niaga yang
telah mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah
memutus gugatan tersebut.

Panitera mendaftar permohohan kasasi pada tanggal
permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon
kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh
palnitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya berikut ini kami kutipkan dari pasal 63 dan
pasal 64 UU No. 19 Tahun 2002, sebagai hukum acara khusus
terhadap upaya kasasi atas putusan Pengadilan Niaga untuk
perkara Hak Cipta.

Pasal 63 |
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi

kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
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tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan perniohonan kasasi dan memori
Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak
termohon kasasi paling lam 7 (tujuh) hari setelah memori
kasasi diterima oleh panitera.

“(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi
kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari seteléh
tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib
menyampaikan konfra memori kasasi képada pemohon
kasasi paling lama 7 (tujuh) hari séte!ah kontra memori
kasasi diterima oleh panitera.

(4)'Panitera wajib mengiimkan berkas perkara kasasi ‘yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14
(empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lama (7{tujuh) hari setelah
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan afas permohonan kasasi mulai
dilakukan patling tama 60 (enam puluh) hari setélah

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
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(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pértimbangan
hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
-dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung waijib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari
setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (ﬁma) kepada pemohon
kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari

setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

3. Kesepakatan : Arbitrase & Adr (Alternatif penyelesaian
Sengketa)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, bahwa selain
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak
dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa. Sekali lagi bahwa
pengaturan penyelesaian sengketa via Arbitrase dan ADR ini,

adalah sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang HAKI
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lainnya (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang,
desain Tata Letak Sikuit Terpadu).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa adéléh dasar pengaturan
alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagai suatu
hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak
'ingin menyelesaikan sengketanya harus mengacu dan tunduk
pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam UU No.
30 Tahun 1999, bukan tunduk pada Undang-Undang Hak Cipta.

Secara singkat Alternatif penyelesaian sengketa (ADR)/
Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda mendapat melaiui prdsedur yang disepakati
bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara {pasal 1 butir 10 ‘UU No. 30 Tahun 1999) :

*  Konsultasi,

= Negosiasi,

* Mediasi,

= Konsultasi, atau

* Penilaian ahli.

Dengan {andasan hukum bagi pelaksanaan alternatif
penyelesaian sengketa / ADR inilah, maka pemberian kepastian
hukum .bagi berlakunya fembaga penyelesaian alternatif di iuar
pengadilan‘ yang diharapkan prosedur informal dan efesien. Di

lain pihak hal ini memberikan kemudahan bag masyarakat
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untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme
penyelesaian konfliknya sendiri khususnya tentang Hak Cipta
dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul.

Pengertian Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
sengketa, telah dikefahui sebagai suatu institusi atau lembaga
‘yang dipilih pada pihak yang “mengikat”, apabila timbul beda
pendapat atau sengketa. Mengikat berarti terdapat perjanjian
yang dibuat tertulis dan arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang muncul
yang akan muncul antar para pihak.

Dengan demikian Arbitrase atau alternatif Penyelesaian
sengketa atau (ADR) oleh Undang-Undang bertindak sebagai
lembaga independen untuk pényelesaian sengketa Hak Cipta
oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan khusus
beylakunya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh
Undang-Undang mempunyai ketentuan bentuk sengketa yang
dapat diselesaikan, yaitu :

1. Sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang
perdagangan; dan

2. Menurut peraturan perundang-undangan sengketa atau
beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya

“‘damai” (perdamaian).
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b. Pelaksanaan Pidana Hak Cipta

1. Hukuman Pidana

Sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Cipta juga
diberlakukan - di Indonesia dimana para pelanggar dengan
sengaja melanggar Hak Cipta pihak lain. Perundang-undangan

Hak Cipta Indonesia memberiakukan beberapa sanksi yang

'cukup serius untuk salah satu bidang kerangka kekayaan

intelektual ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66, bahwa Hak
untuk mengajukan gugatan untuk perkara perdata/niaga yang
dilakukan oleh Penggugat, tidak mengurangi hak penggugat
menjadi penuntut yang memberikan kombetensi kepada negara
sebagai hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap
pelanggaran Hak Cipta.

Ketentuan mengenai sanksi pidana pidana atas
pelanggaran Hak Cipta ini diatur dalam Bab Xlii pasal 72
sampai dengan Pasal 73. Berikut ini kami kutipkan beberapa
ketentuan mengenai sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU No. 19
Tahun 2002, yaitu :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak metakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta



rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun
danfatau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum ‘suatu ciptaan
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
-memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial
suatu Program Komputer dipidana déngan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun danfatau denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mifiar
rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal
20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar

Pasal 25 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 2 (dua) tahun danfatau denda paling banyak
Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar
Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000

,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar

Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun danfatau denda paling banyak Rp. 150.000.000
,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar
Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(ima) tahun danfatau denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindakan pidana
Hak Cipta atau Hak Terkait serta Alat-alat yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oieh
negara unfuk dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) di bidang
seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak
dimusnahkan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal

48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

245



masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau aenda
paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danfatau denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pinalti ini
dikenakan bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa

hak mengumumkan (publishing) atau memperbanyak

(reproduction) suatu ciptaan,

Memperbanyak (reproduction):

Ini merupakan hak dasar dari pemegang hak cipta. Pemegang
hak cipta berhak menyalin karyanya dalam bentuk apapun
(contoh dengan, menfotokopi, mengetik, menyalin dengan
tangan, men-scan-nya ke dalam kombuter, atau membuat
rekaman).

Mengumumkan (Publishing) :

Pemegang hak cipta atas karya sastra, drama, musik
dan karya artistik mempunyai hak untuk mempubiikasikannya
untuk pertama kalinya.

Dalam barang siapa sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, menjual kepada umum untuk ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).
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Pengertian menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
penjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta, atau Hak Terkait (neighboring rights)
dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan mengumumkan Hak
Cipta atau Hak Terkait milk pihak lain tanpa ijin atau

persetujuan Pemegang Haknya untuk kegiatan yang

"menghasitkan keuntungan atau bersifat komersial (economic

crime activities).
Mempertunjukkan dan menyiarkan, Hak Cipta milik pihak fain

dikualifikasikan sebagai tindak pidana ini, yaitu :

Mempertunjukkan karya pemilik hak cipta di bidang sastra,
drama, dan musik mempunyai hak uﬁ{uk mempertunjukkan
karyanya di depan umum. Pemilik hak cipta di bidang
rekaman suara mempunyai hak untuk
memperdagangkannya di depan umum. Hal ini termasuk
memainkan lagu-lagu yang dilindungi hak cipta di restoran-
restoran atau memperdagangkannya di depan umum.

- Hak menyiarkan karya kepada khalayak : untuk karya
sastra, drama dan musik, rekaman suara dan film
sinematografi, pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif
untuk menyiarkan karyanya. Hak untuk membuat adaptasi :
pemilik dari hak cipta atas karya sastra, drama atau musik
mempuniyal ak untar Wwembual adaplasi atas Raryanya

2l - . . s 2}
{comoh | efemanan, dramatisasi).
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Diapcam dengan pidana penjara maximum 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi barang siapa yang
melianggar Pasal 17, dimana dalam pasal 17 ini ditentukan
bahwa ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan
pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara,

kesusilaan serta ketertiban umum.

2. Penyidikan (Investigation)

Mengenai penyidikan dalam diatur daiam Bab XI pasal 71

|
yang ditentukan bahwa selain Penyidikan Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di
lingkungan departemen yang lingkup ;tugas dan tanggung
jawébnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Hak Cipta.

Penyidik diberi wewenang sebagaimana ‘juga dimaksud

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana. Kewenangan penyidik, yaitu (pasal 71 ayat (2) UU No.
19 T?ahun 2002) : ‘

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

: keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

|
. Hak Cipta .

|
|
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. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
Hak Cipta;

. Meminta keterangan' dari pihak atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan,
dan dokumen fain berkenaan tindak pidana di bidang Hak
Cipta;

. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain;

Melakukan penyitaan bersama—éama dengan pihak
Kepolisian terhadap badan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di
bidang Hak Cipta; dan

. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana.

Perlu kami ketengahkan disini, dengan adanya beberapa

perubahan dengan penambahan ketentuan dari penegakan
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hukum Hak Cipta diatas, karena kewajiban dasar dan tuntutan
perdagangan internasional khususnya TRIPs Agreement yang
bernuansa agar penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat cepat
selesai.

Pengaturan hukum Acara yang tercantum dalam Undang-
Undang Hak Cipta (UU No.18 Tahun 2002) menjadi  “lex
spesialis” terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku.
Walaupun ketentuan ini dalam praktek litigasi (Pengaditan) masih
menggunakan Hukum Acara Perdata yang sekarang ada.

Beberapa ketentuan baru tersebut masih perlu pengujian
dalam praktek (test cases), karena memang sebelumnya belum
dikenal dalam hukum positif acara Perdata di Indonesia,
khususnya pelaksanaan penetapan sementara pengadilan dalam
hal sebelum atau berbarengan perkaranya didaftarkan di

Pengadilan.

3. Buda.ya masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap
Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam produk Undang-undang beserta penegakannya
rakyat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat terutama
‘pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta baik di Bali dan
Juwana. Barangkali di daerah di Indonesia ini yang mempunyai
sifat penofakan terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta.

Ada nilai tradisional yang tidak tercover dalam Undang-undang
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Hak Cipta. Nilai yang dianut masyarakat pengrajin Kuningan

Juwana.

3.1 Nilai Yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan
Juwana

Berdasarkan penelitian nilai yang dianut oleh masyarakat
pengrajin kuningan Juwana dalam kehidupan bermasyarakat
maupun berproduksi adalah sangat kental dipengaruhi oleh
budaya Jawa. Karena sebagian besar pengrajin kuningan
Juwana bermukim di pedesaan maka nilai-nilai dan budaya
masyarakatnya berbasis budaya Jawa orang pedesaan.
Budaya gotong-royong, sambatan (membantu tenaga dengan
suka rela), jagong (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang tak
dapat dipidahkan dari kehidupan para pengrajin kuningan
Juwana. Hidup rukun bertetangga merupakan mutlak harus
dilakukan, karena mereka memandang Hak Cipta tidak lebih
‘dari aturan yang memaksa mereka. Mereka memandang
dengan heran aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang
Hak Cipta, mengapa mesti diatur.

Tidak aneh apabila masyarakat pengrajin kuningan
Juwana merasa heran, atas kehadiran Undang-undang Hak
Cipta yang mengatur cipta mereka. Baik teknik, bentuk, design,

maupun coraknya kerajinan kuningan Juwana sudah begitu
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apa adanya sejak leluhur mereka membuat. Mereka
menganggap bahwa kerajinan kuningan adalah milik bersama
dan baik diproduksi oleh siapa saja, asal bisa membuat. Untuk
itu semua diserahkan pada masyarakat pembeli untuk memilih
produk dan merk apa mereka pilih. Untuk itulah keberadaan
Undang-undang merk lebih mereka butuhkan. Merk lebih
méncerminkan milik pribadi, sehingga pemilik merk dapat
menegur pengrajin lain yang memakainya tanpa _ takut
kerukunan hidup bertetangga menjadi terganggu. Mereka
menganggap bahwa mereka bukan merupakan warisan leluhur,
melainkan hal yang ada karena diusahakan oleh mereka
sendiri. Jadi ungkapan orang jawa yang biasa kita dengan
yaitu “Sinten ingkang ndamel nggangge, sinten ingkang nanem
ngunduh” (artinya orang yang menghasikanlah yang akan
memakainya dan orang yang menanam yang akan memetik_
hasilhya), hal ini lebih pas dituangkan pada keberadaan merk.
Tidak menolak adanya pemilihan merk secara individu.
Gejala yang demikian tentu saja merupakan hal yang baruy,
mengingat Undang-undang merk pun merupakan tradisi barat
yang ditransfer melalui Undang-undang merk di Indo'nesia.
Apabila ada pelanggaran tentang Hak Cipta dan merk,
yang merasa dirugikan hanya cukup menegur dengan nada

bercanda  (Jawa : gojegan) terhadap mereka yang menjiplak
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atau memakai merk mereka. Sehingga hubungan tetangga
masih terjaga kerukunannya. Pernah ada pengusaha yang‘
merasa Hak Cipta dan hak merknya dipakai pengrajin 1ain
(dipakai lebih dari 2 pengrajin), pengusaha tersebut
menyelesaikannya dengan membawa aparat kepolisian.
Akibatnya, banyak barang kerajinan disita aparat kepolisian.
Ha;l ini berakibat tegangnya kerukunan hidup bertetangga,
misalnya pengrajin yang membawa aparat kepolisian tersebut
menjadi terkucil dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dia
tidak berani menetap di Juwana. Akibat-akibat yang demikian
tentu saja tidak terfikir oleh para pembuat Undang-undang
tersebut.

Koentjaraningrat " mengungkapkan “bahwa suatu nilai
budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak,
juga bisa dipengaruhi tindakan manusia secara langsung.
Kecuali itu suatu nilai budaya bisa juga menyebabkan
timbulnya pola-pola cara berfikir yang tertentu pada individu
vyang bersangkutan. Untuk menyebut suatu contoh ada nilai
budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam

kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada

™ Koentjaraningrat, 1990, Rintangan Mental dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia.
Dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogya, 1990. Sosiologi Pedesaan Jilid I, Yogyakarta : Gadjahmada
University Press. Hal 16-17,



sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap
sesamanya.

Jadi pandangan nilai baik dari budaya masyarakat, bisa
mem'pengaruhi tindakan manusia baik secara langsung
maupun melalui pola-pola cara berfiki. Namun demikian,
sebagai suatu sistem tfata kelakukan yang abstrak, dalam
ke“nyataannya suatu sistem nilai budaya itu, terperinci bagi
kedalam apa yang disebut norma-norma, dan norma-norma
inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang
sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan dalam
masyarakat.

Di dalam setia sistem kemasyarakatan terjadi hubungan
antara pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan

kelompok (dan sebaliknya). Hubungan demikian tersebut

'interaksi sosial, yang menyangkut proses saling mempengaruhi

antara pihak-pihak yang berinteraksi.

Apabila terjadi interaksi sosial yang berulangkali
sehingga menumbuhkan pola tertentu, maka akan timbul
kelfompok sosial. kelompok sosial merupakan himpunan atau
kesatuan orang-orang yaﬁg mempunyai kepentingan bersama
yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota
merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan

yang utuh.
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Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok
sosial tersebut cenderung menghasilkan kebudayaan.
Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta dan hasil
rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya
merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan
kebendaan atau kebudayéan material. Hasil cipta dan karsa
merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan material.
Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa
‘menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan
kaidah-kaidah atau norma-norma.

Sistem norma di dalam masyarakaf merupakan patokan
untuk berperilaku secara pantas (berhoorlijk). Norma-norma
tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan
‘pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yvang kesemuanya
mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan
lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan (Social
Institution).

Norma-norma yang rﬁenjadi patokan perilaku manusia
menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap
hal-hal tertentu pula. Penilaian atau penghargaan tersebut
menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat.

Artinya, pihak-pihak yang memiliki hal-hai yang dihargai oleh
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masyarakat lazimnya menduduki posisi tertinggi di dalam
sistem lapisan sosial, yang dinamakan stratifikasi ataﬁ lapisan
masyarakat.

Pengaruh-pengaruh budaya asing barangkaii menjadikan
perubahan ataupun tidak. Apabila seseorang mempelajari
perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana
perubahan dalam masyarakat ini bergerak. Demikian juga
masyarakat Juwana dengan {ahimmya Undang-undang Hak
Cipta, walaupun tidak banyak juga menimbulkan perubahan-
perubahan di dalam menyimpulkan suatu tatanan berproduksi
kerajinan kuningan. Yang jelas, p;érubahan kuningan
cenderung turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi
setelah meninggalkan faktor ini, mungkin perubahan itu
bergerak kepada sesuatu bemtuk vang sama sekall bary,
namun mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang
sudah ada di datam waktu yarng iarmpau.

Perubahan Rultor mmasyarakat akan menimbuikan
terhadap masyarakat itu sendiri. Permangguiangan tersebut
dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor
pernbangunan maupun masyarakat yaing sedang mermbanguin,
mengmgmkan akibai-akibal yang posii dan  perubaivery

permbangunan  tersebul.  pembangunan  univk  masyarakat



mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memeriukan
disfusi yakni benyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut,
sampai warga masyarakat menentukan untuk menerimanya
(adoption) termasuk budaya barat yang dimasukkan dalam
Undang-undang Hak Cipta, untuk itu perlu ditinjau secara
sosiologis. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang
didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar
kelompok serta hubungan antar manusia, dengan kelompok di
dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Pihak-pihak
tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentukiah
kepribadian-kepribadian tertentu sebagai ékibatnya.

Proses saling mempengaruhi melibatkan usnur-unsur
yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap
salah dan buruk. Unsur-unsur masalah vyang Ilebih
berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak
penerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima
mampu menyaring unsur-unsur fuar yang diterimanya melalui
proses pengaruh mempengaruhi.

Di dalam proses interaksi yang melibatkan semua unsur,
terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu
kegiatan yang bertujuan semua pihak menaruh kaidah-kaidah

dan nilai-nilai yang berllaku dan dianut oleh masyarakat.
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Tujuan akhir dari semua itu adalah agar manusia bersikap
sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta

agar yang bersangkutan saling menghargai.

3.1.Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Juwana Dalam

Mgrespon Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan penelitian bahwa budaya Jawa dan sistem

-budaya Agami Jawi yang menekankan hidup rukun sesama

tetangga feposeliro, ewuh pekewuh, gotong royong dan lain

sebagainya, kehadiran 'Undang-undang Hak Cipta direspon
negatif oleh sebagian besar oleh pengrajin Kuningan Juwana,
hat ini ditunjukkan dari :

- Tingkat pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana tentang
Hak Cipta dan Undang-undang Hak Cipta sangat minim.
Sebagian besar masyarakat Juwanan pada umumnya dan
péngrajin kuningan khususnya tidak mengetahui kehadiran
Undang-undang Hak Cipta, apa itu Hak Cipta dan apa
kegunaan hak cipta dan apa gunanya Undang-undang Hak
Cipta. Hal ini bisa dipahami bahwé hak cipta merupakan hal
yang abstrak, sedangkan masyarakat Jawa khususnya dan
masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya
konkrit. Hal ini membuktikan bahwa Hak Cipta tidak begitu

dimengerti dan dihargai oleh masyarakat Juwana. Berbeda
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dengan hak merk yang kelihatan secara konkrit, yang tentu
saja lebih sesuai dengan hukum adat indonesia yang
menganut hukum adat konkrit.”®

Tingkat kesadaran pengrajin kuningan Juwana terhadap'
pendaftaran terhadap Hak Cipta yang masih sangat kurang,
bahkan sampai saat ini pendaftaran Hak Cipta belum
pernah ada di Juwana. Ada upaya memonopoli terhadap
karya cipta mereka terhadap karya cipta terutama para
pengrajin besar, tetapi masih sahgat terbatas pada
memahami akan hasil produksi mereka, hal ini barangkali
terbentur budaya Jawa ewuh pekewuh (sungkan) terhadap
tetangga sendiri.

Tingkat pembajakan/peniruan terhadap karya cipta orang
lain yang masih tinggi. Hal ini barangkali disebabkan oleh
budaya Jawa yang menganggap bahwa karya cipta
kerajinan kuningan merupakan hasil dari nenek moyang
mereka. Siapapun boleh membuat asal mampu. Mereka

para pengrajin biasanya memesan pada pembuat cetakan

" Hukum adat Indonesia pada umum menganut budaya konkrit artinya harus ada bentuk
yang nyata, misalnya dalam mengadakan perjajian harus ditkuti panjar atau pamingset. Berbeda
dengan budaya hukum dari barat yang bersifat konsensus, Disebutkan pada pasal 1320 BW bahwa
sahnya perjanjian apabila ada konsensus para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi analisis
penulis berbeda budaya hukum Indonmesia (hukum adat) yang menganut hal yang konkrit lebih
dihargai/direspon dari hal yang abstrak seperti halnya hak cipta.
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kerajinan kuningan berdasarkan yang pernah dilihat di
televisi atau di majalah.

Pandangan masyarakat Juwana terhadap Hak Cipta
juga didasari sebagian keyakinan orang Jawa yang beragama
Agami Jawi memandang bahwa Tuhan adalah sang pencipta
dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia
dr—.;n seluruh alam semesta (ngalam donyo). Untuk saat
sekarang kehiduipan beragama, terutama agama Islam telah
mewarnai kehidupan bermasyarakat di Juwana yang
menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hai yang
diperintah agama.

Hak Cipta dianggap tak ada kalau pun ada itu hak
semua orang khususnya kerajinan kuningan Juwana. Faktor
yang demikian inilah yang sebetulnya tidak di sukai oleh orang-
orang barat (baca = kapitalis) sehingga dengan berbagai cara
mereka melakukan pentrasi budaya mereka budaya Indonesia,
khususnya di Jawa, sehingga lahirlah Undang-undang Hak
Cipta Indonesia.

Jika kita ingin mengetahui budaya Jawa sebagai dasar
kehidupan bermasyarakat kita harus bertolak dari kehidupan
masyarakat pedesaan, petani pedesaan, dan hakekat hidup
orang desa, termasuk dalam memahami suatu produk Undang-

undang terutama Undang-undang Hak Cipta.
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Hasil karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu
pengetahuan yang sekarang mudah untuk di reproduksi
dengan meniru, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain
masih harus tetap dilindungi dan penggandaan tanpa izin dari
yang berhak. Pe‘rlindungan Hak Cipta yang memadai akan
mendorong lebih banyak dan lebih baik lagi hasil kreasi
iniefektuai manusia dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan.
Lalu, bagaimana cara melindungi karya cipta tersebut.

Persoalan yang mendasar harus dipecahkan dalam
memberikan perlindungan Hak Cipta pada abad informasi ini
adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi
yang sangat cepat. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan
menyebabkan hukum ketinggalan jaman, karena itu perangkat
hukumnya berlu disempurnakan sehingga lebih luwes dalam
penefapannya. Ruang gefak yang lebih besar perlu diberikan
kepada pengadilan dalam menafsirkan aturan-aturan pokok
dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan lebih besar lagi apabila produk Undang-
undang tersebut dihadapkan pada budaya masyarakat
setempat. Pada penelitian ini mengambil Social Setting budaya
Jawa sebagai basic budaya masyarakat pengrajin Kuningan

Juwana.
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Produk Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No.6 tahun
1982, UU No. 7 tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997 dan
Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
merupakan produk yang sangat individualistik, sedangkan
budaya lingkungan di Jawa merupakan komunal, yaitu gotong
royong.

- Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong
royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan
dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga
pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi
bercocok tanam di sawah. Untuk keperlyan itu, dengan adat
sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta
beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya
dalam mempersiapkan sawahnya. Untuk masa penanaman
yang baru (memperbaiki saluran-saluran air ‘dan pematang-
pemétang, menyangkui, membajak, menggaru dan
sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harﬁs menyediakan
makan siang fiap hari kepada teman-temannya yang sedang
membantu itu, ‘selama pekerjaannya berlangsung, kompensasi
lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus
mengembalikan jasa itu dengan demikian sistem gotong
royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga seperti itu,

amat cocok dan fleksibel untuk teknik bercocok tanam yang
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bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang
belum masuk ekonomi pedesaan. Tenaga tambahan dapat
dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan {agi bila
pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-
menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya
dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang
sa;wah vang berdekatan letaknya.

Kecuali dalam sambatan dalam produksi pertanian,
aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas
kehidupan masyarakat yang lain, ialah :

1) Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggat
berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah
dan pekarangan, misainya : menggali sumur, mengganti
dinding bambu dari rumah, membersihkan rumah dan atap
rumah dari hama tikus dan sebagainya.

2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan
kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat)
untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau
upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada
lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran,
pelepasan tali pusar, kontak pertama dari bayi dengan
tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk

pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya).
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3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk
membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk
desa mengalami kematian atau bencana.

Diantara keempat bentuk aktivitas tolong menclong
tersebut diatas, yaitu sambatan, guyonan, njurug dan tetulung
fayar, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang
ménjiwai keempat aktivitas itu. Sambatan dilakukan dalam
suasana vyang tidak spontan, rﬁelainkan dalam suasana
memperhitungkan jasa dan konpensasinya secara tajam dan
berazas guna, demikian juga dengan guyuban, walaupun
suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat
sudah lebih banyak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih
yang paling besar tampak dalam peristiwa fefulung layar, pada
waktu yang membantu orang lain pada peristiwa adanya
kematian dan bencana.

Demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu
sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan
ruang lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam
batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan
kekerabatan itu berfungsi luas dalam masyarakat desa seperti
misalnya prinsip-prinsip ikatan suku dalam masyarakat nagari
di Minangkabau, atau prinsip ikatan marga dalam masyarakat

kuta di Batak, toba, atau prinsip-prinsip ikatan dadia dalam
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masyarakat banjar di Bali Selatan, maka konsep sama-tinggi-
sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa
dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam
desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak
mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa
sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh
su-atu nilai-budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke
atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang
senior dan sebagainya.

Budaya suatu masyarakat terhadap suatu produk
Undang-undang sangatliah terkait dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah ilaku
manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya,
artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji
serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-
peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya
adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk
memberikan  perlindungan kepada  seseorang, untuk
mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu dan sebagainya. |

Hal yang paling utama adalah faktor manusia dalam
hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila dilibatkan

tingkah {aku manusia, maka ia sesungguhnya hanya
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merupakan suatu kelanjutan saja dari metode vyang dipakai.
Dalam perumusannya secara negatif, metode ini menolak cara
pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera
secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu. Metode yang
disebut belakangan ini, yaitu yang lazim disebut sebagai
normatif, dogmatif, bertolak dari keharusan-keharusan yang
te}cantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai
kenyataan. Dengan demikian maka diabaikanlah keterlibatan
manusia di dalam pembicaraannya.

Metode yang dipakai yaitu bertolak dari keinginan
untuk mengetahui dengan sesungguhnya, bagaimana hukum
itu ditegakkan. Baginya rumus-rumusan dalam hukum sekedar
dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang
ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang
terjadi dalam penegakan hukum itu. la ingin mengetahui
bagaimana hukum itu dijalankan, persepsi mengenai
penegakan hukum itu, motif-motif apakah yéng sebenarnya
melatar-belakangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum
itu, seperti hakim, polisi dan sebagainya.

Dalam perspektif penguraian masalah penegakan
hukum, penegakan hukum itu akan diamati sebagai suatu
proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu proses sosial.

apabila penegakan hukum dilibatkan sebagai suatu proses
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yang demikian itu, ia kita lihat sebagai suatu proses yang
tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan
hukum dan ketertiban. Dalam proses itu ia tidak kita lihat
sebagai proses yang tertutup, melainkan yarng melibatkan
lingkungannya.

Dengan istilah melibatkan lingkungan itu diartikan baik
pénegakan hukum sebagai kegiatan vyang ‘menarik
lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun yang harus
menerima  pembatasan-pembatasan  dalam bekerjanya
disebabkan oleh faktor lingkungan di situ. Oleh karena itu,
nanti akan kita lihat, betapa penegakan hukum itu bertukar aksi
dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran
aksi dengan unsur manusia sosial, budaya, politik dan banyak
lagi fainnya. Dalam konteks proses yang demikian itu,
sebetuinya kita tidak bisa menentukan kapan penegakan
hukum itu mencapai titik akhirnya, karena proses itu berputar
secara terus-menerus. |

Gambaran mengenai penegakan hukum di dalam
masyarakat yang berkompleks itu, seperti yang diuraikan

Chamblish atau Seidman dalam Satjipto Rahardjo, ™®:

7 _Satjipto Raharjo, tt.Op.Cit. Hal. 60-61.
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Komplikasi suatu masyarakat dimulai oleh pembagian
sumber-sumber daya di situ yang kemudian menimbulkan
strukturisasi kekuasaan. Di situ dijumpai golongan yang
memperoleh kekuasaan lebih besar dibanding dengan yang
fain dan oleh karena itu juga bisa mendapatkan kekayaan

ekonomi dan pofitik yang iebih besar. Terciptalah suatu

periapisan dalam masyarakat berupa perbedaan dalam

Kedudukan-kedudukan sosial, politik dan ekonomi.
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sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan
menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak

dijalankan.

. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-

badan yang tersusun secara birokrasi. Tujuan-tujuan

badan-badan itu dinyatakan secara formal dan jelas,

sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-

masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah
ditentukan dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga

dituliskan secara jelas.

. Penyusunan secara forma-birokrasi seperti itu menimbulkan

tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai

dengan peranan yang telah dirumuskan secara formal itu.

. Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang

bersifat hukum dan rasional. Dalam sistem yang demikian
itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-
kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama

bagi siap saja.

. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan

kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki, agar
mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama

terhadap setiap orang.
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9. Sesuai dengan kerangka penerapan hukum sebagaimana
diuraikan pada butir-butir terdahuiu, maka apabila para
pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dafi
lapisan-fapisan sosial yang berbeda-beda, maka bisa
dipefkirakan, bahwa tindakan atau peranan yang mereka
lakukan akan berbeda dari pada yang tertera secara formal
l dalam peraturan-peraturan.

Orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang

hakekat karya mereka, tentang pekerjaan dan arti .dari hasil

upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus
berikhtisar dan bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada
pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja tiap
hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan

bekerja keras itu, mereka akan tfampak heran dan tidak

‘mengerti, mereka akhirnya akan menjawab bahwa mereka

bekerja keras agar mereka dapat makan (ngupaya-upa).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada

-suaty -ungkapan yang bisa kita -dengar, seperti “sinten ingkang

ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh (artinya;
orang menghasilkaniah yang akan memakannya, dan orang
yang menanam yang akan memetik hasilnya), maka biasanya
ia beraksi, ia hanya akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk

akal, karena tiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.
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Para penduduk desa yang agak terpelajar pendapat
yang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya
daya upaya manusia mereka berhubungan dengan pahala,
sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh di dunia akhirat
kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu
kurang iebih sama dengan apa yang ada dalam agama islam.

‘ Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan
dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling
penting bagi orang desa maupun priyayi adalah masalah dasar
mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang
kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa
mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah laku dan adat sopan
santun orang Jawa memang sangat berorientasi secara
koleteral. Hal yang sanga't menonjol dalam cara berpikir seperti
itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia,
dan bahwa ia selalu dapat mengharapkan bantuan dari
sesamanya, terutama para kaum kerabatnya, yang sebaliknya
juga mengharapkan hal yang sama dari mereka.

Dengan demikian ia wajib menjaga hubungan baik
dengan mereka dan para f{etangga dekatnya, dengan
senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak
mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak

mungkin - berusaha menempatkan dirinya pada keadaan
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mereka, yailtu tenggang rasa dengan mereka (fepa salira).
Datam suatu komuniti kecil hal ini tentu saja mewajibkan orang
untuk berltaku seragam (conform) dengan sesamanya. Hal
mana sudah jelas mengganggu kehidupan pri'badinya.
Masyarakat Jawa pada umumnya, dan secara khusus
penduduk daerah pedesaan, tidak‘ memiliki suatu sistem
kékerabatan yang kaku strukturnya, terutama dalam hal fungsi-
fungsinya sebagai suatu korporasi, seperti misainya mengatur
dan mewariskan hak milik. Mereka gemar berkumpul, misalnya
pada -pesta dan perayaan keluarga, dan karena itu hanya
kidred dengan fungsi-fungsinya yang bersifat kadangkala saja
yang merupakan kesatuan kerabat yang penting. Para anggota
kindred pada umumnya berada di dalam komuniti mereka
sendiri, walaupun akhir-akhir ini  jumlah orang yang
meninggatkan komunitinya untuk pergi ke kota makin
betambah saja. Rangkaian perayaan yang diselenggarakan
sepanjang lingkaran hidup para anggota senio}, serta upacara-
upacara nyadran yang diselenggarakan untuk merawat makam
para cakal-bakal atau nenek-moyang pendiri komunitas,
dengén demikian merupakan alasan untuk mengadakan pesta
dan perayaan yang mengintensifkan solidaritas antara para
anggota suatu kelompok kerabat. Pada pesta dan pertemuan

seperti itu mereka lebih banyak menikmati berada di antara
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para anggota kerabat mereka, daripada menikmati hidangan
yang fersedia. Mangan ora mangan, nek kumpul, “biar tidak
makan, asal saja bisa kumpul, kata mereka.

Ungkapah di atas itu kemudian berubah arti dan
tujuannya, Ialu menjadi penghambat bagi orang yang akan
pergi meninggalkan desanya untuk menetap di tempat lain.
Pa;ra orang tua berusaha mencegah anak-anak muda mereka
untuk turut bertansmigrasi dengan menyebutkan alasan
tersebuf. namun mereka tidak berkeberatan apabila generasi

muda, desanya bermigrasi ke kota hanya berdasarkan

gehah dengan demikian degsa mereka macih

1 n
{inakunnan vann ary, di manz ia berharan zkan danatf
manatan nints catarienys diharankan Aanat totan
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“Wonten sekedhik dipundum sekedhik, wonten kathak inggih
dipandum kathak”, yang artinya “bila hanya ada sedikit,
masing-masing akan mendapat bagian yang besar puia”.

Kecuali orientasi nilai budaya secara koleteral, orang
desa juga mempunyai orientasi nilai budaya yang vertikal.
Mereka merasa sangat tergantung kepada bantuan,
pa~ndangan dan restu dari orang-orang penting, orang-orang
yang berpangkat tinggi, para pegawai pamong desa, orang-
orang senior, serta orang-orang tua dalam masyarakat. Orang
desa tentu saja sangat menaruh hormat kepada para pegawai
pamong praja dari kota yang datang ke daerah mereka.

Pada era sekarang ini hampir tidak ada desa di Jawa
yang benar-benar terpencil. Walaupun mungkin masih ada juga

desa-desa tradisional di daerah-daerah pegunungan yang jauh

'letaknya dari jalan kereta api atau jalan raya, namun hampir

tidak ada lagi yang sama sekali tidak pernah berhubungan
dengan dunia luar atau yang penduduknya Belum pernah ke
luar dari desanya. Oleh karena itu jelas diperlukan adanya
suatu pengertian yang lebih jelas mengenai soal sampai
seberapa jauh dan dalam daerah apa desa-desa Jawa itu
secara dominan masih bersifat tradisional. Untuk hal ini

diperlukan suatu penelitian kuantitatif yang lebih luas.
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Sekarang ini, baik orang desa maupun oraﬁg kota sudah
lebih banyak berorientasi kepada keberhasilan karya mereka,
dan merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha mereka
untuk mencapai keberhasilan. Anggapan bahwa karya itu
hanya suatu cara untuk dapat mempertahankan hidup saja
atau untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, atau untuk
méndapatkan lambang-lambang kekayaan lahiriah saja, sudah
mulai tampak berkurang.

| Kebutuhan akan sifat berdikari dan bertanggung jawab
tentu merupakan akibat dari menipisnya nilai gotong royong
pada umumnya. Sebaliknya, Pancasiia menjoikan pentingnya
gotong-royongan itu, usaha bersama, saiing toiong menoiong,
saiiivg  tenggang tasa dan dan ioleransi, yaing semua
e upanan asas-asas pening Uaiam hubungan anta-manusia
darn daiam budaya golong royung i dipeiiiiara terus-mernerus,
akan  mengurangi kecepaian  perkembangan  darnl suaitu
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cipta dengan para warga masyarakat vang terkena aturan
hukum tersebut khususnya pengrajin kuningan Juwana.

Telah diuraikan panjang lebar mengenai penegak
hukum, hukum itu sendiri dan budaya masyarakat, maka kita
perlu mengakumulasikan ketiganya demi pelaksanaan hukum
itu, terutama hukum hak cipta dan ketertiban masyarakat di
piﬁak lain harus benar-benar terjaga.

Para ahli yang beraliran positivisme beranggapan bahwa
tidak perlu mendalami suatu budaya masyarakat sétempat
dalam penegakan hak, terutama hukum hak cipta, karena apa
yang tercantum dalam Undang-undang, maka harus dijalankan,
tapi barangkali, ahli hukum yang beraliran sosiologis
beranggapan lain, bahwa penegakan hukum harus dimulai dari
budaya masyarakat setempat kalau ingin hukum dapat
terlaksana dengan baik. Kebetulan budaya masyarakat
pengrajin Juwana terhadap Undang-undang Hak Cipta tidak
atau belum dapat sinkron pada penegakan Undang-Undang
Hak Cipta. Hal ini adalah individualis/kapitalis, sedangkan
budaya lingkungan masyarakat pengrajin kuningan Juwana
adalah komunal seperti yang diuraikan di atas.

Dua budaya yang berbenturan tersebut bukaniah satu-
satunya penyebab tidak berjalannya penegakan hukum Hak

Cipta. Dari pengamatan penulis, bahwa sejak tahun 1982 yaitu

276



sejak lahirnya Undang-undang Hak Cipta nasional sampai
sekarang pemasyarakatannya terhadap undang-undang
tersebut tidak maksimal. Tercakup hanya beberapa seminar
tentang Undang-undang Hak Cipta yang dilaksanakan, itupun
di kalangan akademisi dan para penegak hukum, justru
penyuluhan Undang-undang Hak Cipta pada masyarakat
sa‘ngat sedikit, itu tergantung dari dana yang turun dari pusat
ke daerah. Tidak ada inisiatif dariA pemerintah daerah untuk
melakukan penyuluhan pada masyarakat luas.

Padahal apabila kita telaah lebih jauh, pemberdayaan
hak karya cipta masyarakat merupakan azet daerah. Bisa
dibayangkan, suatu karya cipta dalam bidang kerajinan
kuningan didaftarkan dan dimiliki oleh orang daerah Sumatra.
Pertama tersebut merupakan hal yang aneh, sebab sudah kita
kenal sejak dulu kala bahwa kerajinan kuningan merupakan
kerajinan turun temurun masyarakat Juwana, tiba-tiba saja hak
cipta dan merk dimiliki orang-orang Sumatra, dimana di
Sumatra tidak ada kerajinan kuningan. Hal ini tentu saja akan
sangat merugikan aset daerah Juwana Pati, sebab aset dan
pajak akan mengalir ke daerah lain.

Berdasarkan penelitian ini tentu saja tidak meluas
sampai ke penyuluhan hukum dan pajak daerah. Fokus

penulisan ini adalah dua budaya yang berbenturan antara
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barat dan timur, yang memandang suatu produk Undang-
undang, vyaitu Undang-undang hak cipta khususnya di
masyarakat, pengrajin kuningan Juwana. Dengan memahami
budaya masyarakat setempat terutama budaya Jawa,
diharapkan penegakan hukum hak cipta akan mencapai hasil
yang memuaskan di semua pihak. Nilai-nilai yang terkandung
da-lam budaya Jawa akan sangat rugi sekali apabila dirusak
dengan masuknya budaya barat yang terkandung dalam
Undang-undang Hak Cipta. Hal ini tentu saja tidak kita
kehendaki karena kita menghendaki penegak hukum hak cipta

berdasarkan kerukunan.
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BAB IV
PENUTUP

Dari data yang terkumpul baik yang didapat dari teori-teori,
peraturan perundang-undangan, observasi dan wawancara dengan
berbagai pihak yang terkait, maka dapat disimputkan sebagai berikuit :

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap Pengrajin Kuningan Juwana yaitu adanya sanksi pidana
untuk pelanggaran Hak Cipta juga diberfakukan di indonesia dimana
para pelanggar dengan sengaja melanggar .Hak Cipta pihak lain.
Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, memberiakukan
beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang
kekayaan intelektual ini. Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi
pidana atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Bab Xlil Pasa! 72
sampai dengan Pasal 73. Pengaturan hukum acara yang tercantum
dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) menjadi
‘lex spesialis’ terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku.

2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak
hukum, unsur Aparat Penegak Hukum di bidang Hak Cipta meliputi
penyidik pegawai negeri Sipil, Polri, Jaksa dan Hakim serta Petugas
Bea Cukai. Perlindungan hukum kepada Pengrajin Kuningan

Juwana di bidang Hak Cipta yang diberikan oleh Penyidik Pegawai
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Negeri Sipil dan penyidik Polri sangat kurang memuaskan,
dikarenakan kewenangan sangat terbatas, dan keberadaan penyidik
Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta belum terfokus sebagai
profesi tunggal, artinya dalam menjalankan tugasnya masih
dirangkap sebagai staf atau jabatan struktural, juga jumlahnya
sangat terbatas, Peran Kejaksaan semata mata melakukan
dak\:vaan dan penuntutan bagi pelaku tindak pidana di bidang Hak
Cipta, dan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Hak
Cipta, Hukum Hak Cipta lebih diwamai dan dipengaruhi serta
berasal dari hukum manca negara, yang tidak sesuai dengan sistem
Hukum indonesia. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Jaksa
semata mata melaksanakan tugas dakwaan dan penuntutan dalam

perkara pidana.

. Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di masyarakat Pengrajin

Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat
atau nilai-nilai budaya setempat. Kehidupan masyarakat Pengrajin
Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa pedesaan,
yaitu di Kecamatan Juwana. Adanya budaya gotong royong,
sambatan (membantu tetangga dengan suka rela), jagong
(perhelatan}) merupakan nilai-nifai yang mendasari peritaku
Pengrajin Kuningan Juwana terhadap rukun bertetangga merupakan
hal yang lebih penting daripada mempertahankan / memonopoli

suatu hak cipta. Respon Pengrajin Kuningan Juwana adalah negatif,
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hal ini ditunjukkan rendahnya pemahaman pengrajin terhadap

kehadiran Undang-undang Hak Cipta tersebut.

B. Saran-Saran

1. Masih terdapat beberapa hal yang perilu disempurnakan untuk

memberi perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang
Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya

intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.

. Kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan

infelektual masyarakat Indonesia memerlukan perfindungan hukum
oleh aparat penegak hukum yang memadai agar terdapat iklim
persaingan usaha yang sehat dan kondusif yang diperiukan dalam

melaksanakan pembangunan nasional.

. Diharapkan adanya sosialisasi Undang-undang Hak Cipta secara

terus menerus dan perlahan-lahan, mengingat mengubah suatu
budaya hukum suatu masyarakat periu waktu yang tidak singkat. Hal
ini periu dilaksanakan, karena pada ei;a sekaéng ini bangsa
indonesia sudah memasuki era globalisasi, unfuk itu masyarakat
harus dipersiapkan untuk menjadi pengrajin yang inovatif dan selalu
menciptakan hal-hal baru sehingga mempunyai daya saing dalam

pasar global.
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